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TENTANG

PETA JALAN PEMBEBASAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (FOOT AND
MOLUTH DISEASE) DAR] WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK

Menimbang

Mengingat

INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER] PERTANIAN REPUELIK INDONESIA,

S - B

bahwa dalam rangka mengembalikan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
negara bebas Penyakit Mulut dan Kuku perlunya
membuat panduan pembebasan Penvakit Mulut
dan Kuku (Foot and Mouth Disease};

bahwa agar panduan pembebasan Penvakit Mulut
dan Kuku (Foot and Mouth Diseasel dimaksud
dilaksanakan SCCATd terencans, terukur,
terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan,
perlu - menetapkan  Peta Jalan Pembehasan
Penvakit Mulut dan Kuku {Foot and Mouth Disease)
dar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
cdimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang
Peta Jalan Pembebasan Penvalat Mulut dan Kuku
(Foot and Mouth Diseasel dari Wilayah Negara
Kesaruan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

. fFe

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Karantina Hewan, [kan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomeor 200,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6411);

4. Peraturan Pemenntah Nomor 95 Tahun 2012
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

a. Peraturan Pemenntah Nomor 47 Tahun 2014
tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakat
Hewan (Lembaran Negara Republik Indorniesia Tahun
2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3543);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nemor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 6019);

7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022
tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 /Permentan/
PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit
Hewan Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Komor 1866);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1250]);

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETA

JALAN PEMBEBASAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
(FOOT AND MOUTH DISEASE) DARI WILAYAH NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

- Peta Jalan Pembebasan Penvakit Mulut dan Kuku (Foot

and Mouth Disease) dari wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai program resmi Pembebasan
Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Diseasel.

+ Peta Jalan Pembebasan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot

and Mouth Diseasel dari wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU mecmuat strateg pembebasan Penyakit
Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease),

. Strategi pembebasan Penyakit Mulut dan Kuku [Foot

and Mouth [Disease) sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA terdiri atas:

a. Strategi | berupa pengendalian penyebaran Penyakit
Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease] berbasis
risiko secara bertahap pada seluruh wilavah; dan



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM
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Strategi |l berupa memperkuat sistem kesehatan
hewan nasional dalam mendukung pengendalian
Penvakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth [isease).

Strategi | pembebasan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot

- And Mouth Diseasel schbagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA, memuat kegiatan:

Aa.

b.
.

Optimalisas] vaksin dan vaksinasi untuk selaruh
hewan rentan;
Pelaksanaan surveillans dan pelaporan;

Peningkatan pelaksanaan biosecurity dan
pembatasan lalu lintas hewan dalam memimimalisir
penvebaran;

Penerapan kesmapsiagaan dan tangegap darurat;
Pemulthan produksi dan produktivitas hewan pasca
terkena Penvakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth
Disease);

Penanganan dampak sosio-ekonomi khususnya bagi
peternak;

koordinasi dan keolaborasi dengan stakeholder
dalam negert maupun luar negeri  dalam
mengendalikan Penvalat Mulat dan Kuku (Feot and
Mouth Diseasef,

Peningkatan kesadaran (awareness) stakeholder, dan
Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Stratem Il pembebasan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot
And Mouth Disease] scbagaimana dimaksud dalam
Diktum KETIGA, memuat kKegiatan:

-

Optimasi  kewenangan sumber daya manusia
kesehatan hewan dalam mecnjalankan peran dan
fungsi veteriner;

Peningkatan Kketersediaan dan kompetensi sumber
daya manusia tenaga keschatan hewan dan para
prafesional keschatan hewan,

Penataan dan/stau pPENVUSUNADN peraturan
perundang-undangan sistem kesehatan hewan
nasionai;

Peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi
vELETINET;

Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana
dan sarana pelayanan kesehatan hewan; dan
Perencanaan, implementasi serta monitoring, dan
evaluasi pelaksanaan program resmi pembebasan
Perivakit Mulut dan Kuku (Foot And Mouth Disease)
(DCP-FMD,.

- Peta Jalan Pembebasan Penvakit Mulut dan Kuku (Foot

And Mouth Disease] dari wilayah Negara kesatuan



o

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU sebagai acuan bagi:

a. Pemerintah pusat;

b. Pemerintah daerah provinsi;

c. Pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

d. Stakeholder lainnya.

KETUJUH : Peta Jalan Pembebasan Penyvakit Mulut dan Kuku (Foot
and Mouth Disease] dari wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesa scbhagaimana tercantum  dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
heputusan Menterd ini.

KEDELAPAN . Biaya wang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Angearan Belanja
Pendapatan Negara (APBN) dan Anggaran Belanja
Pendapatan Daerah (APBD) Prouvinsi, Anggaran Belanja
Pendapatan Daerah (APBD) kabupaten/kota, dan/atau
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
ketentuan peraturan perundangan-undangan.,

KESEMBILAN r Keputusan i mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 i 2023

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

f"—?‘:)\’:;— A

—

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

Menten Koordinator Bidang Perckonomian;

Menten: Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
Menten Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi:

Menteri Dalam Negen;

Mentern Negara Perencanaan Pembangunan MNasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional,

6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

7. Menter Keuangan;

B, Menter Perdagangan;

9. Menteri Luar Negeri;

10, Menteri Kesehatan:

11, Menteri Perhubungan;

12. Repala Kepolisian Republik Indonesia;

13. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

14. Kepala Badan Pangan Nasional;

15. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;

16. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;

17. Gubernur seluruh Indonesia; dan

18. Bupati/wali kota seluruh Indonesia,

R
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peternakan merupakan salah saty subsektor vang memiliki
peranan penting bagi perekonomian Indonesia, terutama perekonomian
masyarakat di pedesaan. Berdasarkan data vang dikeluarkan oleh
Badan Pusat Statistix (BPS| pada tahun 2021, subsektor peternakan
menghasilkan Rp. 268,17 Triliun, berkontribusi  sebesar 1,58%
terhadap PDB nasiona) (BPS, Peternakan Dalam Angka 2022
Disamping itu, subsektor peternakan  juga  berkontribusi  dalam
penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hasil sensus pertanian 2013
yang dilakukan oleh BPS. setidaknya terdapat sekitar 14.800.248
rumah tangga vang bergerak di bidang peternakan (BPS, Peternakan
Dalam Angka 2022), Selain berkontribusi terhadap PDB nasional dan
penyerapan tenaga kerja, subsekior peternakan juga berkontribusi
terhadap ketersedisan  sumber kalog dan protein  hewani bag
masyarakal. Produk hewani seperti daging, telur, dan susu sangat
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kalori dan protein harian
masyarakat,
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Gambar 1. Sebaran Popuiast hewan ternak
fsumber: BPS, Peternakan Dalam Angka 20223



Kementerian Pertanian membagi populasi hewan ternak ke dalam
4 (empat] kelompok, yaitu ternak besar [sapi potong, sapi perah,
kerbau, dan kuds), ternak kecil |(kambing, domba, dan babi), ternak
unggas (ayam buras, ayam ras petelur, avam ras pedaging, itik, dan itk
manilaj, dan ancka ternak (kelinci dan puyuh). Populasi hewan ternak
terbanyak di Indonesia (2021) berasal dari kelompok unggas dengan
jumlah sekitar 3,8 miliar ekor atau sekitar 97,929 dag total populasi
ternak nasional. Jumlah tersebut diikuti eleh kelompok ternak kecil
dengan jumlah sekitar 45 juwa ckor (1,15%), ternak besar dengan
jumlah sekitar 20 juta ekor [0.51%), dan aneka ternak dengan jumlah
sckitar 16 juta ekor{D,42%). Populasi ternak-ternak tersebur tersebar di
masing-masing provinsi di Indenesia dengan rincian sebagai berilut:

1. Ternak besar: populasi hewan yang termasuk ke dalam kelompok
ternak besar vaitu; sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda.
Populasi ternak besar yang dibagi berdasarkan pulau/wilavah di
Indenesia dapar dilihat pada tabel berikut ini,

I i ]

Wilayah Ririin Fz‘:g]‘l Kerbau | Kuda
Sumatera 3.556.262 | 7492 | 451.397 | 6.085
 Jawa 7.573.518 569.428 | 229867 | 29.995
Bali dan Nusa
b | 3.179.633 43 | 308.741 175.778
 Kelimanuan 546.303 350 | 44.435 275
 Sulawesi £.790.890 | 1.247 | 137.037 184.928
Maluku dan Papua 407,104 | 19 ' 17.783 | 4.267
| Indonesia 18.053.710 |578.579 [1.189.260 k01.328

Tabel 1 Populasi ternak besar per wilayah di Indonesia [ekor)
(sumber: BPS, Peternakan Dalam Angka 2022)

Populasi ternak besar nasional secara keseluruhan berumiah
20.222.877 ekor, dimang populasi terbanvak adalah sapi potong
sebanyak 18.0533.710 ekor (89,27%), diikuti oleh kerbauy scbanyak
1.189.260 ekor (5,88%), S86pi perah sebanyak 578,579 ekor
{2,86%), dan kuda sebanyak 401.328 ekar (1,98%). 42% Populasi
Sapi potong nasional berada di pulau Jawa (7.573.518 ckor)
dimana mayoritas berada di provinsi Jawa Timur (4.938. 874) dan

Jawa Tengah (1.863.327), seperti ditunjukkan pada gambar
berikut ini:
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Gambar 2, sebaran populas: iernak besar
(sumber: BPS, Peternakan Dalam Angka 2022)

Grafik di atas menunjukkan bahwa populasi ternak besar
terbanyak adalah jenis sapi potong vang mayoritas tersebar di
pulau Jawa (37,45%), Sumatera (17,75%), serta Bali dan Nusa
Tenggara (15,72%]. Populasi hewan ternak terbanvak ke-dua
setelah sapi potong adalah jenis sapi perah vang mavoritas juga
berada di pulau jawa, vakni sekitar 98% dari total populasi. Sapi
potong nasional terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur (301
ribu), Jawa Tengah (142 ribu}, dan Jawa Barat (119 ribu). Adapun
ternak kerbau terbanyak berada di pulau Sumatera (451 ribu),
Bali & Nusa Tenggara (308 ribu), serta Pulau Jawa (229 ribu).
Disamping itu populasi kuda nasional mavoritas berada di Provinsi
Sulawesi Selatan (176 ribu] dan Nusa Tenggara Timur (125 ribu),

Ternak kecil: populasi hewan vang termasuk ke dalam kelompok
ternak keeil yaitu: kambing, domba, dan babi. Komposisi populasi
ternak kecil di Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut ini;
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Gambar 3. populasi temak keci |
(sumber: BPS, Peternakan Dalam Angka 2022)

Berdasarkan dats terkait peternakan vang dikeluarkan oleh BPS,
_pada tahun 2021 total populasi ternak kecil nasional sekitar 45,1
juta ckor yang terdiri dari 19.220.067 ekor kambing, 17.902.991
ekor domba, serta 8.011.776 ekor babi, Ternak kambing



merupakan populasi yang terbanvak yaitu 42,60% dari total
populasi ternak kecil, Populasi ternak kecil tersebar di seluruh
wilayah di Indonesia, yang dapat dijabarkan pada tabel berikut ini;

| |

Wilayah __Kambing | Domba Babi
Sumatera +.633.718 | 1.086.814 | 738005
Jawa 10.096.726 | 16671.126 | 192492
Bali dan Nusa Tenggara | 1.805.651 116.808 | 3.081.610
Kalimantan 364.531 3.343| 795.751
Sulawesi 1.979.098 | 13.428 [ 1.909.184
‘Maluku dan Papus 349343 11472 | 1.204 644
Indonesia 19,229.067 | 17.902.991 | 8.011.776 |

Tabel 2 Populasi ternak kecil per wilayah di Indonesia (ekor)
{sumber: BPS, Peternakan Dalam Angka 2022

Tabel 2 menunjukkan bahwa populasi kambing (52,51%) dan
domba (93,12%) mayoritas berada di Pulay Jawa, sedangkan
populasi babi mayoritas berada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara
(38,46%) scrta wilayah Sulawesi (43,83%). Populasi kambing i
Pulau .Jawa berjumlah sekitar 10 juta ekor Vang mayoritas berada
di Provinsi Jawa Tengah (3,78 juta ekor), Jawa Timur (3,75 juta
ekor), dan Jawa Barat (1,4 juta ekar], Adapun populasi domba
mayoritas berada di Provinsi Jawa Barai (12,2 juta ekor), Jawa
Tengah (2,3 juta ekor), dan Jawa Timur 11,4 juta ekor). Sedangkan
mayoritas populasi babi berada di Provins Nusa Tenggara Timur
dengan jumlah 2,5 juta ekor dan diikuti oleh Provinsi Sulawesi
Selatan dengan jumlah sekitar 967 ribu ekor.

Ternak wunggas: populasi hewan vang termasuk ke dalam
kelompok ternak unggas yaitu: ayam buras, ayam ras petelur,
ayam ras pedaging, itik, dan itk manila, Komposisi populasi
ternak unggas di Indonesia dapat dilthat pada grafik berikut iri;
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Gamnbar 4. populasi termak unggas
(sumber: BPS, Peternakan Dalam Angha 2022)



Berdasarkan data peternakan terkait populasi ternak unggas yang
dikeluarkan ocleh BPS, populasi ternak unggas nasional secara
keseluruhan berjumlah 3,85 miliar ekor, Populasi terbesar adalah
jenis ayam ras pedaging sebanyak 3,1 miliar ekor, kemudian avam
ras petelur sebanyak 368, 19 juta ekor, avam buras sebanvak 317
juta ekor, itik sebanvak 50, 31 juta ekor dan terakhir populasi itik
manila sebanyvak 8,3 juta ekor. Seluruh populasi hewan ternak
tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Lebih jelas
terkait scbaran populasi ternak unggas di berbapai wilayah
Indonesia, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Ayam Ayam Ras Ayam Ras ; Itik
Wiy Burws | Podaging Petclur | 0 | panla

Sumaters 85.344.737 | 627.565.135 |  86.499.305 | 10.345.856 | 1.734937
Jawa_ (119613787 | 2.021.050.080 | 232.877.265 | 24.627.541 | 4.896.105

| Bali dan Nusa

| Tenggara 22237977 | 117.937.60] 16,267,292 | 1.538.600 60511 |
Kalirmantan 25,736,215 | 221 408,373 14.872.558 | 5.562.088 | 175802 |
| Sulawesi STAHTAS0 | 112052466 | 16,647,798 | T.695571 | 1.325.549 |
Maluku dan |
Papua 6.642.224 | 7.170.379 1.037.626 342335 146043
Indonesia J17.054 290 | 3 107.183.054 | 36R.161.874 | 50311991 | B.339.847 |

Tabel 3. Populasi unggas per wilayah di Indonesia (ekor
(sumber: BPS, Peternakan Dalam Angka 2022)

Tabel di atas menunjukkah bahwa populasi unggas yang paling
dominan adalah jenis avam ras pedaging (3,1 Miliar ekor) yang
populasi terbesarnya berada di Pulau Jawa, vaitu Jawa Barat (780
juta ekor}, Jawa Tengah (380 juta ekor), dan Jawa Timur (401 juta
ekor), Berdasarkan pulau, populasi ayam ras pedaging pada tahun
2021 terbesar berada pada pulau Jawa sebesar 653,04%, kemudian
terbesar kedua berada di pulau Sumatcra sebesar 20,20%,
Sedangkan pulau lainnya memiliki populasi avam ras pedaging di
bawah 10%.

Aneka ternak: populasi hewan yang termasuk ke dalam kelompok
aneka temak ini adalah: burung puyuh dan kelinci. Komposisi

_ar!r:]-:a ternak unggas di Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut
iri;

Kaiinci
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Cambar 5. populasi aneka termak

(sumber: BPS, Petemakan Dalam Angka 2022)
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Populasi aneka ternak nasional pada tahun 2021 berjumlah
sekitar 16,42 juta ekor vang terdiri dari 15,22 jura ekor burung
puyth dan 1,2 juta ekor kelinei Populasi burung puyuh
merupakan populasi tertinggi dalam kelompok aneka ternak, vaitu
mencapai hingea 92 68%. Sama sepert populasi kelompok ternak
lainnya, populasi aneks ternak juga tersebar di berbagai wilavah dj
Indonesia. Sebaran populasi aneka ternak terscbut dapat dilihat
pada tabel di bawah ini;

| Wilayah E“I“F " | Kelinci _||
Sumatera 2.710.659 95.019
Jawe - 11.297.045 | 993.49] |
Bali dan Nusa 90.719 7.323 |

Tenggara 7]
Kalimantan 791.940 24.703

| Sulawesi 319.445 9.818
Maluku dan Papua _17.323 73217

| Indonesia | 15.227.131 | 1.202.571 |

Tabel 4. Populasi aneka ternak per wilavah di Indonesia (ekaor)
(sumber: BPS, Peternakan Dalam Angka 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas populasi kelompolk
aneka ternak, baik Populasi burung puyuh maupun populasi
kelinei berada di wilayah Pulau Jawa., Total populasi burung
puyuh di Pulau Jawa mencapai hingga 11,29 juta ekor dag total
populasi kelingi mencapai hingga 993 riby ekor. Populasi burung
Puyuh terbanyak berada pada Provinsi Jawa Tengah dan Jaws
Timur, Populasi burung puvuh Provinsi Jawa Tengah berjumlah
sekitar 4,50 juta ekor atay selara dengan 30,17% dari total
populasi nasional. Adapun populasi burung puyuh dj Provinsi

populasi kelinei juga berada d Pulau Jawa, yaity berjumlah
sekitar 993 ribu ekor atay selara dengan 82.619%. Mayoritas
populasi kelinel berada di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah
sekitar 353 ribu ekor atau setara dengan 20,40% dari total
populasi nasional, Populasi kelinei terbanyak setelah Provinsi
Jawa Timur berada di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah
sekitar 320 ribu ekor alau sctara dengan 26,66% dar total
populasi nasional, Berdasarkan laporan vang dirilis Bpg dengan
judul Peternakan dajam Angka 2022, toral pProduksi subsektor
peternakan nasional diperkirakan mencapai sekitar 11,6 juta ton
Yang terdinn dari hasil ternak besar, ternak kecil, dan ternak
unggas.

| No| Jenis Produksi T
o |
r 1 | rrpmiﬂnmuks! Telur Avam Petelur 5.155.998,00 | 4,24% |
 Produksi Daging Ayam
| 2] P“—'_E_Eﬂ iﬂa;ﬂ‘gjﬁg = | 3.426.042,00 | EQ,4G%_.|

3 Produksi Susu Segar [Ton] 962.676,66 | 8,067 ,l
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BAB 11
KONDISI PENYAKIT MULUT DAN KUKU SAAT INI

Eondisi PMEK di Dunia

Terdapal 7 (tujuh) varietas PMK yang berbeda di dunia, vaitu varietas
O, A, C, Asia 1, SAT 1, SAT 2 dan SAT 3. Semua menimbulkan penyakit
dan infeksi vang sama, tetapi kekebalan terhadap satu varietas tidak
memberikan kekebalan terhadap jenis varietas vang lain,

Pemetaan kondisi PMK global bertujuan untuk mengetahul kondisi
dan scbaran wabah di beberapa negara di dunia, Hingga saat ini,
ancaman wabah PMK masih nvata. Lebih dari | miliar petani kecil di
seluruh dunia bergantung pada ternak untuk mata pencaharian mercka:
namun, wabah penyakit mulut dan luku (PMK) menimbulkan kerugian
global tahunan yang diperkirakan mecncapai miliaran dolar dan
menimbulkan risiko penyebaran penyakit vang berkelanjutan ke daerah
bebas. Pemetaan FMD terbagi menjadi 7 pool sebagai berikut:

* Pool 1: Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Tengah
* Pool 2: Asia Selatan

= Pool 3: Eurasia Barat dan Timur Tengah

* Pool 4: Afrika Timur

* Pool 5: Afrika Tengah dan Afrika Barat

* Poal 7: Amerika Selatan

Gambar 11. Peta Sebaran PMK global
Sumber; World Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease (WRLFMD)

Gambar di atas merupakan seharan FMK Global v ' i
! yang dimutakhirkan
September 2022, Dari 182 Negara Anggota WOAH, status penyebaran
PMK dapat dipetakan sebagai berikut:
- Scbanyak 98 negara endemik dan belum berhasil bebas PME (53,B%)
Sebanyak 67 negara bebas PMK tanpa vaksinasi (36,8%)

EUREL R T -
w
mw
g
=
o
[ 5]
s |
Lir]
g
o
-]
(v
i}
i

= Fry
=
=
g
=
-
=
-
o
7]
|
=

Y

Sebanyak 2 negara yang sebelumnva bebas PMK ke | ter] '
\ Mk, kembali terjanglkir
wabah PMK pada tahun 2022, vaitu Kazakhstan dan [ndunusia?l,lgﬁlff;.
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Pemetaan kondisi PMK global didetailkan melalui data vang dirangkum
oleh FAO World Reference Laboratory for FMD (WRLFMD) berdasarkan
laporan setiap negara (deteksi dan varietas, Genotipe dan Pencocokan
Vaksin), Menurut WRLFMD, terdapat beberapa benua dimana wabah
FMD tidak terjadi dalam 2 (dua) tahun terakhir. Beberapa wilavah
terscbut meliputi: Amerika Utara (termasuk Amerika Tengah dan
Kepulauan Karibia), Benua Amerika Selatan, Antartika dan Benua
Australia. Di Benua Eropa sendiri, wabah FMD hanya terjadi di negara
Rusia pada rentang periade Desember 2021 - Januar 2022 dengan jenis
varietas O/ME-SA/Ind-2 00le. Wabah FMD banvak terjadi di Benua
Afrika dan Benua Asia,

1. PMK di Afrika

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) endemik di Kawasan Alfrika
merupakan salah saru penvakit ternak paling menular yang
membawa kerugian ekonomi yang bergantung pada ekspor ternak
sebagai pendapatan, Kerugian disebabkan karens penolakan negara
tujuan ekspor dengan kekhawatiran penyebaran PMK. Sebagai
contoh, Botswana (Pool 6) telsh menangguhkan ckspor daging sapi
setelah adanya dugaan PMK [Reuters), Bersama dengan Afrika
Selatan dan Namibia, Botswana merupakan salah satl eksportir
daging sapi ke Uni Eropa. Selain itu, Botswana juga mengekspor
daging sapi dan sapi hidup ke Zambia, Zimbabwe, Namibia dan
Alrika Selatan. Negara lain seperti Namibia juga melakukan ckspor
hewan hidup dan daging sapi ke negara Alrika Selatan sebagai
iImportir terbesarnya, selain ckspor ke Angola (berbatasan langsung
dengan Namibia) dan Norwegia, hal tersebut dapat berpotensi untuk
memperluas wabah PMK ke wilavah tujuan ekspor yang berada di
benua Afrika maupun benua Eropa.

Gambar 12. Peta Sebaran FMD di Benua Afrika
Berdasarkan Tahun dan Vartetas
Sumber: World Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease
(WRLFMD)
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Gambar di atas merupakan sebaran wabah FMD yang terjadi pada
19 negara di Benua Afrika. Berdasarkan informasi tersebut, terdapat
d (tiga) jenis negara berdasarkan wabah PMEK, meliputi:

1. Mengalami wabah PMK di tahun 2021 darn tahun 2022 (warna
mcrah)

2. Mengalami wabah PMK di tahun 2022 (kuning), dan

3. Mengalami wabah PMK di tahun 2021 (hijau).

Berdasarkan data di atas, mavoritas ncgara di Afrika mengalami
wabah PMK di tahun 2022 (tanda kuning) dengan persentase sebesar
58%. berikutnya adalah jenis 2 (tiga) dimana PMK hanya terjadi di
tahun 2021 dan tidak terjadi lagi di tahun 2022 dengan persentase
sebesar 32%. Sisanya sebesar 11% masuk ke dalam jenis pertama
(merah) dimana wabah PME terjadi berturut-turut pada tahun 2021
dan tahun 2022,

PMK di Asia

Berdasarkan Tahun dan Varietas
Sumber: World Reference Laberatery for Foot-and-Mouth Mhsease
(WRLFMDy

Berdasarkan gambar diatas, beberapa negara di Asia (diluar Asig
Tenggaral masih melaporkan adanva kejadian PMEK, Setidaknya,

terdapat & (enam) Ofgara vang masih melaporkan teriadin a PME
sebagai berikut: R

a.  Tiongkok: 23 Mei 2022, wabah tunggal dilaporkan pada bahbi dj
rumah jagal di Distrik Changzhou, Daerah Otonom; Guangxi
: Izhuarjg_.aﬁdﬂtl}-:ma;d; Iimmipe yang dilaporkan.

« Iran: 153 wa laporkan pada kuartal ini den trai
beredar adalah Qy F'Eﬂhﬁi&—ﬂﬁ?-m dan Aflrﬁn-ﬂﬁgﬂli‘. ?J?u:rftgg
surveilans pasif dan berbasis risiko sedang dilaksanakan. Lebih
dari 10,5 juta hewan telah divaksinasi menggunakan vaksin

trivalen (0, A & Asia- ] | dan antaua 5 inasi
I S pem Il pasca-vaksinasi telah
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¢. Mongolia: Telah terjadi wabah O/ME-8A/Ind-2001e yang
berlangsung sejak Agustus 2021. Per 13 April 2022, karantina
diberlakukan di 145 lokasi vang tersebar di 15 provinsi.

d. [Israel: antara bulan April dan Juni 2022, 51 wabah PMK Tipe O
dilaporkan pada sapi, domba, kambing dan babi di banvak
lokasi di scluruh negeri, Pada 12 Mei 2022, sepuluh sampe]
diterima dari Dokter Hewan Kimron, Sembilan sampel
diidentifikasi sebagai FMD tipe O, sementara saty genom FMDV
terdeteksi, Genotipe mengungkapkan bahwa kesembilan ity
milik subiineage O/ME-SA /PanAsia-2A8T-10

€. Palestina: pada bulan April dan Mei 2022, dua wabah PMK tipe
O dilaporkan pada domba di Dura dan sapt di Qilgis, keduanya
terletek di Hebron di Tepi Barat. Sebanyak 12 sampel diterima
pada 12 Mei 2022, Semuanva adalah PMK tipe O, Genotipe
mengungkapkan hahwa delapan virus {dari Tepi Barat) milik
sublineage O/ME-SA/PanAsia-2A8T ‘", sedangkan empat [dari
Jalur Gaza) milik topotipe EA-3,

f. Uni Emirat Arab: Pada Mei 2022, |5 sampel (2 ekor kijang arab
dan 13 dari sapi, domba dan kambing) diterima. Genotipe dari
virus kijang berasal dari O/ ME-SA /PanAsia-2°%T19, Sementary
VIrlus vang tersisa memiliki garis keturunan yang relatif baru
vaitu O/ME-SA/SA-2018, stbelumnya ditemukan di  India
(2018) dan Sri Lanka (2019).

kondisi PMK di Asia Tenggara

Distribusi PMK secara global selanjutnya adalah wilayah Asia
Tenggara. Wilayah Asia Tenggara baru-bary inj mengalami serangan PMK
baru dari Regara-negara Asia Selatan (Bangladesh, Nepal dan India) vang
termasuk garis keturunan O/ME-8A/Ind-2001e vang sekarang dominan,
WOAH melaporkan wabah di wilayah Kamboja pada awal 2021 dan
Februari 2022, Berikur lebih ripe mengenai negara di wilayah Asia
Tenggara vang melaporkan wabah PMK pada tahun 2022,

l.  Indonesia: Wabah PMK Tipe O dilaporkan pertama kali pada bulan
Mei 2022 di pulau Sumatera dan beberapa Provinsi di pulau Jawa,
Fada bulan Mei dan Juni 2023 wabah terjadi dj banyak daergh,
Berdasarkan hasil identifikasi genotip menunjukkan  virus Vang
menyebar termasuk kedalam sub garis keturunan O/ME-SA/Ind-
200le. Lebih rinci mengenai penyebaran PMK d; Indonesia, akan
dibahas lebih rinei pada subbab selanjutnya.

diterima dari Malavsian National FMD Laboratory (MNFMDL). Sampel
diperoleh dari kerbau, sapi dan kambing di berbagai lokasi dengan
rentang waktu Januari 2021 dan Maret 2022 Genotipe  yang
teridentifikasi adalak O/ME-SA/Ind-2001e.

e

Thailand: pada 10 Mei 2022, scbanvak 20 sekuens FMDV vpi
diterima dari Thailand Regional Reference Laboratory (TRRL} di
Pakchong. Sampe! sekuens dikumpulkan dari sapr di tujuh provinsi
(Chiang Mai, Chiang Rai, Krahi Lamphun, Lopbur, Nakhon
Ratchasima dan Nakhon 8i Thammarat] antara Januari dan
November 2021, Geotipe menunjukkan, 8 PMK termasuk tipe O ME -
SA/Ind-2001e dan 12 PMK termasuk tipe A ASIA/Sea-97
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Kondisi PMK di Indonesia

Indonesia dinyvatakan bebas PMK pada tahun 1086 dan diakui World
Organiation for Animal Health (WOAH) sebagai negara bebas PME tanpa
vaksinasi pada tahun 1990, Indonesia kembali mcIa;:n:urhan_knlsus FMK
atau Foot and Mouth Disease [FMD). Kasus pertama kali d:laﬁpﬂrkan
terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada akhir bulan A.Ipnl EDE.’-LI'
dan kasus-kasus susulan dilaporkan terjadi di kabupaten lain seperti
Kabupaten Lamongan dan Mojokerto pada awal Mei 2022, Berikut lini
masa kejadian awal kasus PMK di Indonesia.

— rrre
add =ar i Fe
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Gambar 14. Lint masa kejadian awal kasus PMEK di Indonesia

Berdasarkan gambar distas, wabah PMK diduga pertama kali terjadi
pada 27 April 2022 dan dilaporkan pada 28 April 2022 PMK
teridentifikasi pada 402 sapi potong veng tersebar di 5 (lima) kecamatan
dan 22 desa di Kabupaten Gresik yang termasuk di wilavah utara dan
barat Surabaya. Kasus kedua dilaporkan pada 1 Mei 2022 4; Kabupaten
Lamongan Barat yang menginfeksi 102 sapi potong di 3 kecamatan dan 6
desa. Selain itu, terjadi infeksi pada 695 sapi potong, sapi perah dan
kerbau di 11 Kecamatan dan 14 Desa d; Kabupaten Sidoarjo,

Pada tanggal 3 Mei 2022, PMK dilaporkan menyerang 148 ekor sapi
potong tersebar di 9 kecamatan dan 19 desa Terhitung sejak 5 Mei 20232,
PMK telah menyerang 1.247 sapi potong di Gresik, Lamongan, Sidoarjo,
dan Mojokerto. Konfirmasi positif PMK dilakukan oleh Pusat Veterinaria
Farma Surabaya, Pada 6 Mei 2022, kasus PMEK juga ditemukan pada sapi
di Kabupaten Aceh Tamiang. Merebaknya PMEK bertepatan  dengan
moementum Idul Adha dimang pergerakan hewan kurban seperti sapi,
kerbau, kambing dan domba sangat tinggi. Selain itu, pergerakan
masyarakat Indonesia vang melakukan perjalanan antar kota diduga
menjadi salah satu fakear yang mendorong peningkatan penyebaran
wabah PMK. Dugaan lain vang menjadi faktor penyebaran wabah PMK
adalah pemasukan hewan ternak secara illegal. Pusat Veterinaria Farma
Surabaya melakukan pengambilan sampel vang berlokasi di Jawa Timur.
Hasil pengujian menyatakan bahwa PMK Yang mewabah merupakay
scrotipe O dan opotype ME-SAL Lineage Ind-2001 dan Sublineage e
[©/ME-8A/Ind-2001¢).

Pada tanggal 9 Mei 2022, Kementerian Pertanian mengeluarkan dua
surat edaran tentang penetapan daerah wabah PMEK, Pertama, Surat
Keputusan Menteri Pertanian No. 403 Tahun 2022 tentang Penetapan
Daerah Wabah Penvakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease| Pada
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Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Kedua, Surat Kepurusan
Menteri Pertanian No.404 Tahun 2022 tentang Penetapan Daerah Wahah
Penyakit Mulut dan Kuky (Foot and Mouth Disease) di Kabupaten Aceh
Tamiang Provinsi Aceh,

Ferkembangan Wabah PMK di Indonesia

Kondisi wabah PMK di Indonesig dapat dikatakan sudah melewati
masa puncak penularan. Data perkembangan PMK diambil sejak April
2022 hingga November 2023 Data perkembangan PMK dapat dilihat pada
grafik berikut

Pergerakan Karus PMK Harign [NASIONAL] - Data Sakit
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Gambar 15. Data perkembangan PMK di Indonesia

Berdasarkan gambar  g; atas, pergerakan PMK  dj Indonesia
mengalami peningkatan terhitung sejak pertams kali dilaporkan pada
bulan April 2022 Peningkatan teryus berlanjut dan mencapal puncaknya
pada 26 Juni 2022 dengan total ternak yang sakit sebanyak 13.550 ekar,
Momen puncak tersebut berjarak 14 har dengan hari rava [dul Adha
yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2022, Setelah hari raya ldul Adha,
jumlah ternak Yang sakit kembali mengalami  peningkatan sebesar
244,4% dari 1.712 (10 Juli 2022) menjadi 5.896 (11 Juj; 2022),
Peningkatan kembali terjadi sehari setelahnya sebesar 1549 menjadi
6806 ckor ternak Yang sakit pads tanggal 12 Juli 2022 Terhitung
semenjak 28 Agustus 2022 hingga 13 November 2022, kasus harian PMK
mulai menunjulckan grafik vang landay, Berdasarkan grafik terakhir ini,

Berdasarkan Informasi Penanggulangan dan Tindakan Pencegahan
Wabah PMK yang dirlis aleh Kementerian Pertanian,  berikuy
Perbandingan jumlah hewan ternak Yang terkena wahah PMK, jumlah
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" 4| Produksi Daging Sapi (Ton) | 437.783,23] 3,76%
5 Produksi Telur Ayvam Buras 381.612.83 3.27%

(Ton) :

6 | F‘rt:;l;.msi Telur [tk Itik Manila | 963.134.75 3.12%
__T | Produksi Daging Babi (Ton) 323.669,56 | 2,78%
8 E’;’S}“km Py dywe Bucas 272.001,20| 2,33%

. Produksi Daging ﬁyam Ras |
_g'_F"F_E!-‘_ll-!  [Ton) | 145.-‘3{]3.{}@ 1,26%
10 | Produksi Daging Kambing (Ton) | 651.724.50 | 0,53% |
11 | Produksi Daging Domba (Ton) 995.863,16 0,48% |

Produksi Daging Itik/1tk
_]2 Manila (Ton) 44,198,05 0,38%
13 | Produksi Daging Kerbau (Ton) | 20.972,20 | 0,18%
14 | Produksi Daging Kuda (Ton) 1.526,97 | 0.01%
Total 11.653.506,75 | 100,00%

Tabel 5. Produkst Subsektor Peternakan di Indonesia 2022
(sumber: BPS, Peternakan Dalam Angka 2022)

Berdasarkan tabel di atas, produksi tertinggi nasional berasal dari
produksi telur ayam petelur yang jumlahnya mencapai 5,15 juta
ton atau sekitar 44 24%, dari produksi nasional. Produksi tertinggi
berikutnya berasal dari produksi avam ras pedaging dengan
jumlah mencapai 3,42 juta ton (29,4%), dan diikuti oleh produksi
susu segar vang jumlahnva mencapai 962 ribu ton (8,26%).
Produksi terendah nasional adalah produksi daging kuda dengan
Jjumiah sekitar 1,5 ribu ton per tahun. Jika dilihat lebik detail,
khusus untuk produksi daging sapi dan kerbau, produksi per
}nfirla}rah untuk sapi dan kerbau dapat dilihat pada gambar berilout
ini;

2
]

Gambar 6. Produksi Daging Sapi dan Kerbau
Menurut Pulau di Indonesia 2022
(sumber: BPS, Peternakan Dalam Angka 2022)

BFS memperkirakan produksi sapi dan kerbau di Indonesia pad

& d
tahun 24}22_ aimn mencapal 436,70 ribu ton, dimana prn-dl?.lﬁksi
terbesar diperkirskan akan terjadi di Pulau  Jawa dengan
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komposisi 59,12%. Produksi terbesar berikutnyva diperkirakan
terjadi di Pulau Sumatera (16,47%) serta Bali dan Nusa Tenggara
(13,22%). Hal ini berarti bahwa hampir 90% produksi sapi dan
kerbau akan sangat bergantung di ketiga pulau ini.

Selain itu, masyarakat Indonesia juga gemar menkonsumsi daging.
BPS memperkirakan Konsums! daging sapt dan kerbau di
Indonesia mencapai 695,39 ribu ton pada tahun 2022 untuk
memenuhi kebutuhan 274,85 juta jiwa penduduk Indonesia.
Distribusi konsumsi daging di Indonesia berdasarkan pulau dapat
dilihat pada gambar dibawah ini;

MALUKU DAN PAPUA _m
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Gambar 7. Konsumsi Daging Sapi dan Kerbau Menurut Pulau
di Indonesia tahun 2022 (ke/kapita /tahun)
(sumber: BPS, Peternakan Dalam Angka 2022)

Sama halnya dengan produksi, konsumsi daging terbesar juga
diperkirakan akan terjadi di Pulau Jawa dengan ungkat konsumsi
sekitar 3,47 kg/kapita/tahun, diikuti dengan Pulau Bali dan Nusa
Tengpara sebesar 2,54 kg/kapita/tahun. Hal ini mencerminkan
tingkat daya beli masyarakat terhadap daging sapi dan kerbau di
kedua pulau tersebut relatif lebih tinggi dibanding pulau Jainnya.
BPS jugs mnegidentifikasi bahwa DKI Jakarta, Jawa Barat dan
Juwa Timur merupakan 3 (tiga) Provinsi dengan konsumsi daging
tertinggi di Pulau Jawa.,

Berdasarkan prediksi yang dikeluarkan oleh BPS, maka supply-

demand terkait daging sapi dan kerbau dapat dilihar pada gambar
berikut ini;



13-

Gambar 8. Supply-demand Daging Sapi dan Kerbau
Menurut Pulens di Indonesia tahun 2022

(sumber: BPS, Petemakan Dalam Angka 2022)

BPS memperkirakan bahwa pada tahun 2022, ketersediaan daging
sapi dan kerbau di Indonesia masih mengalami defisit sebesar
258,69 nbu ton. Hal ini berarti bahwa demand akan lebih besar
dari supply, dimana BPS memperkirakan Sebagian besar defisit
daging sapi dan kerbau ini akan terjadi di Pulau Jawa (-242,26
ribu ton) serta Pulau Sumatera (18,74 ribu ton), Untuk iy, maka
prioritas penambahan ketersediaan daging sapi dan  kerbau
[produksi maupun impor] perlu difokuskan pada wilavah Pulau
Jawa dan Sumatera.

Produk hasil peternakan juga merupakan salah satu produk
komoditas ekspor dengan distribusi yang ditunjukkan pada
gambar berikut ini;

g gy e
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Gambar 9. Distribusi velume ekspor hasil peternakan
menundd komoditas tahun 202 ]
(sumber: BPS, Peternakan Dalam Angka 2022)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa Sebagian besar
komoditas ekspor produk peternakan adalah komoditas lemak
dengan 82,35% ditkuti dengan susu dan kepala susu sebesar
17,14%. Volume ekspor produk ternak pada tahun 2021 juga
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mengalami peningkatan, khususnya untuk komoditas daging sapi
sebesar 153,06% atau 42,2 ton dibanding tahun sebelumnyva.
Sedangkan volume ekspor untuk komodilas susu segar mengalami
sedikit penurunan vaitu 1,94% atau 495,05 ton dibanding tahun

sebelumnva.

Pandemi Covid-19 yang melands Indonesia berdampak signifikan
khususnya pada subscktor peternakan, dimana subsektor
peternakan mengalami kontraksi vang cukup dalam dari 7,78%
pada tahun 2019 menjadi -0,353% pada tahun 2020, Ecdangkgug
penurunan laju pertumbuhan ekonomi subsektor peternakan ini
tidka terlalu berdampak signifikan terhadap Nilai Tukar Peternak
[NTP) yang dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Ternax Bear LM 62 el iT3.B0
Ternai Kegi L0364 10534 i09. 84
Unggas 161,14 EdL.o8 o456
Hiill Tesnak 18303 5,10 165,50
Inclehs Hirga yang Dibavar Petani 104,37 106,27 EED
Kanyurmsi Rumah Tanggs 103,04 105,81 107,75
Mtakanin, Minuman dae Tembakay w2 e 1. 04 i10R.31
Pk e dan Alas Eai 105,14 ioman EEIEE]
Perurmahan, A, Listrik dan Bahan Sakar Rurnah Tangga 3165 1g3.58 133,78
Perlengkapar, Peralitin dan Pemesnarasn Rutin Rumah Tangga 16447 10% 49 179,82
Lambutan 10 46 Loy & 109,74
Trarmportas 10320 104,10 104,37
Infarmasi, Komunikes & Jass Keugagan 103.37 GERE] 104,95
Swbrwni, Mahraga dan Budeya 185,38 oray 105,09
Pendcigs et K 047G 154,50
Penyedizan Masaran dan Minumas 104 08 Loe.24 1a7,88
Perwwatan Pribah dan Jass Lainrys I a2 10882 111,48
Biaya Produksi & Penambahan Barang Modsl 105,05 106,51 109,15
i 105401 Iny28 110,66
Oost-Obater dan Falan 105,55 10637 104 75
Seva dan Penpehuaran Ly LaLaz 16287 iasa1
Traraportin dan darmurkssl 10d.29 103,08 103 A0
Sarang Mocal 162.57 10157 16478

iipah Furuh 104,14

Tabel 6. Produksi Subsektor Peternakan di Indonesia 2022
(sumber: BPS, Peternakan Dalam Anghka 2022}
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Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa NTP mengalami
peningkatan dari 98,08 pada tahun 2020 menjadi 99,19 pada
tehun 2021, walaupun jika dibandingkan tahun 2019, mE.lkE NTE‘
tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0.74. Hal imlbﬂra:u
kesejahternan peternak terus mengalami peningkatan ditengah
lesunya perckonomian nasional akibat pandemi Covid-19.

Data yang disajikan BPS pada buku statistik “petermnakan dalam
angka 2022° yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan
bahwa subsektor peternakan di [ndonesia merupakan salah satu
subsektor vang potensial dalam menggerakkan pembangunan
nasional, khususnya dalam memperkuat perekonomian nasional.
Produksi wvang dihasilkan selain dapat digunakan dalam
memenuhi konsumsi panga nasal ternak juga dapat dijadikan
komoditas ekspor yang berkontribusi terhadap Produk Domestik
Bruto [PDB) Indonesia.

Namun subsekior peternakan nasional saat ini  sedang
menghadapi musibah dengan masuknya virus Penyakit Mulut dan
Ruku (PMK] ke Indonesia. Menurut World Qrganization for Animal
Health (WOAH), Penyakit mulut dan kuku (PMK) adalah penvakit
virus ternak vang parah dan sangat menular vang memiliki
dampak ekonomi vang signifikan. Penvakit ini menyerang sapi,
babi, domba, kambing dan ruminansia berkuku belah laininya.
PMK merupakan penyakit hewan lintas batas (Transboundary
Animal Disease - TADs) yang sangat mempengaruhi produksi
ternak dan mengganggu perdagangan hewan dan produk hewan di
tingkat regional maupun internasional (sumber: I

Proyeksi kondisi peternakan Indonesia vang disajikan sebelumnva
merupakan proycksi data sementara menggunakan data
sementara hingga bulan April tahun 2022, sedangkan PMK
pertama kali terjadi kembali di Indonesia pada bulan April 2022,
Hal ini berarti proveksi vang dilakukan dapat terkoreksi akibat
adanya anomali berupa penyebaran virus PMK Yang lentunva
berdampak signifikan bagi ternak, khususnya Sapi, Kambing,
Domba, Kerbau, Babi dan ruminansia berkuku belah. Penyvebaran
virus PMK yang terjadi semenjak April tahun 2022 tersebut secara
otomatis menyebabkan Indonesia bukan sebagal negara bebas
PMK setelah tahun 1990 Indonesia mendapat pengakuan WOAH
scbagai negara bebas PMK. Hal ini leniunya sangat merugikan
subscktor peternakan nasional. Berdasarkan hasil Focus Grup
Ihscussion (FGD) maupun indepth interview dengan asosiasi
peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia maupun peternak
di Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka diketahui bahwa PMK
telah memberikan dampak signifikan bagi perekonomian peternak.
Rerugian dialami peternak mulai dari berkurangnva produksi dan
penambahan biaya sehingga menyebabkan keuntungan peternak
menurun drastis, bahkan sampai merugl saat puncak PMK terjadi.

Selain itu, wabah PMK juga menyebabkan Indonesia tidak bisa
melakukan ekspor produk peternakan khususnya produk vang
berasal dari ternak rawan lerpapar PMK seperti sapi, kambing,
domba, kerbau, babi beserta produknya, Kondisi ini dalam jangka
panjang tentunya akan mempengaruhi neraca perdagangan



Indonesia maupun pemenuhan kebutuhan daging dan susu di
Indonesia. Sebaran PMK pada ternak sapi, kerbau, kambing,
domba dan babi tentunya akan mempengaruhi produksi ternak
dan produk asal ternak yang dihasilkan.

Wahah PMK yang terjadi pada tahun 2022 ini menyebablan
pemerintah Indonesia akhirmya membentuk tm Satuan Tugas
(Satgas) Penanganan PMK yang terdiri dari  beberapa
Rementerian/Lembaga Pemerintah non  Kementerian dalam
menangan wabah PMK. Tim Satgas diberikan waktu hingga bulan
Desember tahun 2022 untuk menangani wabah PMK secara efekrifl
dan efisien. Perkembangan harian kasus PMK di Indonesia dapat
dilihat pada gambar berikut ini;

Pergerakan Kasus PMK Harian [NASIONAL) - Data Sakit

13004

12000

Gambar 10. Grafik perkembangan kasus PMK harian secara
nasional
(sumber: hitps:/ / crisiscenterpmbk. ditienphh, pertanian, go.id/ )

Hasil !ccr_iﬂ um Satgas penanganan PMK mulal terlihat dimana
semenjak akhir Agustus tahun 2022 hinggs 13 November 2022
kasus hlarian PMK mulai melandai. Harapannya wabah PMK di
Indonesia segera berakhir dan wabah dapat berubah menjadi
endltrm. Langkah berikutnya adalah mendapatkan pengesahan
dap WOAH agar Indonesia kembali menjadi negara bebas PMK,
baik dengan maupun tanpa vaksinasi. Untuk itu, Indonesia perlu
mcnﬂl'ap?ian The Global Foot and Mouth Diseases Control Strategy
yang mk_tlunrl-::a_n WOAH sebagai pedoman dan  standar
pengendalian  PMK  menuju negara bebas PMEK. Indonesia
diharuskan untuk menerapkan standar Progressive Control
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Pathway Foot and Mouth Disease (PCP-FMD) maupun standar
Performace of Veterinary Services [PVS) vang terkait PMK dalam
mengendalikan PMK dan penyakit hewan lintas batas lainnya
untuk bisa mendapatkan pengakuan WOAH scbagal negara bebas
PMEK.,

Dalam rangka mengendalikan dampak PME khususnyva bagi
ckonomi Indonesia serta mendapatkan pengakuan WOAH sebagai
negara bebas PMK agar aktivitas perdagangan internasional
kembali normal, maka Indonesia perlu MENYUSUN program
pengendalian PME  resmi  berbasis risiko, Untuk itu, :|1I1aka
diperlukan peta jalan (roadmap) pengendalian PMK nasional
menuju Indonesia bebas PMK.

Sejarah Indonesia Bebas PMK

Penyakit mulut dan kuku (PMK) adalah penyakit vang disebahlan
oleh virus yang menyerang hewan ruminansia berkuku belah, Virus
PMK dapat menular melalui udara dengan radius hingga 10 km. Selain
itw, virus PMK juga dapat menular melalui kontak langsung ternak
yang terpapar. Hewan yang rentan terhadap penvakit mulut dan kulku
ini adalah sapi, kerbau, domba, kambing, dan babi. Penvakit muhit
dan kuku sangat ditakuti oleh semua negara di dunia, karena memiliki
dampak ekonomi yang sangat besar, Saat ini masik banyak negara i
dunia yang belum bebas dari penyakit mulut dan kuku, Organisasi
Dunia untuk Penyvakit Hewan (WOAH| menambahkan penvakit mulut
dan kuku ke dalam daftar penyakit prioritas. Sejak tahun 1990,
penyakit mulut dan kuky merupakan penyakit eksotik dan saat ini
masuk dalam daftar penyakit hewan strategis (FHMS). Nama lain dari
penyakit PMK antra lain aphthae epizootica (AE), aphthous fever, dan
Joot and mouth disease (FMD).

Penyakit Mulut dan Kukuy IPMK] disebabkan oleh  virus
Aphthovirus, family Picornaviridae. Ada 7 serotipe virus, vaitu: A, O, C,
Asia 1, dan SAT [Southern African Territories) 1, 2, dan 3, Virus PMK
lerutama menyerang hewan berkuku belah dari orde Artiodactyla,
Virus PMK juga telah dilaporkan mempengaruhi =70 spesies artiodacty]
liar, termasuk kerbay Afrika, bison, jerapah, unta, dan beberapa
spesies rusa dan kijang. PMK dapat dicegah dengan vaksinasj serta lesi
pada kaki dan mulut dapat sembuh [setelah diberikan terapi antibiotil,
antipiretik, multivitamin, dan lain-lain). Penyakit ini ditandai dengan
terbentuknya lepuh dan erosi pada mulut, lidah, gusi, lubang hidung,
puting susu dan kulit di  sekitar kuku, PMK menular sangal cepat
melalui kontak langsung maupun tidak langsung dan dapat ditularkan
melalui udara, Penyvakit mulut dan kuku dapat menimbulkan kerugian
ekonomi yvang besar karena berkurangnya produksi dan menjadi
penghambat perdagangan hewan dan produk hewan,

Penyakit mulur dan luky pertama kali masuk ke Indonesia
melalui impor sapi perah dari Belanda pada September 1887 Wabah
penvakit mulut dan kuku dimulai di Malang, Jawa Timur, kemudian
menycbar ke beberapa daerah seperti Sumatera (1892), Sulawes;
(1202), Kalimantan (1906), NTR (1911) dan Madura (1913). Epidemi
yang menyebar ke necgara-negara ASEAN lainnya didominasi oleh
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serotipe O, Pada tahun 19532, guna mempercepat penanganan wabah,
pemeriniah mendirikan Balai Penvelidikan Penvakit Mulut dan Kuku
(BPFPMK) di Wonocolo, Surabava. Lembaps tersebut berubah nama
menjadi Lembaga Penyakit Mulul dan Kuku (LPMK) pada 19389, PEIEJEEIL
tahun 1964, vaksin penvakit mulut dan kuku mulai diproduksi
sebanyak 58.300 dosis. LPMK kembali berganti nama menjadi Lembaga
Virologi Kehewanan (LVK) di bawah Direktorat Jenderal Peternakan
Kementerian Pertanian. Badan ini berfungsi scbagai laboratorium
rujukan regional untuk penelitian penyakit mulut dan kuku di
kawasan Asia Tenggara. Sejak tahun 1976, metode produksi diubah
menjadi metode kultur sel, vang memungkinkan peningkatan produksi
vaksin PME 20 kali lipat.

Pemerintah  memulai  kampanye vaksinasi massal untuk
memberantas penyakit mulur dan kuku pada tahun 1974, Provinsi Bali
dinyatekan bebas penyakit mulut dan kuku pada tahun 1978, diikuri
oleh Jawa Timur pada tahun 1981, Savangnva, wabah itu munecul
kembali pada tahun 1983 . Pada saat itu penyakit sapi menyerang
Blora Jawa Tengah dan menycbar ke berbagai daerah. Setelah itu,
pemerintah melakukan penandaan atau pembunuhan hewan vang
terinfeksi, pemantauan pergerakan hewan dan desinfeksi yang ketat
Program vaksinasi kemudian dilaksanakan lebih intensif secara rutin,
Akibatnya, tahun tersebut merupakan epidemi PMK terakhir di Jawa.
Setelah menjalankan wvaksinasi rutin vang berakhir pada 1985,
Indonesia dinvatakan bebas PMK. Hal tersebut diumumkan Mentan
dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian No.
260 /Kpts/TN.510/5/1986. Bebasnva Indonesia dari wabah PMK juga
diakui ASEAN pada tahun 1990. Hal ini menunjukkan Indonesia butuh
satu abad lebih untuk benar-benar keluar dari wabah PMK.

Amanat RPJMN dan Renstra Kementerian Pertanian

Agenda Pembangunan Nasional | (FN1} mengamanatkan untuk
memperkuat  ketahanan ekenomi  untuk pembangunan  vang
berkualitas dan berkeadilan, yang dilakukan melalui:

L. Pengelolaan sumber dava ekonomi yang mencakup pemenuhan
pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan
dan perikanan, sumber days air, sumber daya energi, serta
kehutanan: dan

2. Akseclerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan,
kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ckonomi kreatif
dan digital,

Berdasarkan PN 1 tersebut, terlihat jelas bahwa sekior pertanian,
dalam hal ini termasuk petemakan, sangat memegang peranan penting
dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Sektor Pertanian
perlu memastikan peningkatan ketersedinan, akses dan leualites
konsumsi pangan nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan
nasional. Selain itu, sektor pertanian juga perlu memastikan adanya
peningkatan nilai tambah pertanian dan produknya sehingga mamf.:u
berdaya saing dan meningkatkan ekspor nasicnal, sehingga dapat
berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional,
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Kementerian Pertanian diharapkan dapat berkontribusi terhadap
Program Prioritas 3 (PP 3) dan Program Prioritas 6 (PP 6) vang
merupakan penjabaran dari PN 1. PP 3 yang dimaksud adalah
peningkatan kctersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
scdangkan PP 6 vang dimaksud adalah peningkatan nilai tambah,
lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. dengan
sasaran dan indikator yvang terkait dengan Kementerian Pertanian,
khususnyva peternakan vang terkait dengan PMK, ditunjukkan pada
tabel berikut ini:

7. Konsumsi daging
(ke lokpdta f tahies) 13,2 14,6
&. Konsumsi protein
Peningkatan asal ternak (gram/ 10.9 11
A3 Ketersediaan, akses  kapita/ hari)
dan kualitas 16. Ketersediaan
konsumsi pangan protein hewani (juta 2.4 2.9
ton)
18. Produksi Dagin
(Juta Tan) B 5.8 49
Peningkatan nilai
tambah, lapan
di sektor riil, dan ~ [Crtanian (%) *
industrialisasi

Tabel 7. Sasaran dan indicator pembangunan nastonal terkait
Peternakan [sumber: Perpres 18 tahun 2020)

Sasaran dan indikator pembangunan nasional terkait dengan
aHhs:k:mr peternakan seperti dijabarkan pada table 7 diatas kemudian
dijabarkan menjadi indikator kinerja utama Kementerian Pertanian.
Indikator kinerja utama tersebut khususnya terkait sektor peternakan

dan berpotensi terdampak akibat adanya PMK dapat dijabark
table berikut ini; ' : : o
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Tabel 8. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian terkait
Peternakan (sumber: Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024) (1)

Pada tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa terdapat minimal 4 indikator
vang dapat terdampak dengan munculnya PMK di Indonesia. PMK
menyebabkan produksi ternak maupun produk asal ternak menurun
sccara  signifikan, schingga akan memberikan dampak terhadap
produksi sapi, kerbau, domba, kambing, habi beserta produknya. Hal
ini akan mengoreksi capaian indikator persentase wilayah vang
terkendali dari penyakit hewan menular strategis serta indikator
ketersediaan pangan strategis nasional. Menurunnya ketersediaan
pangan sirategis vang berasal dari sapi, kerbau, domba, kambing, babi
beserta produknya akan berdampak terhadap konsumsi dalam NEgeT
serta volume ekspor atas komeditas tersebut. Sehingga, berkurangnya
produksi yvang menyebabkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri
berkurang serta volume ekspor berkurang akan berdampak terhadap
kontribusi peternakan atas PDB nasional.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebaran
PMK vang berdampak terhadap sapi, kerbau, domba, kambing, babi
beserta produk turunannya akan dapat berpengaruh terhadap
perekonomian nasional maupun pemenuhan kebutuhan konsumsi
daging nasional, khususnya daging sapi, kerbau, domba, kambing,
babi beserta produk turunannya (susu),

Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang ingin didapat adalah menghasilkan dokumen peta
jalan (roadmap) pemberantasan PMK nasional tahun 2022-2035
sebagai program pemberantasan PMK resmi di Indonesia sebagai upava
dalam mewujudkan Indonesia sebagal negara bebas PMK, Adapun
manfaat yvang ingin didapat dari dihasilkannya dokumen peia jalan
[roadmap) pemberantasan PMK nasional ini adalah:

L. Dokumen ini dapat dijadikan acuan nasional dalam melaksanalaan
pemberantasan PMK sesuai persyaratan yvang ditetapkan WOAH

untuk dapat diakui sebagai negara bebas PMK [PCP-FMD dan
PVS).

2. Dokumen ini dapat menjadi Official Control Programms Foot and
Mouth Disease (OCP-FMD| vang diajukan ke WOAH sebagai
persyaratan penyelesaian tahap 2 PCP-FMD dan memasuki tahap
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3 PCP-FMD. Tahapan ini merupakan tahapan yang harus dilalui
suatu negara dalam memperoleh pengakuan WOAH sebagai
negara bebas PMK, baik dengan veksinasi (tahap 4) maupun tanpa
vaksinasi (tahap 5).

Dokumen ini dapat dijadikan acuan Kementerian Negara |
Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) |/ Pemerintah
Daerah (Pemda) atau K/L/D dalam mendukung pemberantasan
PMK sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dokumen ini dapat dijadikan acuan bagi stakeholder non

pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pemberantasan PMK
di lapangan,
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BARB I1
KONDISI PENYAKIT MULUT DAN KUKLI SAAT INI

kondisi PMK di Dunia

Terdapat 7 (tujuh) varietas PMK vang berbeda di dunia, vaitu varietas
0, A, C, Asia 1, BAT 1, SAT 2 dan SAT 3. Semua menimbulkan penyaleit
dan infeksi yang sama, tetapi kekebalan terhadap satu varietas tidak
memberikan kekebalan terhadap jenis varictas vang lain,

Pemetaan kondisi PMK global bertujuan untuk mengetahui kondisi
dan sebaran wabah di beberapa negara di dunia. Hingga saat ini,
ancaman wiabah PMK masih nyata. Lebhih dari 1 miliar petani keeil di
seluruh dunia bergantung pada ternak untuk mata pencaharian mereka;
namun, wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) menimbulkan kerugian
global tahunan wyang diperkirakan mencapai miliaran delar dan
menimbulkan risike penyvebaran penyakit yang berkelanjutan ke daerah
bebas. Pemetaan FMD terbagi menjadi 7 pool sebagai berikut:

Pool 1: Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Tengah
Pool 2: Asia Selatan

Pool 3: Eurasia Barat dan Timur Tengah

Pool 4: Afnika Timur

Pool 5: Afrika Tengah dan Afrika Barat

Pool 7: Amerika Selatan

Gambar 1]. Peta Sebaran PMK global
Sumber: Warld Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease (WRLFMD)

Gambar di atas merupakan sebaran PMK Global vang dimutakhirkan
September 2022. Dari 182 negara Anggota WOAH, status penyebaran
PMK dapat dipetakan sebagai berikut;

. Sebanyak 98 negara endemik dan belum berhasil bebas PMK (53,8%)
Sebanyak 67 negara bebas PMK tanpa vaksinasi {(36,8%)

Sebanyak 2 negara bebas PMK dengan vaksinasi (1,1%)

{3;1::;33}: 13 negara memiliki zona bebas dengan atau tanpa vaksinasi
Sebanyak 2 negara vang sebelumnya bebas PMK, kembali terjangki
wabah PMK pada tahun 2022, yaitu Kazakhstan dan Iﬂl[:ln::l-rhrray.1i::I:{rl.l'll'f:u]:c
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Pemetaan kondisi PMK global didetailkan melalui data vang dirangkum
aoleh FAO World Reference Laboratory for FMD (WRLFMD) berdasarkan
laporan setiap negara (deteksi dan varietas, Genotipe dan Pencocokan
Vaksin|. Menurut WRLFMD, terdapat beberapa benua dimana wabah
FMD tidak terjadi dalam 2 ([dua) tahun terakhir. Beberapa wilayah
tersebut meliputi: Amerika Utara (termasuk Amerika Tengah dan
Kepulauan Karibia), Benua Amerika BSelatan., Antartika dan Benus
Australia. Di Benua Eropa sendiri, wabah FMD hanya terjadi di negara
Rusia pada rentang periode Desember 2021 - Januari 2022 dengan jenis
varictas Of/ME-5A/Ind-2 00le. Wabah FMD banvak terjadi di Benua
Afrika dan Benua Asia.

1. PMK di Afrika

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK] endemik di Kawasan Afrika
merupakan salah satu penyvakit ternak paling menular vang
membawa Kerugian ekonomi yang bergantung pada ekspor ternak
sebagal pendapatan, Kerugian disebabkan karena penolakan negara
rujuan ekspor dengan kekhawatiran penyebaran PMK. Sebagai
contoh, Botswana (Pool 6) telah menangguhkan ekspor daging sapi
setelah adanya dugaan PMK (Reuters). Bersama dengan Afrika
Sclatan dan Namibia, Botswana merupakan salah satu eksportir
daging sapi ke Uni Eropa. Selain itu, Botswana juga mengekspor
daging sapi dan sapi hidup ke Zambia, Zimbabwe, Namibia dan
Afrika Selatan. Negara lain seperti Namibia juga melakukan ekspor
hewan hidup dan daging sapi ke negara Afrika Selatan sebagai
importir terbesarnya, selain ekspor ke Angola (berbatasan langsung
dengan Namibia) dan Norwegia, hal tersebut dapat berpotensi untuk
memperiuas wabah PMK ke wilayah tujuan ekspor vang berada di
benua Afrika maupun benua Eropa.

LITTE ) L.

Gambar 12, Peta Sebaran FMD di Benua Afrika
Berdasarkan Tahun dan Varietas
Sumber: World Reference Laboratary for Foot-and-Mouth Disease
(WRLEMD)
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(GGambar di atas merupakan sebaran wabah FMD yang terjadi pada
19 negara di Benua Afrika. Berdasarkan informasi tersebut, terdapat
3 (tiga) jenis negara berdasarkan wabah PMK, meliputi:

1. Mengalami wabah PMK di tahun 2021 dan tahun 2022 {warna
merah)

2.  Mengalami wabah PMK di tahun 2022 (kuning), dan

3. Mengalami wabah PMK di tahun 2021 (hijau).

Berdasarkan data di atas, mayoritas negara di Afrika mengalami
wabah PMK di tahun 2022 (tanda kuning) dengan persentase sebesar
58%. berikutnva adalah jenis 3 (tiga) dimana PMK hanva terjadi di
tahun 2021 dan tidak terjadi lagi di tahun 2022 dengan persentase
sebesar 32%. Sisanva sebesar 11% masuk ke dalam jenis pertama
imerah) dimana wabah PMK terjadi berturut-turut pada tahun 2021
dan tahun 2022,

PMK di Asia

Gambar 13. Peta Sebaran FMD di Benua Asia
Berdasarkan Takun dan Varietas
Sumber: World Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease
(WRLFMD)

Berdasarkan gambar diatas, beberapa negara di Asia (diluar Asia
Tenggara) masih melaporkan adanya kejadian PMK. Setidaknya,
terdapat 6 (enam) negara yang masih melaporkan terjadinya PMK
sebagal berikut:

. Tiongkok: 23 Mei 2022, wabah tunggal dilaporkan pada babi di
rumah jagal di Distrik Changzhou, Daerah Otonemi Guangxi
Zhuang. Tidak ada genotipe vang dilaporkan,

b. Iran: 153 wabah dilaporkan pada kuartal ini dengan strain yang
beredar adalah O/PanAsia-2657-10 dan A/lran-05FAR-11_ Aletivitas
surveilans pasif dan berbasis risiko sedang dilaksanakan. Lebih
dari 10,5 juta hewan telah divaksinasi menggunakan vaksin
trivalen (0, A & Asia-1) dan pemantavan pasca-vaksinasi telah
diselesaikan.
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c. Mongolia: Telah terjadi wabah O/ME-5A/Ind-2001le vang
berlangsung sejak Agustus 2021. Per 13 April 2022, karantina
diberlakukan di 145 lokasi vang tersebar di 15 provinsi.

d. [sracl; antara bulan April dan Juni 2022, 51 wabah PMK Tipe O
dilaporkan pada sapi, domba, kamhing dan babi di banvak
lokasi di seluruh negeri. Pada 12 Mei 2022, sepuluh sampel
diterima dari Dokter Hewan Kimron. Sembilan sampel
diidentifikas! sebagai FMD tipe O, sementara satu genom FMDV
terdeteksi. Genotipe mengungkapkan bahwa kesembilan itu
milik sublineage O/ ME-SA/PanAsia-2ANT 12,

¢. Palestina: pada bulan April dan Mei 2022, dua wabah PMK tipe
O dilaporkan pada domba di Dura dan sapi di Qilgis, keduanya
terletak di Hebron di Tepi Barat. Sebanyak 12 sampel diterima
pada 12 Mei 2022, Semuanya adalah PMK tipe O. Genortipe
mengungkaplkan bahwa delapan virus (dari Tepi Barat] milik
sublineage O/ME-SA/PanAsia-2AN-10 sedangkan empat (dari
Jalur Gaza) milik wpotipe EA-3.

f.  Uni Emirat Arab: Pada Mei 2022, 15 sampel (2 ekor kijang arab
dan 13 dari sapi, domba dan kambing) diterima. Genotipe dari
virus kijang berasal dari O/ME-SA/PanAsia-248T10, Sementara
virus vang tersisa memiliki garis keturunan yvang relatif baru
yvaitu O/ME-BA/B5A-2018, scbelumnya ditemukan di India
[2018) dan Sri Lanka (2019).

Kondisi PMK di Asia Tenggara

Distribusi PMK secara global selanjutnva adalah wilayah Asia

Tenggara. Wilayah Asia Tenggara baru-baru ini mengalami serangan PMK
baru dari negara-negara Asia Selatan (Bangladesh, Nepal dan India) vang
termasuk garis keturunan O/ME-SA/Ind-2001e yang sekarang dominan.
WOAH melaporkan wabah di wilavah Kamboja pada awal 2021 dan
Februari 2022, Berikut lebih rinei mengenai negara di wilavah Asia
Tenggara yang melaporkan wabah PMK pada tahun 2022,

1.

Indonesia: Wabah PMK Tipe O dilaporkan pertama kali pada bulan
Mei 2022 di pulau Sumatera dan beberapa Provinsi di pulau Jawa,
Pada bulan Mei dan Juni 2022 wabah terjadi di banvak daerah.
Berdasarkan hasil identifikasi, genotip menunjukkan virus vang
menyebar termasuk kedalam sub garis keturunan 0O/ME-SA/Ind-
2001e. Lebih rinci mengenai penyebaran PMK di Indonesia, akan
dibahas lebih rinci pada subbab selanjutnya.

Malaysia: pada 11 juni 2022, sebanyak 14 sekuens PMK tipe O VPI
diterima dari Malaysian National FMD Laboratory (MNFMDL). Sampel
diperoleh dari kerbau, sapi dan kambing di berbagai lokasi dengan
rentang waktu Januari 2021 dan Maret 2022, Genotipe vang
teridentifikasi adalah O/ME-8A/Ind-2001e.

Thailand: pada 10 Mei 2022, sebanvak 20 sekuens FMDV VP1
diterima dari Thailand Regional Reference Laboratory (TRRL| di
Pakchong, Sampel sekuens dikumpulkan dari sapl di tujuh provinsi
[Chiang Mai, Chiang Rai, Krabi, Lamphun, Lopburi, Nakhon
Ratchasima dan Nakhon Si Thammarat) antara Januari dan
November 2021. Geotipe menunjukkan, 8 PMK termasuk tipe O ME -
3A/Ind-2001e dan 12 PMK termasuk tipe A ASIA/ Sea-97
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Kondisi PMEK di Indanesia

Indonesia dinyatakan bebas PMRK pada tghun 1986 dan diakui World
Organiation for Animal Health (WOAH) sebagal negara bebas PMK tanpa
vaksinasi pada tahun 1990, Indonesia kembali melaporkan kasus PMK
atau Foot and Mouth Disease (FMD). Kasus pertama kali dilaporkan
terjadi i Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada akhir bulan April 2022
dan kasus-kasus susulan dilaporkan terjadi di kabupaten lain seperti
Kabupaten Lamongan dan Mojokerto pada awal Mei 2022. Berikut lini
masd kejadian awal kasus PMK di Indonesia.

Gambar 14. Lint masa kejadian awal kasus PMK di Indonesia

Berdasarkan gambar diatas, wabah PMK diduga pertama kali terjadi
pada 27 April 2022 dan dilaporkan pada 28 Aprii 2022. PMK
teridentifikasi pada 402 sapi potong vang tersebar di 5 (lima) keeamatan
dan 22 desa di Kabupaten Gresik vang termasuk di wilavah utara dan
barat Surabaya. Kasus kedua dilaporkan pada 1 Mei 2022 di Rabupaten
Lamongan Barat vang menginfeksi 102 sapi potong di 3 kecamatan dan 6
desa. Selain itu, terjadi infeksi pada 695 sapi potong, sapi perah dan
kerbau di 11 Kecamatan dan 14 Desa di Kabupaten Sidoarjo,

Pada tanggal 3 Mei 2022, PMK dilaporkan menyerang 148 ekor sapi
potong tersebar di 9 kecamatan dan 19 desa. Terhitung scjak 5 Mei 2022,
PMRK telah menyerang 1.247 sapi potong di Gresik, Lamongan, Sidoarjo,
dan Mojokerto. Konfirmasi positif PMK dilakukan oleh Pusat Veterinaria
Farma Surabaya. Pada 6 Mei 2022, kasus PMK juga ditemukan pada sapi
di Kabupaten Aceh Tamiang. Merebaknya PMK bertepatan dengan
momentum ldul Adha dimana pergerakan hewan kurban scperti sapi,
kerbau, kambing dan domba sangat tinggi. Selain itu, pergerakan
masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan antar kota diduga
menjadi salah saty faktor vang mendorong peningkatan penyebaran
wabah PMK. Dugaan lain vang menjadi faktor penvebaran wabah PMK
adalah pemasukan hewan ternak secara illegal. Pusat Velerinaria Farma
Surabaya melakukan pengambilan sampel vang berlokasi di Jawa Timur.
Haaij. pengujian menyatakan bahwa PMK vang mewabah merupakan
sérotipe O dan topotype ME-S8AL; Lineage Ind-2001 dan Sublineage e
(C/ME-SA/Ind-2001e).

Pada tanggal 9 Mei 2022, Kementerian Pertanian mengeluarkan dua
surat edaran tentang penetapan daerah wabah PMK. Pertama, Surat
Keputusan Menteri Pertanian No. 403 Tahun 2022 tentang Penetapan
Daerah Wabah Penyvakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) Pada
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Beberapa Kabupaten di Provinst Jawa Timur. kedua, Surat Keputusan
Menteri Pertanian No.404 Tahun 2022 tentang Penctapan Daerah Wabah
Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) di Kabupaten Aceh
Tamiang Provinsi Aceh.

Perkembangan Wabah PMK di Indonesia

Kondisi wabah PMK di Indonesia dapat dikatakan sudah melewati
masa puncak penularan. Data perkembangan PMK diambil sejak April
2022 hingga November 2022, Data perkembangan PMK dapat dilihat pada
grafik berikut;

Pergerakan Kasus PMK Haran [NASIONAL] - Data Sakit
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Gambar 15. Data perkembangan PMK di Indonesia

Berdasarkan gambar di atas, pergerakan PMK  di  Indonesia
mengalami peningkatan terhitung scjak pertama kali dilaporkan pada
bulan April 2022. Peningkatan terus berlanjut dan mencapai puncaknva
pada 26 Juni 2022 dengan total ternak vang sakit scbanvak 13.559 eker.
Momen puncak tersebut berjarak 14 hari dengan hari rava Idul Adha
yang jatsh pada tanggal 10 Juli 2022, Setelah hari raya Idul Adha,
jumlah ternak yang sakit kembali mengalami peningkatan sebesar
244,4% dari 1.712 (10 Juli 2022) menjadi 5.896 (11 Juli 2022).
Peningkatan kembali terjadi sehari setelahnya sebesar 15,4% menjadi
0.806 c¢kor ternak yang sakit pada tanggal 12 Juli 2022 Terhitung
semenjak 28 Agustus 2022 hingga 13 November 2022, kasus harian PMK
mulai menunjukkan grafik vang landau. Berdasarkan grafik terakhir ini,
kasus puncak PMK telah dilewati dan Indonesia sudah mulai memasuki
masa endemi, selama tidak muncul puncak PMK baru dengan strain virus
vang barua,

Berdasarkan Informasi Penanggulangan dan Tindakan Pencegahan
Wabah PMK  yang dirilis oleh Kementerian Pertanian, berikut
perbandingan jumiah hewan ternak yang terkena wabah PMK. jumlah
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hewan ternak yang sembuh dari PMK dan jumlah hewan ternak yang mati
karena PMK.
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Gambar 16. Wabah PMK berdasarkan komoditas
fCatatan: pemutakhiran data per 8 November, pukul 00:06 WIB)

Berdasarkan data di atas, hewan ternak sapi potong merupakan
hewan vang paling terdampak, disusul oleh sapi perah. Hewan ternak
domba dan babi merupakan hewan ternak vang paling sedikit terkena
wabah PMK. Jika dihitung rasio kesembuhan hewan ternak maka ternak
babi menempati urutan pertama dengan rasio 91% sementara domba
yang terendah scbesar 70%. Sapi potong merupakan hewan ternak
dengan rasio kematian terbesar mencapai 5,64% sementara kerbau
terendah dengan rasio 1,09%. Lebth rinci mengenai sebaran hewan
terpapar PMK dapat dilihat pada gambar berikut:
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Cambar 17. Sebaran hewan terpapar PMK di indonesia

Berdasarkan gambar di atas, selurub provinsi di pulau Jawa, Pulau
Bali, dan Kalimantan, terpapar PMK. Terdapat sebagian provinsi di
Sulawesi terdampak PMK. Mayoritas wilavah di Indonesia Bagian Timur
meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua
Baral dan Papua hingga saat ini masih terbebas dari PMK. Sebaran
ternak lerpapar banyak terjadi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Hal
tersebut berbanding lurus dengan populasi penduduk di dua pulau
tersebut.
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Dampak PMK bagi ternak

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan penyakit berbahaya dan
sangal menular yang disebabkan olch virus yvang menyerang hewan
ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, domba, babi, rusa dan hewan
berkuku terbelah lainnya. Virus penyebab PMK tersebut bersifat airbone
dan mampu bertahan lama di lingkungan. Virus ini mampu menvebar
cepat melalui angin dengan jangkauan mencapai 10 kilometer. Virus ini
tidak bersifat zoonosis, artinva penularannva hanya terjadi pada hewan
dan tidak ditularkan pada manusia, Hal ini berarti bahwa daging dan
susu dari ternak vang terjangkit tetap aman dikonsumsi dengan svarat
harus melalui pengolahan yang sempurna.

Hewan ternak vang terjangkit virus PMK ditandai dengan kehilangan
nafsu makan, ditemukan lepuh yang berisi cairan atau adanya luka vang
terdapat pada lidah, gusi, hidung, dan teracakjkuku, muhuinva
mengeluarkan air liur yang berlebihan, dan hewsan tidak mampu
berdiri/ berjalan (pincang).

1. Dampak Ekonomi

Penvakit Mulut dan Kuku (PMK) memiliki dampak yang sangat
signifikan bagi perekonomian, khususnva perekonomian para
peternak. Para peternak mengalami penurunan pendapatan vang
sangat signifikan, bahkan merugi akibat terdampak wabah PMEK.
Berdasarkan wawancara lapangan terhadap peternak, produksi susu
dan sapi perah mengalami penurunan vang sangat signifikan, yaitu
mencapai 40-70% disamping banyak ternak yang mati secara
mendadak.  Khusus  petermak  sapi potong  (penggemukan),
pertumbuhan dari sapi yvang dipelihara mengalami gangguan
sehingga produksi dari daging sapi juga mengalami penurunan
secara drastis. Hewan ternak wvang terjangkit juga wmengalami
gangguan reproduksi, sehingga banvak ternak yang mengalami
keguguran, sulit menghasilkan keturunan, dan anakan yang sempat
dilahirkan mati secara mendadak. Dampak PMK terhadap ternak
yang akan berdampak terhadap ekonomi dapar dilihat pada gambar
berikut ini;
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Gambar 18. Dampak PMK bagi Sapi, Kerbau, Domba,
Kambing dan Babi di Indonesia
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Berdasarkan data dari cnisis center PMK, dapat dilihat bahwa hingga
13 November 2021, ternak sapi potong terdampak PMK sebanvak
469.132 ekor sakit dan 413.779 ekor sudah sembuh dari PMK dan
menyisakan 44,116 ekor vang masih belum sembuh. Scbanvak 5.865
ekor sapi potong dipotong bersyarat dan 5.394 ekor ternak sapi
potong mat akibat PMK, Jika dihitung berdasarkan sapi potong vang
mati, maka dengan asumsi harga per ekor sapi potong adalah Rp.
14.800.000/ekor, hingga saat ini peternak sapi potong telah
mengalami kerugian sebesar Rp. 79.831.200.000. Sedangkan untuk
sapl potong yang dipotong bersyarat, hasil wawancara dari peternak
menyatakan bahwa peternak mengalami kerugian karena haras
menjual murah dengan harga kurang lebih Rp. 2.500.000 per ekor.
Jika dihitung dengan asumsi harga vang sama (Rp.
14.800.000/ekor], maka kerugian peternak akibat potong bersyarat
adalah sebesar Rp. 72.139.500.000. Perhitungan ini merupakan
perhitungan kasar berdasarkan  harga perkiraan, dimana
perhitungan analisis dampak PMK terhadap ekonomi Indonesia
masih terus dilakukan hingga saat ini, termasuk dampak terhadap
PDB nasional,

Dampak PMK yang cukup signifikan juga terjadi pada komoditas sapi
perah, dimana jumlah sapi perah vang sakit karcna PMK tercatat
schesar 73,164 ekor dan sembuh dari PMK sebanyak 59.157 ekor.
Sapi perah vang mati akibat PMK tercatat sebanyak 4.129 ekor dan
sapi perah vang dilakukan potong bersvarat sebanvak 6.706.
Kerugian sapi perah perlu dihitung lebih  lanjut  dengan
memperumbangkan potensi kerugian (potential lost] susu yang
dihasilkan sapi perah selama masa produktifnya, baik sapi vang
mati, potong bersyarat maupun sapi yang sakit dan sembuh [pernah
terkena PMK]. Menurut peternak dan asosiasi peternakan dan
Kesehatan hewan, produksi sapl perah vang terkena PMK ridak akan
bisa Kembali normal seperti sediakala, Untuk itu, maka perlu
dilakukan perhitungan tersendiri atas potensi kerugian vang
mungkin terjadi.

Namun perkiraan angka kerugian total yang harus ditanggung
negara jika wabah PMK dibiarkan, telah dilakukan oleh Ahman
Firman, Iman Trisman dan Rino Hadiwijaya Puradireja dalam
penchtian yang berjudul “Dampak Ekonomi Akibat Outbreak
Penyakit Mulut dan Kuku Pada Ternak Sapi dan Kerbau di
Indonesia®. Penelitian ini diterbitkan pada Jurnal Pemikiran
Masyarakat [lmiash Berwawasan Agribisnis yang diterbitkan bulan
Juli tahun 2022. Hasil Penelitian ini menyebutkan bahwa potensi
kerugian ekonomi vang akan dialami Indonesia akibar PMK (jika
wabah terus terjadi) adalah sebesar Rp. 38,67 Triliun per tahun,
terdiri dari kerugian secara langsung sehesar Rp. 2.786.510.000.000
per tahun dan kerugian secara tidak langsung sebesar Rp.
29.768.610.000.000 per tahun.

Sedangkan untuk termak  kerbau, kambing, domba dan babi
berdasarkan data dari crisis center PMK (I, terlihat dampak vang
belum terlalu signifikan, khususnya terhadap angka kematian
ternak, dimana kerbau mati akibat PMK tercatat sebanvak 280 ekor,
kambing sebanyak 108 ekor, domba sebanvak 106 ekor dan babi
sebanyak 3 ekor. Namun angka ternak sakit akibat PMK cukup
banyak untuk beberapa ternak, dimana kerbay sakit akibat PMK
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tercatat sebanvak 25785 ekor, kambing sebanvak 4.455 ekor,
domba scbanvak 2.499 ckor dan babi sebanyvak 88 ckor, Simulasi
perhitungan dampak ekonomi akibat PMK terhadap ternak kerbau,
kambing, domba dan babi saat ini juga tengah dilakukan dengan
memperhitungkan komoditas ternak beserta produknya.

Dampak ekonomi lainnya dari wabah PMK adalah kesulitan dalam
menjual produk hasil peternakan seperti susu dan daging, baik
untuk pasar lokal maupun untuk pasar internasional. Kebijakan
pembatasan pergerakan ternak dan penutupan sejumlah pasar
[daging) saat terjadi wabah PMK berdampak pada perekonomian
peternak. Peternak vang hewan ternaknyva tdak terjangkit virus PMK
tidak dapat menginmkan produk hasil ternaknya kepada konsumen.
Disamping itu, wabah PMK yvang sedang berlangsung di Indonesia
juga menutup akses pasar internasional (ekspor). Negara tujuan
ekspor tidak bersedia menerima produk hasil ternak vang berasal
dar Indonesia karena khawatir akan penularan virus dari Indonesia.
Beberapa kasus gagal ekspor mermumpa peternak, khususnya vang
sudah mendapatkan akses pembiayaan untuk melakukan ekspor.
Kerugian harus diderita peternak akibat kebijakan nehara tujuan
ekspor yang tidak mau menerima ternak asal Indonesia vang tengah
dilanda wabah PMK.

Wabah PMK juga berdampak pada kebutuhan anggaran, khususnyva
dalam menangani kondisi darurat PMK yang terjadi semenjak bulan
April  tahun 2022, Upayva penanggulangan wabah PMK
membutuhkan anggaran vang ridak sedikit agar PMK dapat kembali
terkendali. Pemerintah membutuhkan anggaran untuk pembentukan
dan operasional tim gugus tuges di tngkat nasional, provinsi dan
kabupaten, penyediaan dan distribusi bantuan logistik berupa obat-
obatan dan sarana kepada peternak terdampak, penambahan jumlah
dan melakukan pelatihan kepada SDM Kesehatan hewan/ paramedis,
pelaksanaan program pembatasan wilayvah dan vaksinasi, bantuan
berupa kompensasi kepada peternak terdampak, serta anggaran
untuk melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE| kepada
peternak dan stakeholder lainnya.

Dampak Psikologis, Sosial dan Budava

Wabah PMK tidak hanya memiliki dampak ekonomis, tetapi juga
memiliki psikologis, sosial dan budaya. Kematian mendadak pada
ternak dan penurunan pendapatan secara drastis menyebabkan
banyak peternak yvang mengalami ganggunan keschatan mental
berupa tekanan/stres dan kesulitan untuk tidur, terutama bagi
peternak yang sumber pendapatan utamanva dari hasil usaha
peternakan. Bahkan pada awal Juli tahun 2022, seorang peternak
asal Sumedang melakukan bunuh diri akibat ternaknya terlkena PMK
(https: / /jabar tribunnews.com /2022 /07 10/ gara-pgara-sapi-

miliknya-terinfeksi-pmk-kakek-di-sumedang nekat-akhiri- hidu
dengan-cara-beginil. Hal ini menunjukkan beratnya tekanan

psikologis vang diderita peternak pasca wabah PMK terjadi di
Indonesia.

Wabah PMK juga berdampak sosial berupa penurunan tingkat
kesejahteraan para peternak. Penurunan pendapatan yang signifikan
berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan peternak. Hal inj
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mengakibatkan para peternak kesulitan  dalam  memenuhi
kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak. Hal ini
menimbulkan konflik horizontal, baik di internal rumah tangga
peternak maupun kehidupan sosial peternak dengan tetangga atau
kerabat. Beberapa peternak menjadi sensitiil dan mudah marah,
bahkan ada vang sampai berakhir pada perceraian.

Dampak sosial lainnya adalah peningkatan jumlah pengangguran
pada subsektor peternakan. Penurunan jumlah populasi dan
produktivitas ternak memaksa peternak untuk mengurangi biava
produksi. Salah satu langkah vang diambil adalah dengan
melakukan pengurangan jumlah karvawan, dan bahkan ada
sejumlah peternak vang beralih profesi sebagai pekerja lepas karena
seluruh ternaknya mati/dipotong paksa akibat terjangkit PMK. Hal
ini mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran pada
subscktor peternakan. Penurunan populasi dan produktivitas ternak
juga berdampak pada penurunan ketersediaan produk asal ternak,
dimana hal ini tentunya akan berdampak pada ketersediaan pangan
nasional dan masvarakat akan kesulitan dalam memenuhi
kebutuhan protein hewani.

Dampak lain dari wabah PMK berupa dampak budava/agama.
Berdasarkan hasil wawancara dengan peternak, maka diketahui
bahwa beberapa upacara kebudayaan/adat vang diselenggarakan di
Indonesia mensyaratkan akan adanya hewan ternak, seperti upacara
pemakaman adat rambu solo' di toraja yang menggunakan hewan
kerbau, upacara rebah di NTT yang menggunakan hewan ternak
sapi/kerbau, upacara adat kenvau oleh suku Davak Tanjung di
Kalimantan yang menggunakan hewan sapi, dan upacara adat
lainnya di Indonesia. Disamping berdampak terhadap budaya, bawah
PMK juga memiliki dampak terhadap upacara keagamaan, seperti
penyembelihan hewan qurban pada hari raya idul adha. Munculnya
wabah PMK di Indonesia bertepatan dengan momen Idul Adha
berdampak pada kekhawatiran masyvarakat untuk mengonsumsi
daging ternak yang disembelih. Perdebatan tentang haram atau
halalnya daging kurban dari ternak terkena PMK untuk dimakan
terjadi menjelang penyembelihan hewan Qurban. Disamping itu,
program pembatasan pergerakan hewan juga menghambat distribusi
hewan ternak ke luar wilayah sehingga masyvarakat kesulitan untuk
mendapatkan hewan qurban.

Upaya penanggulangan PMK vang Telah Dilakukan

Berdasararkan dampak vang ditimbulkan oleh wabah PMK sepert
vang telah dipaparkan sebelumnvs, pemerintah berupava keras untuk
menanggulangi wabah tersebut dan berupaya mengendalikan PMEK
selama wabah terjadi. Pemerintah Indonesia secara maksimal berupava
menekan penyebaran penyvakit mulut dan kuku [PMK) melalui berbagai
kegiatan strategis lintas K/L/D., Pemerintah menerapkan enam langkah
utama sebagai strategi kebijakan multilevel ditengah wabah PMK, dengan
tujuan untuk membatasi penyebaran wabah dan melindungi perbatasan
antar kota dalam negeri maupun antar negara, sepert ditunjukkan pada
gambar berikut ini;
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Gambar 19, Strulegi penanganan PMK Pemerintah
Adapun enam strategl vang digunakan vaitu;

Perlama dengan penerapan biosecurily yang ketat yaitu
mencempatkan Gugus Tugas dan Posko di tingkat Nasional, Provinsi
dan Kabupaten ; Kota. Strategi ini merupakan upaya pertahanan
pertama dalam penanganan PME. Pelaksanaan strategi ini
melibatkan satuan Crisis Center Nasional vang bekerja sama dengan
BNPB, TNI, dan Polri.

Kedua adalah distribusi bantuan logistik dengan tujuan pengobatan
bagi hewan ternak yang telah terinfeksi PMK. Pemulihan dilakukan
menggunakan obat-obatan dan vitamin untuk mengobati gejala
klinis vang muncul, serta meningkatkan kekebalan dan stamina
ternak. Distribusi logistik dilakukan oleh PPL dan perugas pertanian
lainnya kemudian diterima secara langsung oleh Satgas PMK di
wilayah binaan atau Kepala Desa setempat. Selanjutnys oleh
pemerintah desa setempat, logistik tersebut skan dibagikan kepada
anggota subak/kelompok tani khususnva vang memelihara ternak.
Kegiatan pendistribusian logistik PMK tersebut diapresiasi positif
oleh pemerintah desa binaan setempat karena dipandang perlu
sebagal langkah awal unmuk mencegah penycbaran PME. Pada
kesempatan ini pula, petugas pertanian juga memberikan KIE
mengenal upayva pencegahan PMK, penanganan pada hewan ternak
vang terjangkit PMK, cara penyemprotan desinfektan vang tepat,
dosis penggunaan desinfektan dan ecoenzyme.

Ketiga, Pelatihan SDM vaksinator dan pengobatan menjadi langkah
selanjutnya dari strategi penanganan PMK. Balai Besar Pelatihan
Peternakan (BBPP) bekerja sama dengan Dinas Peternakan serta
[katan Dokter Hewan Seluruh Indonesia (IDH31) melaksanakan
Pelatihan Manajemen Vaksinasi Penvakit Mulut dan Kuku [(PMEK).
Langkah ini merupakan bagian dari upava Kementerian Pertanian

memaksimalkan peran Vaksinator untuk memasifkan vaksinasi
PME.

Keempsat adalah pembatasan lalu lintas pada wilayah terdampak.
Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku [(PMK) melakukan
penambahan pasal dalam Surat Edaran (SE) Satpas PME Nomor 3
Tahun 2022, Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa laly
lintas hewan ternak dan produknya aman dari PMK dan menjamin
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kepastian hukum bagi pelaku usaha ternak dan produk turunannya.
Satuan Tugas [Satgas| Penanganan PMK berupaya untuk meneckan
penvebaran PMK antar daerah dengan mengatur lalu lintas hewan
dan produk hewan, baik itu lintas pulau, lintas provinsi maupun
kab/kota. Kebijakan dilakukan tidak hanya untuk pengendalian lalu
lintas hewan beserta produknyva tetapi juga penanganan hewan
terpapar dan berpotensi terpapar. Satgas menambahkan penjabaran
produk-produk ternak yvang kini diatur, pintu masuk lalu lintas dan
pengawasannya, scrta proscdur cara penanganan hewan lerpapar
PMK sesuai zonasi warna.

kelima adalah dengan melakukan vaksinasi terhadap hewan, Upava
ini untuk pencegahan  melalui sistem  kekebalan hewan,
diprioritaskan untuk ternak sehat dalam zona merah dan zona
kuning. Pada wilayah zona hijau, diberlakukan strategi biosecurity
agar kawasan tersebut bisa terus bebas PMK tanpa vaksinasi.
Pemerintah terus melakukan berbagal upava untuk menekan
peningkatan dan mencegah meluasnya Penyakit Mulut dan Kukn
(PMEK) pada hewan ternak yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satu
upaya yang dilakukan adalah dengan sccepatnva melakukan
pengadaan dan distribusi vaksin PMK dalam jumlah besar untuk
vaksinasi hewan ternak. Vaksinasi PMK perdana telah dilakukan
pada 14 Juni lalu di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Selanjutnya
akan didorong vaksinasi dasar sebanyak dua kali dengan interval
satu bulan scrta vaksinasi penguat (booster] sctiap enam bulan,
Pelaksanaan program vaksinasi tersebut akan dilakukan oleh sekitar
1.872 tenaga medis dan 4.421 paramedis. Hingga 13 November 2022,
data crisis center Kementerian Pertanian mencatat total 5.728.256
dosis vaksin dengan komposisi 4.623.204 dosis vaksin untuk ternak
sapl potong, 257.750 dosis vaksin untuk ternak sapi perah, 101.753
dosis vaksin untuk ternak kerbau, 326,145 dosis vaksin untuk
ternak kambing, 115.530 dosis vaksin untuk ternak domba serta
303.865 dosis vaksin untuk ternak babi. Hingga saat ini upaya
vaksinasi masih ferus dilanjutkan dalam mewujudkan kekebalan
kelompok (herd tmmunity) ternak.

Keenam yvaitu melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
tentang PMK. Semakin meluasnya penyebaran penvakit PMK seperti
saat ini maka dibutuhkan aksi nyata yaitu dengan pencegahan dan
penanggulangan penvakit PMK, salah satunva dengan menerapkan
biosecurity kandang dan KIE. Tujuannya untuk mencegah meluasnya
penyebaran PMK di daerah-daerah yang angka kasusnya masih
sedikit atau belum terpapar PMK, serta sosialisasi SOP penanganan
PMK bagi daerah yvang sudah terdapatl banyvak kasus PMk.
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BAB 11
BENCHMARKING DAN BEST PRACTICES PENANGGULANGAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU

Pemberantasan PMK di Beberapa Negara

Pemberantasan PMK di suatu negars pada dasarnya memiliki prinsip
pengendalian vang sama, walaupun beberapa kondisi tertentu, seperti
demogral dan geografi, dapat menyvebabkan perbedaan perlakuan dalam
pemberantasan PMK di negara tersebut. Namun beberapa pelajaran
penting dapat diambil dari negara lain sebagai best practices
pemberantasan PMK yang pernah dilakukan. Pengalaman beberapa
negara dalam mengendalikan PMK dijabarkan dalam sub bab berileur ini;

1. Australia

a. Kondisi Umum PMK

Australia merupakan salah satu negara vang sukses dalam
penanggulangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Wabah
PMK pertama kali muncul di Australia pada tahun 1801,
kemudian muncul lagi pada wmhun 1804, 1871, dan terakhir
pada tahun 1872, Wabah terakhir terjadi pade wilayah Victoria
vang dibawa oleh banteng vang diumpor dar Inggris. Wabah
tersebut terjadi pada dua peternakan vang ada di wilayah
Victoria dan berhasil dihilangkan di tahun yang sama. Dengan
demikian, sejak tahun 1872 hingga saat ini Australia
dinyatakan oleh World Organisation for Animal Health (WOAH)
sebagal negara vang bebas dari PMK.

b. Dampak PMK

Australia merupakan salah satu negara terbesar dalam
menghasilkan daging den pada tahun 2020 Australia
menghasilkan $4 Miliar dari ckspor daging sapi beku dan
menjadikannya negara pengekspor daging sapi beku terbesar
ke-2 setelah USA. Munculnva wabah PMK tentunva akan
memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi Australia,
baik pada individu peternak, industri peternakan, bahkan pada
industri pendukung. Dampak langsung yang akan dihadapi oleh
industri peternakan Australia adalah tertutupnva akses
lerhadap pasar internasional (ekspor] dan gangguan terhadap
produksi. Disamping itu, UMKM di desa dan daerah vang
menggantungkan diri pada industri peternakan ini pun juga
akan terdampak. Wabah PMK juga secara tidak langsung akan
mempengaruhi industri pariwisata akibat persepsi negatif dari
wisatawan dan perekonomian pedesaan vang cenderung
menurun,

Secara keseluruhan, berdasarkan analisis vang dilakukan
oleh Productivity Commission pada tahun 2002, estmasi
kerugian negara mencapai US2-3 miliar (DGP) jika terjadi wabah
PME dalam waktu yang singkat, dan jika terjadi dalam 12 bulan
estimasi kerugian dapat meningkat menjadi $8-13 miliar.
Menurut hasil analisis the Australian Bureau of Agricultural and
Resource Economics and Sciences (ABARES) pada tahun 2010,
kerugian ekonomi yang dialami pada schtor peternakan dan
pengolahan daging jika terjadi endemi wabah PMK selama 3
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bulan akan mencapai 37.1 miliar dan jika terjadi hingga 12
bulan akan mencapai $16 miliar.

Dampak langsung lain dari munculnva wabah PMK bagi
Australia adalah penyusutan aktivitas ckonomi, khususnya di
bidang peternakan, penggembalasn, dan industri pengolahan
daging vang mengakibatkan sekitar 0,5% kehilangan pekerjaan
pada tabun pertama terjadinva endemi  [Productivity
Commission 2002).

Selain memmbulkan dampak secara ekonomi, endemi PMK
Juga berdampak pada kondisi sosial. Pada tingkat individu dan
keluarga, dampak sosial yang mungkin  terjadi adalah
ketegangan hubungan keluarga dan gangguan mental vang
berat. Dampak pada tingkat masyarakat dapat berupa
terganggunya  kegiatan normal pada  masvarakat  ketika
terjadinya  karantina dan pembatasan pergerakan vang
mengakibatkan perubahan terhadap hubungan antar individu.

Dampak lain di bidang sosio-ekonomi ditimbulkan oleh
adanya endemi PMK adalah munculnya perdebatan di
masyarakat terkait penyvembelhan dalam jumlah vang besar
terhadap hewan ternak/hewan liar yang dalam kondisi sehat.
Hal tersebut bertentangan dengan etika dan nilai-nilai vang
divakini oleh masyarakal. Dampak sosio-ckonomi lainnya
adalah adanya kesalahpahaman konsumen terkait keamanan
dari produk yvang dihasilkan dari hewan vang telah diberi
vaksin. Dampak lainnva adalah kekhawatiran terhadap dampak
lingkungan dari penguburan dan/atau pembakaran banpkai
dan produk hewan, Dampak sosio-ckonomi lainnya vang
mungkin terjadi adalah kekhawatiran dari mitra perdagangan
internasional (importir] vang memungkinkan tertutupnya akses

pasar.

Strateg Pemberantasan PMK

Penanggulangan PMK di Australia dilakukan dengan
berpedoman  pada Australian Veterinary Emergency Plan
(AUSVETPLAN] yang merupakan dokumen resmi pemerintah
vang berlaku secara nasional yang digunakan sebagai acuan
dalam pengambilan keputusan dalam upava penanggulangan
penyakit-penyakit berbahaya pada hewan. Dokumen tersebut
berisikan pendeckatan-pendekatan vang dipilih olch negara
Australia dalam upaya penanggulangan penyakit berbahaya
pada hewan, sehingga penanggulangannva dapat dilakukan
dengan efektif, efisien, dan menveluruh. Terdapat 3 alternatif
yang  ditentukan pleh  AUSVETPLAN dalam  upava
menanggulang dan membasmi wabah PMK:
1} Membasmi wabah PMK tanpa vaksin
2) Membasmi wabah PMK dengan vaksin, dilakukan dengan:

a) Mewajibkan pemusnahan seluruh hewan vang telah
divaksin, (baik melalui penyembelihan di tempat
khusus maupun pemusnahan di peternakan) sebelum
menvatakan bebas dari PME.

b) Tanpa mewajibkan pemusnahan hewan ternak VANg
telah divaksin, tapi dengan pengukuran pengendalian
(comtrol measure), termasuk ketertelusuran seumur
hidup |lifetime traceability).

c| Pengendalian terhadap endemi, setidaknya pada daerah
yang telah ditentukan (melalui vaksinasi jangka pendek



- 37

hingga menengah) dalam upava pengendalian transmisi
dari virus PMK dan/atau dalam upaya melindungi
populasi ternak vang belum terjanghkit PME.

Kebijakan penanggulangan dan pengendalian yang

ditentukan ketika terjadi ditemukannya wabah PMEK adalah:

1)

2]

3)

4

3]

&)

Pemusnahan

Pemusnahan  merupakan metode  tercepat untuk
mengurangl kemungkinan penvebaran wabah PMK dan
tempat vang terinfeksi. Pemusnahan dilakukan dengan
cara memastikan tempat yg terinfeksi telah dikarantina dan
hewan vang dicurigai terkena PMK harus sepera
dimusnahkan untuk membatasi penvebaran dari virus
PMK.

Karantina dan pengendalian perpindahan

Australia akan segera menghentikan segala aktivitas
peternakan nasional pada saat melakukan diagnosis atau
ketika adanva kecurignan vang sangat tinggi terhadap
munculnya wabah PMK. Penghentian terscbut akan
diterapkan minimal selama 72 jam dan hanya pada hewan
vang dicurigal terkena PMK [bukan kepada produk hewan).
Selurub tempat vang terinfeksi dan tempat yvang dicurigai
terjadi kontak akan segera dikarantina dan diawasi. Selama
kegiatan ini, hewan hidup tidak diizinkan keluar atau
masuk area tersebut,

Pelacakan dan Surveilans

Pelacakan yang cepat sangat penting dilakukan dalam
upava membatasi penyebaran PMK secara efektif an efisien,
Pelacakan dilakukan dengan dua cara, vaitu pelacakan
mundur dan pelacakan maju, Pelacekan mundur
dilakukan minimal 14 hari sebelum terjadinya serangan
atau munculnya gejala klinis, sedangkan pelacakan maju
dilakukan minimum 14 han sebelum adanva laporan kasus
hingga saat karantina diberlakukan.

Surveilans selama terjadinya wabah PMK diakukan dengan
tujuan mendeteksi munculnya wabah baru, mendefinisikan
periuasan terjadinva infeksi, mendemonstrasikan bahwa
infcksi tidak terjadi pada area kendali (area pengendalian:
radius minimum 10 km dari tempat terjadinya wabah ) dan
di luar area kendali.

Zonasi dan pengotak-kotakan untuk perdagangan luar
negeri

Ketentuan terkait zonasi telah diatur oleh WOAH untuk
mengakomodir perdagangan luar negeri, Zonasi diterapkan
dengan dua cara, yaitu untuk wilayah vang sebarannys
terbatas, dan luas. Terkait perdagangan internasional,
Australia akan melakukan kesepakatan dengan mitra
internasional yvang akan melakukan impor produk dari
Australia,

Vaksinasi

Vaksinasi merupakan salah satu alternatif pilihan untuk
mendukung pemusnahan wabah PMEK. Australia akan
mempertimbangkan potensi dari vaksinasi sebagai bagian
dari strategi penanggulangan PMK ketika terjadinva wahah.
Perawatan terhadap hewan yang terinfeksi

Hewan wang terinfeksi tidak dilakukan perawatan
berdasarkan kebijakan pemerintah terkait pemusnahan,
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7) Perlakuan terhadap produk hewan
Produk hewan dan wrunannve akan  diperlakukan
berdasarkan hasil dari analisis berbasis risiko. Produk
hewan dan turunannya yang berasal dari wilayah terjanghkit
harus dimusnahkan.

8) Penerapan standar biosecurity terhadap peralatan dan
personel
Peningkatan ukuran dan standar biosecurity harus segera
diterapkan oleh industri terkait di seluruh Australia
ketikan telah dinyatakan terjadinva wabah PMK.
Pemindahan hewan vang dilakukan secara rutin, dan
komoditas hewan, seperti susu, serta industri lavanan
terkait dapat ditunda sementara ketika  kebijakan
penerapan biosecyrity telah ditetapkan di daerah tersebut.
Segala peralatan, personel, kendaraan dan segala vang
berkaitan dengan hewan harus diterapkan kebijakan
bosecurity.

9)  Pemusnahan hewan dan produk hewan
Pemusnahan hewan yang terjangkit harus
memperumbangkan risiko terhadap lingkungan dan risiko
terhadap penyebaran wabah. Pemusnahan terhadap hewan
harus  dilakukan untuk  mencegah  hewan  liar
terkontaminasi,

10) Dekontaminasi
Produk hewan (seperti kulit dan wool), perlengkapan,
material, dan bangunan yang kemungkinan besar
terkontaminasi oleh virus PMK harus segera dilakukan
tindakan dekontaminasi. Jika tindakan dekontaminasi
tidak dapat dilakukan denpgan efektif dan efisien, maks
perlengkapan, material dan bangunan harus segera
dimusnahkan. Tindakan dekontaminasi disarankan dengan
menggunakan disinfektan yang secara cfektf dapat
melawan virus PMK atau virus sejenisnva.
Beberapa inisiatif lain yang diterapkan oleh pemerintahan

Australia dalam upaya penanggulangan PMK adalah

I} Penyediaan informasi vang lengkap terkait penanganan PMK
vang dapat diakses secara daring (online)

2] Mcberikan kursus online secara gratis kepada dokter hewan
dan asisten dokter hewan

3] Memberikan cdukasi kepada masvarakat terkait FMD,

contoh: https:/ /www.voutube.com/ playlist?list=PLpiCDHV
[jhFpiNtnaywCheYOGNIiCHmbf

Progress Pemberantasan PMK

Saat ini penanganan PMK di Australia sangat baik dan

masuknya virus PMK ke negaranya dapat dikendalikan. Saat ini

Australia sedang dalam keadsan siap siage untuk merespon

endemi PMK yang sedang terjadi di Indonesia sejak bulan Mei

2022. Berikut adalah beberapa hal vang sedang/telah dilakukan

oleh pemerintah Australia untuk merespon kejadian wabah PMK

di Indonesia;

1} Menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia dalam
upaya memerangi dan menanggulangi wabah PME.
Pemerintah Australia telah menawarkan bantuan teknis,
saran, bantuan vaksin dan dukungan keuangan.
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2} Menangpuhkan dan meninjau ulang izin impor untuk
produle hewan dari Indonesia karena berpotensi membawa
virus PMK ke Australia.

3] Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran
terhadap wabah PMK kepada produser, peternak, industr
pertanian, dan wisatawan serta pemangku kepentingan
lainnva.

4) Memperketat perizinan di bandara kepada pelancong vang
ingin masuk ke Australia.

2]  Memperketat pemeriksaan terhadap barang-barang yang
masuk dari luar negeri di pusat pos internasional,

6) Meningkatkan pengawasan dan pemantauan penyakit di
seluruh wilayah Australia; Australia barat, Australia timur,
dan Queensland utara.

Kesimpulan

Kemampuan Australia dalam menanggulangi wabah penyakit
pada hewan (termasuk wabah PMK) secara cepat, efektif dan
efisien telah mendapatkan pengakuan secara internasional.
Dalam menanggulangi wabah PMK, respons cepat akan segera
diberikan jika adanya hkasus vang mencurigakan. Sampel
terhadap virus akan segera diuji oleh pemerintah sectempat dan
dikirim ke Australian Centre for Disease Preparedness i
Geelong in Victoria untuk confirmatory testing. Sementara
menunggu hasil uji laboratorium, tempat kejadian munculnyva
wabah akan dikarantina dan diberikan penanganan vang
diperlukan ketika hasil uji laboratorium telah keluar.

Zealand

Kondisi Umum PMK

New Zealand [(NZ) tidak pernah mengalami wabah PMK. Namun
pada Mei 2022, Indonesia mengonfirmasi kasus pertama PMK
secjak negara tersebut dinvatakan bebas pada tahun 1990,
Mengingat kedekatan Indonesia dengan Australia sebagai salah
satu mitra dagang terbesar NZ, Pemerintah membunyikan alarm
biosekuriti. Pemerintah NZ menganggap serius potensi ancaman
vang disebabkan PMK.

Dampak PMK

Dampak jika terjadi PMK pada New Zealand secara garis besar

terbagi menjadi dua, Pertama, efek pada lapangan pekerjaan

dan ekonomi serta, Kedua, efek pada perjalanan dan
transportasi hewan. Dampak tenaga kerja dan ekonomi yang
dimaksud seperti:

1] Nilai tambah peternakan rusa turun sekitar 75%.

2]  Nilai peternakan babi tidak akan bavak terpengaruh selain
oleh penurunan harga karena sedikit daging babi vang
diekspor dan <40% konsumsi domestic berasal dari impor

3] Pemrosesan konsumsi domestik  diasumsikan  terus
berlanjut dengan sedikit gangguan

4) Harga daging dalam negeri akan turun karena aversupply
daging merah.

9] Penurunan 80% pekerjaan pengolah daging dan susu
[karena antara karyawan dan pemilik vang lebih tinggi
dibanding peternakan) dengan hasil konversi 23.400 orang
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kehilangan pekerjaan (pengolah daging) dan 10.000 orang
{pengolah susu) dalam jangka pendek

6) Secara agregal, nilai tambah dari lima industri yang
terkena dampak langsung turun secbesar USS 5.8 miliar,
41% dan total penurunan sebesar US8S 13,8 millar, dan
lapangan kerja turun sekitar 50.400 pekerjaan pada tahun
pertama

7) Berbagai industri hulu yang menjadi pemasok ke industri
terdampak  mengalami  kerugian yang  signifikan,
diperkirakan terjadi pada:

a) Jasa pertanian, turun 26,4%:
b} Jasa ritel bahan bakar (32%);
¢} Listrik (3%); dan
d) Pestisida [1,4%).

Jika NZ mengalami wabah PME, maka perjalanan dan

pergerakan hewan akan dibatasi:

1) Hewan yang rentan, air mani dan embrio akan
diberhentikan secara nasional hingga pemberitahuan lebih
lanjut, Diperlukan izin untuk setiap usul pergerakan
hewan.

2) Produk hewani akan dibatasi di daerah vang sangat
berisiko tinggi,

3] Kendaraan, peralatan dan orang dapat dikenai pembatasan
dan persyaratan.

Pemerintah percaya bahwa pembatasan pergerakan sangat

membantu menahan penyakit dan mempercepat pemulihan NZ

dari wabah. Masvarakat luass akan terpengaruh olch
pembatasan tersebut.

Strategl Pemberantasan PMK
Kunci penanganan PMK di NZ adalah “Respons cepat dan
efektif." Semakin cepat NZ menanggapi wabah PMEK, maka
semakin  cepat dapat diberantas. Rencana respons MPK
diaktifkan segera PMK dikonfirmasi di  Animal Health
Laboratory. Respons bertujuan untuk memberantas secepat
mungkin agar perdagangan normal sesegera mungkin, Jika
penyakit itu terbatas pada sebagian kecil wilayah NZ, maka
seluruh negara akan terkena wabah dan perlu beberapa minggu
untuk menentukan seberapa luas penyebarannya. Dalam
penanganan jika terjadi PME, Pemerintah NZ telah merumuskan
beberapa skenario sebagai berikut;

1) Jangka waktu hinggas 2 minggu sebelum respons. Virus
PMK tiba di NZ tanpa terdeteksi melalui daging mentah
vang diimpor secara ilegal. Terjadi penularan melalui udara
dari babi ke sapi di pelernakan terdekat.

2} Hari penemuan: membuat panggilan ke Hotline Ministry for
Primary Industry (MPl). Gejala PMK vang dicurigai sudah
terlihat pada sapi dan peternak memanggil dokter hewan.
Dokter hewan melakukan pemeriksaan sapi-sapi tersebut
dan mencurigai bahwa itu mungkin PMK, kemudian
melaporkan ke hotline hama dan penyakit MPI. Operator
hotline segera memberi tahu dokter hewan spesialis MPI
(Petugas Penvidik)

3] Dalam satu jam, penyelidikan akan dilakukan. Petugas
Penyidik menghubungi penelpon hotline untuk
mendapatkan informasi lebih lanjut dan memutuskan
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apakah itu terdengar seperti PMK. Jika va, penyelidikan
dimulai. Staff MPI, AsureQuality dan pihak lain yang
terkena dampak langsung akan disiagakan. Pengumpulan
susu dari properti vang terkena dampak ditunda sampai
penvelidikan selesai. Seorang Dokter hewan vang dikontrak
MP] [untuk investigasi awal) vang terlatih dalam penvakit
seperti PMK pergi ke property untuk menyelidiki
Dalam waktu 5 jam, dokter hewan menvelidiki lokasi dan
segera melaporkan temuan kepada MPL. Jika dokter hewan
pertama ftidak dapat mememastikan PMK, maka dikirim
dokter hewan spesialis MPl (incursion investigator) dikirim
untuk mendapatkan seecond opinion. Dokter hewan MPI
memeriksa dan memastikan apakah PMK atau bukan. Jika
bukan, maka penyelidikan berakhir. Jika iva, maka berikut
tahapan yang dilakukan:

a) Menpumpulkan sampel dari hewan vang terinfeksi
untuk diagnosis secara cepat oleh Laboratorium
Keaehatan Hewan MPI di Wallaceville;

b) Properti yang terkena dampak menjadi Tempat
Terbatas yang melarang pergerakan semua ternak,
kendaraan, dan produk berisiko tinggi lainnva (baik di
dalam maupun di luar properti);

¢) Petani atau pemilik diminta untuk mencatat semua
pergerakan kendaraan dan stok ke dan dar properd
selama 3 minggu terakhir,

d) Membuat rencana pengelolaan untuk peternakan dan
properti lainnya vang mungkin telah menerima stok
terinfeksi dari properti tersebut;

¢) Scorang Manajer ditugaskan untuk bekerja sama
dengan petani untuk melaksanakan rencana tersebut;
dan

il Angepota Tim Tanggap MPI diberitau bahwa
kemungkinan kasus PMK sedang diselidiki.

Konfirmasi laboratorium akan memicu gquick response,

Diagnosis PMK memicu seluruh respons biosekuriti

pemerintah vang dimpimpin oleh MPI:

a) MPl memberi Organisasi Dunia untuk Kesehatan

Hewan serta pasar internasional untuk
menangguhkan perdagangan produk hewan rentan
PMK.

b) Pejabat dan pemangku kepentingan utama diberi
pengarahan (nasional dan regional)

¢} Penghentian ternak nasional diumumkan melalui
Controlled Area Notice, menghentikan pergerakan
scmud hewan yang rentan beserta sperma  dan
embrionya, termasuk juga peralatan vang terkait
seperti truk dan properti.

d) Controlled Area Notice mengumumkan “Area Berisiko
Tinggi® di sckitar properd terinfeksi. Pelarangan
pergerakan stok dan  komoditas berisike seperti
daging, susu, kulit dan wal.

e  Polisi, dewan lokal dan regional membantu mendirikan
nos qumEﬁksaan, blek jalan, stasiun dekontaminasi,
patroli keparuhan dan larangan pergerakan ternak
lerutama di sekitar area yang sangat berisiko, '
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f Media NZ dan anggota masyarakat diberi pengarahan
dan pembaharuan informasi, serta kampanye
kesadaran publik diluncurkan untuk membantu orang
memahami:

(1} apa yvang harus dilakukan |misalnya mengikuti
pembatasan pergerakan); dan
(2) Konsekuensi dari pelanggaran persyaratan

gl Semua ternak dan pergerakan baik yvang berisiko di
dalam dan di luar properti yang terinfeksi, dilacak
untuk menemukan lokasi potensial PMK lainnya.

h) Stok di peternakan vang terinfeksi dan mungkin, di
peternakan vang kemungkinan telah terpapar,
dihancurkan dan dibuang secara manusiawi. Catatan:
Hal ini hanva berlaku untuk spesies vang rentan.
Kuda, unggas, anjing dan kucing tidak terpengaruh.

if  Lokasi, kendaraan dan barang berisiko tingi lainnya
didekontaminasi.

Progress Pemberantasan PMK

Hingga saat ini tidak ditemukan penyvebaran virus PMK di New
Zealand. Negara New Zealand hanya mengantisipasi masuknya
PMK melalui Australia sebagai salah satu mitra dagang terbesar
New Zealand.

Kesimpulan

Negara NZ tidak pernah mengalami wabah PMK. Namun
demikian, Pemerintah akan menvalakan alarm biosekurit jika
terjadi wabah PMK. Diprediksi, jika wabah terjadi, maka
dampak terbesar terjadi pada perekonomian, tenaga kerja,
perjalanan dan transportasi hewan. Hingga saat ini, Pemerintah
NZ sangat serius dalam menilai kerentanan, potensi scrta
antisipasi wabah PMHK. Hal tersebut terkonfirmasi dari prakiraan
dampak jika wabah terjadi serta penanggulangan vang telah
dijabarkan menjadi langkah-langkah detail.

3. Paraguay

d.

Kondisi Umum PME

Paraguay mengalami wabah PMK pada tahun 2002 dan terakhir
tercatat pada tahun 2011 di daerah Sarpento Loma, San Pedro.
Sejak pertama kali dinvatakan bebas PMK, wabah kembali
terjacdi pada tahun 2011 yang discbabkan oleh kelalaian
manusia. Pemusnahan dilakukan dengan pemotongan sekitar
1.000 ckor sapi. Pemusnahan melibatkan tentara vang
menghancurkan hewan dengan senapan dan mengubur hewan
di parit yang dalam. Proses pemusnahan dipantau oleh pakar
hewan internasional,

Dampak PMK

Paraguay merupakan negara berkembang dengan kondisi
geografis vang sebagian besar adalah pedesaan. Daging sapi
adalah ekspor terbesar kedua di Paraguay. Masalah PMK pada
tahun 2011 memiliki konsekuensi ekonomi yang buruk. Wabah
tnla?] menyebabkan kelumpuhan hampir keseluruhan ekspor
daging, mengakibatkan kerugian terhadap mata uang asing dan
sumber daya fiskal dan memengaruhi setiap stakeholders vang
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terlibat dalam rantai produks:, Hal tersebut diakibatkan karena
penutupan pasar Chili yang merupakan pasar ekspor daging
terbesar untuk Parapuay. Penutupan pasar Chili membuka
potensi pasar lain vaitu Rusia yang menjadi pasar ckspor utama
daging bagi Paraguay. Namun perubahan pangsa pasar ekspor
juga berdampak pada peningkatan biava transportasi hingga
harga jual vang lebih rendah.

Strategi Pemberantasen PME

Paraguay melakukan wvaksinasi secara berkala untuk
menjaga status bebas PMK. Vaksinasi dilakukan oleh Komisi
Resehatan Hewan (C5A) vang terdiri dari perwakilan dari sektor
publik dan swasta. Struktur dasar sistem vaksinasi anti PMK
meliputi: Lavanan Kesehatan dan Kualitas Hewan Nasional
(SENACSA) - CEA - Koordinator Teknis — Auditor — Vaksinator.

Audit dilakukan pada [100% peternakan vang memiliki
hewan ternak lebih dan 100 ckor. Untuk peternakan dengan
jumlah hewan kurang dari 100 ekor, mekanisme diserahkan
kepada  petugas  vaksinasi wvang  berwenang untuk
menindaklanjuti. Salah satu kesulitan yang terus ada adalah
kurangnya ketersediaan data terbaru tentang populasi sapi
berdasarkan sensus. Meskipun, perkiraan tahunan cukup
mendekat realitas. Berdasarkan hasil audit Direktorat Jenderal
Keschatan dan Keselamatan Hewan - Komisi Eropa [2009)
kekuatan utama adalah kampanye vaksinasi vang terorganisir
dengan baik di bawah pengawasan resmi yvang telah
menghasilkan kekebalan populasi yvang tinggi vang ditunjukkan
oleh survei kekebalan populasi. Berikut hasil audit vang
dimaksud terkait vaksinasi FMD:
1]  Terdapat vaksinasi sistematis yang dilakukan pemerintah

Paraguay terhadap sapi:

a) Paraguay memiliki vaksinasi sistematis tahunan untuk
PMK. Perubahan program vaksinasi dalam beberapa
tahun terakhir (misalnya: penggunaan dua kampanye
vaksin dibanding tiga kampanye dan penggunaan
vaksin bivalen bukan trivalent) telah dibenarkan
dengan tingginya tingkat kekebalan yang dicapai pada
hewan yvang lebih tua.

bl Instansi vang berwenang telah mendelegasikan
tanggung jawab pelaksanaan program vaksinasi
kepada 20 Komisi Kesehatan Hewan, sebelumnya
dikoordinasikan oleh Asosiasi Koordinasi Nasional
Kesehatan Hewan (ACONASA) dan sejak 2018 sebagai
Yayasan Pelayanan Kesehatan Hewan (FUNDASSA),

c) Adanya pendekatan harmonis dan sistematis secara
nasional, terutama melalui petunjuk pelaksanaan dan
instruksi yang disusun terpusat dan rencana vaksinasi
standar, serta laporan pasca-vaksinasi vang disetujui
aleh otoritas kompeten secara terpusat.,

4) Vaksinasi dan vaksin dikontrol secara resmi oleh otoritas
vang ditunjuk:

al Pengawasan di daerah dilakukan oleh pejabat
berwenang di tingkat daerah dan di tingkat pusat oleh
EL'_s.il:llF pusat. 3Sislem secara memadai mengontrol
distribusi vaksin, termasuk Penanganan pengiriman
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vaksin dan penggunaan  vaksin  sesual  rencana
vaksinasi vang disetujui.

b] tortas kompeten di Pusat mengumpulkan dan
menganalisis  hasil  kontrol,  Berdasarkan  hasil
tersebul, membuat perubahan dalam prosedur
mereka,

¢) Laboratorium rujukan nasional untuk PMK
menyetiyjul vaksin (diproduksi secara lokal atau impor)
dan melakukan kontrol kualitas terhadap wvaksin
terschut

d] Laboratorium juga mengontrol setiap baich wvaksin
sebelum diluncurkan untuk digunakan, sesuai dengan
WOAH Terrestrial Manual. Bila batch gagal dalam satu
pengujian, maka seluruh batch vaksin ditolak dan
dibuang di bawah pengawasan resmi.

Upaya lain yang dilakukan adalah pemantauan ketat dan

pembatasan perdagangan, khususnya dengan negara vang
berbatasan langsung dengan Paraguay,

Progress Pemberantasan PMEK

Berdasarkan hasil audit Direktorat Jenderal Kesehatan dan
Keselamaten Hewan - Komisi Eropa (2019), menghasilkan
beberapa poin hasil audit sebagai berikut:

H

2)

3

4]

Oworitas Kompetlen vang terorganisir dengan baik dengan
kerangka hukum dan administrasi vang tepat, seria
koordinasi dengan pemangku kepentingan (misalnyva petani
dan pelaku indusiri daging) bertanggung jawab atas
pelaksanaan program pengendalian PMK Nasional

Secara umum, verifikasi berlapis memastikan perbaikan
terus menurus dar sistem kontrol. Namun terdapat
kelemahan sistem yang menjadi tittkk lemah yaitu
sempitnya ruang lingkup audit nasional terhadap program
PMK dan keterlambatan pelaksanaan tindakan korektif,
Terdapat sistem untuk registrasi, identifikasi hewan dan
kontrol pergerakan memberikan ketelusuran vang memadai
untuk sapi. Meskipun beberapa kelompok hewan hidup
untuk disembelih di pasar Uni Eropa (UE) termasuk yang
tidak memenuhi syvarat, masih terdapat potensi vang
menguntungkan untuk pasar domestik. Dalam pertemuan
terakhir, Otoritas berwenang berkomitmen untuk segera
memperbaiki situasi ini.

Paraguay memiliki sistem kontrol hewan hidup dan produk
hewani vang mengurangi risiko masuknya hewan terkait
dan membantu menjaga status kesehatan PMK.

Pihak berwenang segera menyelidiki kecurigaan penvakit
vesicular, dengan hasil laboratorium yvang tersedia dalam
waktu 24 jam setelah pemberitahuan. Kesadaran
masyarakat petani untuk pengawasan pasif meningkatkan
jumlah informasi kecurigaan dalam beberapa tshun
terakhir. Namun terdapat titik lemah yang menghambat
respons dengan cepat dan cfektil jika penvakit muncul.
Beberapa titik lemah tersebut, meliputi: ketiadaan rencana
darurat untuk dugaan PMK di pos pemeriksaan transit
internal; dan penyelidikan  epidemiologi vang tidak
memacdai sehubungan dengan kecurigaan dan wabah PME,
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) Pihak berwenang memiliki peneliian yang reliahel
mengenai  sirhulasi virus dan survel tentang tingkat
kekebalan pada populasi hewan, Hasil penclitian
menunjukkan kekebalan populasi vang tinggi dan tidak ada
peniularan virus dalam populasi yang divaksinasi. Mereka
juga menunjukkan peningkatan kekebalan populasi
tahunan, yang diduga merupakan hasil dari beberapa
tindakan yvang ditargetkan oleh Otoritas kompeten yang
bekerja sama dengan industri: misalnya memperkuat
kontrol terhadap vaksin vang digunakan; penvediaan
pelatihan tambahan dan pengenalan perubahan strukiural
serta operasional dari Badan-Badan wvang bertanggung
Jjawab untuk vaksinasi,

7) Otoritas Veteriner didukung oleh laboratorium vang
berfungsi dengan baik dan memberikan hasil vang dapat
diandalkan

8) BSecara umum, prosedur sertifikasi memberikan jaminan
yvang tepat mengenal keandalan pernyataan vang tercantum
dalam sertifikat dan pengetahusn pejabat yang berwenang
mengeluarkan  sertifikat. Meskipun dcemikian, dalam
beberapa kasus, pejabatl vang menandatangani sertifikat
tidak memenuh: syarat untuk pasar UE.

Kesimpulan

Penanggulangan FMD di Paraguay menggunakan pendekatan
vaksinast. Penyvelenggaraan vaksinasi dilakukan secara
desentralisasi dengan kebijakan yang dikelola secara terpusat.
Dalam  pelaksanaannya, pemetaan dilakukan terhadap
peternakan dan dilakukan audit secara menyveluruh untuk
mendapatkan data hewan seakurat mungkin sehingga vaksinasi
dapat dilakukan secara tepat sasaran. Produksi vaksinasi
diputuskan olch Laboratorium rujukan PMK dengan kontrol
kualitas vang ketat.

4, Uruguay

.

Kondisi Umum PMK

Uruguay merupakan salah satu negara vang berada di
wilayah Amerika Selatan. Saat ini negara-negara vang berada di
wilavah Amerika Sclatan akan menuju status bebas Penvyakit
Mulut dan Kuku (PMK) dimana hampir 99% peternakan vang
berada di wilayah terscbut telah dinvatakan bebas PME.
Kemajuan pemberantasan PMK di wilayah Amerika Selatan
semakin baik dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun
2010 World Organization for Animal Health (WOAH) menyvatakan
bahwa 85% peternakan di wilayah tersebut bebas PMEK,
sedangkan pada tahun 2020 jumlah peternakan yang
dinyatakan bebas PMK sudah mencapai 98,6%., Ditargétk&n
pada akhir tahun 2025 seluruh negara di wilavah Amerika
Selatan dinyatakan bebas PMK (www.paho.org, 2023).

Eehagia_n besar negara-negara yang berada di wilayah
Amerika selatan, termasuk Uruguay telah dinyvatakan bebas dari
PMK sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir, Laporan terakhir
muncuinya wabah PMK terjadi di negara Kolombia pada tahun
25]1? dan 2018, Munculnya wabah PMK tersebut diduga
disebabkan ecleh masuknya hewan ternak secars ilegal di
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wilayah vang perbatasan dengan Venezuela. Kendati demikian,
Kolombia berhasil mendapatkan kembali status bebas PMK
(dengan vaksinasi) pada tahun 2020 (www.paho.org, 2023}

Dampak PMK

Uruguay merupakan salah satu negara penghasil daging
terbesar di dumia. Pada tahun 2020 produk/komoditas vang
paling banyak diekspor oleh Uruguay adalah daging sapi beku
(frozen bovine meat), Hal ini menjadikan Uruguay berada pada
posisi ke-7 (4,67%) sebagai negara pengekspor daging sapi beku
dunia, dengan pendapatan  sebesar 81,26 Miliar
(hitps:/ foec.world, 2022).

Negara tujuan terbesar ekspor daging sapi beku Uruguay
adalah China (59,1%) dengan pendapatan sebesar $743 juta,
diikuti oleh Amerika (19,4%) dengan pendapatan scbesar $243
juta, Kanada (506%) dengan pendapatan sebesar $70,4 juta,
Israel {3,84%) dengan pendapatan sebesar $48.2 juta, dan [talia
(2,63%) dengan pendapatan sebesar $33 juta.

Akses terhadap pasar ekspor untuk produk daging sangat
bergantung pada kemampuan suatu  negara  dalam
menanggulang, wabah PMK. Status suatu negara {endemi,
bebas PMK dengan vaksinasi, atau bebas PMK tanpa vaksinasi)
akan sangat menentukan akses terhadap pasar dan harga dan
produk daging vang diekspor. disamping itu, keinginan dari
negara tujuan ekspor juga sangat menentukan akses pasar dan
harga daging yang diekspor. Beberapa negara menerapkan
standar yang tinggi untuk mengimpor produk daging, seperd
Jepang dan Korea yang hanya mengimpor daging dari sebagian
kecil negara yang berstatus bebas PMK tanpa vaksinasi.

Selain mengganggu pendapatan negara dari ekspor daging,
endemi PMK juga berdampak pada menurunkan produktivitas
pada ternak dewasa dan meningkatkan angka kematian pada
ternak yang masth muda sehingga berdampak  pada
ketersediaan produk hewan ternak dan turunannva dan
ketersediaan bibit, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun
untuk kebutuhan ckspor. Selain itu, anggaran dan sumber daya
yang dibutuhkan untuk penanggulangan wabah PMK tergolong
sangal besar, sepert bieva gantd rugi terhadap peternak,
pemusnahan hewan ternak yang sudah terjangkit dan tidak
terlolong, penanggulangan bangkai hewan vang sudah mati,
pemberian  disinfektan dan vaksin, dll. Wabah PMK juga
berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran bahkan
berdampak pada industri pariwisata.

Strategli Pemberantasan PMK

Saat ini Uruguay berupava untuk menanggulangi penyakit
mulut dan kuku tanpa menggunakan vaksin. Pada bulan Mey
2019, Menteri peternakan, agrikultur dan perikanan Uruguay
(MGAP), the Instituto Nacional de Investigacio'n Agropecuaria
(INIA], dan the Instituto Nacional de Carnes (INAC) membentuk
ltmpaga independen untuk mengevaluasi kelayakan penerapan
kebijakan non vaksin dalam upaya penanggulangan penyakit
mulut dan kuku di Uruguay. Hal ini sejalan dengan
rekomendasi dari PHEFA, dimana Uruguay dianjurkan untuk
melakukan transisi dari yang statusnya bebas PMK denpgan
vaksinasi menuju bebas PMK tanpa vaksinasi serta memperkuat



. 47

tindakan-tindakan pencegahan, meningkatkan kemampuan
deteksi dmni, dan meningkatkan kemampuan respons cepat
lerhadap insiden PMK. Pada masa transisi dari status bebas
PMK dengan menggunakan vaksin menuju bebas PMK tanpa
vaksin, disamping menghentikan vaksinasi layanan veteriner
harus menimjau ulang/melengkapi atau menerapkan langkah-
langkah berikut:

i)

2

3)
4

)

Memperkuat manajemen pencegahan wabah PMEK
Manajemen keschatan hewan untuk pencegahan wabah
PMK dilakukan dengan berpedoman pada rekomendasi
vang dikeluarkan aleh [OE/WOAH, Untuk itu, pengawasan
tingkat tinggi diterapkan di bandara, Pelabuhan, dan
wilayah perbatasan terhadap produk impor yang berisiko
ringgi. Disamping itu juga dilaksanakan inspeksi terhadap
bagasi penumpang internasional vang dicurigai terdapat
produk hewan ternak vang terkontaminasi guna memitigasi
risiko penyebaran wabah dari luar neger. Disamping itu
juga disarankan untuk melakukan tinjauan ulang dan
evaluasi dengan pendekatan analisis risiko dan analisis
multi-kriteria terhadap manajemen kesehatan hewan guna
mencegah paparan atau sebaran virus terhadap populasi
hewan yang rentan terkena penvakit,

Memitigasi risiko dari  lepasnya vwvirus PMK  dani
laboratorium dan produsen produk biologis

Menerapkan manajemen biosecurity dan bioprotection
Mencegah memberi makan bahi dari sisa makanan dan
sampah organik

Dalam upava pencegahan masuknyva produk
terkontaminasi virus PMK ke dalam negeri vang dibawa
olch penumpang internasional, negara telah menerapkan
kebijakan pengendalian bagasi, dimana setiap bagasi
penumpang internasional vang dicurigai terdapat produk
hewan wvang terkontaminasi harus segera dilakukan
pengecekan. Kendati demikian, tidak  menutup
kemungkinan adanya produk vang terkontaminasi dapat
menjangkau populasi hewan dalam negeri vang rentan,
terutama populasi babi. Populasi babi tidak hanva rentan
terhadap virus PMK, tetapi juga virus lainnya seperti
penyakit demam babi Afrika dan virus demam klasik pada
babi, Dleh sebab itu, pemberian makanan sisa dari produk
hewani dan /atau sampah organik kepada babi perlu untuk
dikendalikan. Pengendalian ini perlu diterapkan terutama
pada peternakan babi di pinggiran kota vang dekat dengan
tempat pembusngan limbah akhir dan 2zona dengan
populasi babi non-industri,

Melakukan pengawasan untuk pendeteksian din terhadap
infeksi virus PMK

Keberhasilan negara dalam melakukan transisi dari status
bebas PMK dengan vaksin dengan status bebas PMK tanpa
vaksin sangal bergantung dengan keberhasilan dalam
melakukan  deteksi  dini terhadap hewan yang
menunjukkan gejala klinis terinfeksi MPK. Untuk jmu,
sistem  pemantauan  harus  terus berjalan  dan
m:n;_nrelumh /memiliki jangkavan vang luas sehingga dapat
menjangkau seluruh populasi. Keberhasilan dari upaya
deteksi dini dan pemantauan terhadap hewan ternak ini
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sangat bergantung pada kerja sama dar pemilik/penjaga
vang merawat dan memberi makan ternak Diharapkan
pemilik /penjaga ternak mampu mengawasi dan mendeteksi
adanva kejanggalan/gejala pada ternaknya dan segera
melapor kepada otoritas vang berwenang agar segera
melakukan verifikasi. Dengan demildan deteksi dini dan
respons cepat terhadap wabah PMK dapat segera dilakukan
untuk mengendalikan penyebaran wabah tersebut

Beberapa negara di wilayah Amerika Sclatan telah

meningkatkan kemampuan terkait proses pelaporan

terhadap penyakit hewan ternak ini, bahkan telah
mengembangkan aplikas: untuk telepon genggam dan
menyediakan lavanan panggilan bebas pulsa.

&) Memberikan respons cepat terhadap insiden kejadian PMK
Otoritas vang berwenang harus segera memberikan respons
cepat jika telah mendapatkan laporan dari peternak
dan/atau mendeteksi/ mencurigai munculnya gejala infeksi
virus PMK di wilavah kerjanya. Hal ini perlu dilakukan
guna mencegah penyebaran dari virus PMK tersebut.
Otoritas vang berwenang tidak harus menunggu wabah
PMK telah terkonfirmasi terlebih dahulu di wilayah
tersebut, tetapi harus bertindak sedini mungkin dengan
melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Membentuk satuan tugas khusus untuk mengelola
kesiapsiagaan terhadap permasalahan  keschatan
hewan.

b) Mengembangkan program pelatihan untuk tanggap
darurat terhadap wabah PMK

¢] Mempertimbangkan segala skénario untuk keadaan
darurat terkait PME, termasuk mempertimbangkan
pemodelan terkait wabah PMK

d) Memasukkan pemodelan wabah PMEK ke dalam
analisis untuk menyusun skenaric dalam keadaan
darurat.

e] Bekera sama dengan bank vaksin dan antigen di

regional

Progress Pemberantasan PMK

Uruguay pertama kali dinvatakan bebas dari PMK (melalui
vaksinasi) pada bulan Mei 1994, kemudian setelah itu pada
bulan Juni 1994 Uruguay mulai menerapkan kebijakan
penghentian vaksinasi terhadap hewan ternak. Pada bulan Mei
tahun 1996 [0E/WOAH selaku organisasi dunia VANg
menangani kesehatan hewan memperbaharui status Uruguay
dari bebas PMK dengan vaksinasi menjadi bebas PMK tanpﬁ
vaksinasi.

Pada bulan Oktober 2000 Uruguay mengalami endemi PMK
dengan virus scrotype O dan baru mendapatkan status bebas
MPK dari IOE/WOAH pada bulan Januari 2001. Tak lama
berselang, pada bulan April 2001 Uruguay Kembali mengalami
endemi PMK dengan virus serotype A. hal terscbut
menyebabkan Uruguay kehilangan status bebas PME unmuk
kedua kalinya. Dalam upaya penanggulangan endemi PMK
L-::nm:_bul..h pemerintah Uruguay kembali menerapkan kebijakan
vaksinasi kepada hewan ternak vang ada di negaranya. Hal inj
disebabkan oleh penyebaran wabah PMK yang semakin luas di
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negara tersebut. Pada bulan Jub 2001 seluruh hewan ternak
yang ada di Uruguay telah diberi vaksin, dan laporan terakhir
terkait wabah PMEK pada hewan ternak terjadi pada bulan
Apustus 2001, Penanggulangan wabah PMK di Uruguay baru
dinvatakan selesal dan kembali mendapatkan status bebas PMK
(dengan vaksinasi) pada bulan Mei 2003,

¢, Kesimpulan
Keberhasilan wilayah Amerika Selatan, termasuk Uruguay
dalam penanggulangan wabah PMK dilakukan melalui beberapa
inisiatif, seperti (wabah PMK] vang dilakukan oleh masing-
masing negara (termasuk Uruguay). Upaya lain vang dilakukan
adalah pembenan vaksin, deteksi dini terhadap wabah, dan
pengendalian wabah secara cepat (www.paho.org, 2022).

5. Brazl

a. Kondisi Umum PMK

Brazil telah bergabung dengan panggung dunia sebagai
bagian dari negara BRICS yang kuat. BRICS merupakan
singkatan dari Brazil, Russia, [ndia, China, dan South Africa.
Ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill menciptakan istilah BRIC
(tanpa Afrika Selatan) pada tahun 2001. Jim OWNeill mevakini
bahwa pada tahun 2050 keempat ckonomi BRIC akan
mendominasi ekonomi global. Afrika Selatan ditambahkan ke
daftar pada tahun 2010,

Brazil mengelola kawasan peternakan terbesar di dunia,
dan menduduki posisi nomor satu sebagai pengekspor daging
sapi global. Brazil merupakan pengekspor daging sapi terbesar
di dunia pada tahun 2020 diikuti oleh Australia, Amerika
Serikat, India dan Argentina. Brazil menvumbang sekitar 24%
dari ekspor daging sapi dunia pada tahun 2020. Kenaikan Brazil
sebagai pengekspor daging sapi vang signifikan secara global
telah memakan waktu sekitar satu dekade, mengingat tidak ada
negara bagian Brazil yang dinyatakan bebas PMK sampai tahun
1998. Setelah wabah terakhir yang terjadi di Brazil pada
September 2005 dan April 2006, Brazil akhirnva mendapatkan
pengakuan dari WOAH sebagai negara bebas PMK dengan
vaksinasi pada tahun 2018 dan pada tahun 2021, Bragil
Kembali mendapatkan pengakuan WOAH sebagai Zona bebas
PMK dengan vaksinasi maupun tanpa vaksinasi.

b. Dampak PMK

PMK yang pernah terjadi di Brazil menimbulkan dampak vang

scrius pada sckior pelernakan. Setidaknya, secara umum

terdapat 2 (duaj dampak, vaitu:

1)  PMK merupakan penvakit sangat menular di antara hewan
dan menyebabkan kerugian vang signifikan pada sektor
agro-ternak di Brazil,

2} Brazil mengalami kesulitan dalam mengekspor produk asal
hewan ke negara-negara anggota WTO. dikarenakan

;:ﬁal‘?ya larangan ekspor untuk negara yvang belum bebas
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Strategi Pemberantasan PMK

Brazili melaksanakan 2 (dua] strategi utama dalam
mengendalilkan PMK selama negara tersebut belum terbebas
dari PMK. Strategl pemberantasan PMK yang dilakukan Brazil

adalah:

1}

2

Melaksanakan rencana aksi Hemispheric Plan for the
Eradication of FMD (PHEFA),
Negara-negara Amenka Selgtan pada tahun 1987
menyetujul Rencana Hemispheric untuk Pemberantasen
PMK [(Hemispheric Plan for the Eradication of FMD, atau
PHEFA). PHEFA mengandung rencana aksi vang dilakukan
untuk menanggulangi PMK di Amerika Selatan. Pada akhir
periode Rencana Aksi PHEFA 2011-2020, wilayvah Amerika
Selatan yang secara resmi diakui bebas dari Penyakat Mulut
dan Kuku telah meningkat dari 67,6% pada 2010 menjadi
94,7% pada akhir 2019. Ternak vang bebas dari penvakit
mulut dan kuku penvakit, vang pada awal rencana aksi
PHEFA 2011-2020 berjumlah 63,7% meningkat jumlahnya
menjadi 97 ,4%. Populasi bebas sapi dan kerbau meningkat
dari 84,4% menjadi 954%. Rencana aksi PHEFA
melingkupi:
a] Mengendalikan pergerakan hewan antara daerah vang

terkena wabah dan tidak terkena wabah.
b) Melaksanakan wvaksinasi masal untuk hewan yang

rentan terkena PMK
c] Merekomendasikan pemusnahan hewan yang terkena

dan terpapar, khususnya di daerah bebas penvakit

sebelum wabah dating.
Implementasi PHEFA di Brazl dilaksanakan melalui
Kementerian Pertanian, Implementasi PHEFA di Brazil
dilaksanakan dengan pendekatan mult-cabang vang
melibatkan kampanye vaksinasi, kapasitas pembangunan
birokrasi khusus (misalnya, Departemen Kesehatan
Hewan), dan kontrol pergerakan hewan. Sejak tahun 1992
implementasi PHEFA di Brazil telah membuzhkan hasil.
Menerapak sistem surveilans pasif

Sistem surveilans yang diterapkan di Brazil untuk
penyakit vesikular terutama didasarkan pada notifikasi
pasif. Keuntungan dari sistem surveilans pasif
dibandingkan sistem surveilans aktif adalah cakupannya
yang luas dan biaya yang rendah. Namun, mereka dapat
memiliki sensitivitas yang relatif lebih rendah daripada
sistemn aktil karena mereka bergantung pada kerja sama
petani, pemilik hewan, dokler hewan swasta, dan dokter
hewan publik untuk berfungsi dengan baik. Sebuah
penelitian  menunjukkan bahwa  ketepatan  waktu
surveillance di Brazil memiliki variabilitas (Ferrer-Miranda
et El." 2020). Akibatnva, dissumsikan bahwa sistem
surveilans tidak memiliki kapasitas yang diperlukan untuk
mendeleksi kejadian PMK tepat waktu(48 jam pertama
setelah gejala pertama muncul).

Da]ram pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan
vang dihadapi pemerintah Brazil dalam melaksanakan

strategi pemberantasan PMK ini. Hambat
e an tersebut
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a) Salah satu kesulitan awal dalam memicu komitmen
sekior swasta terletak pada serangkaian insentif buruk
vang dihadapi oleh peternak skala besar. Mengingat
pasar mereka adalah terutama domestik, mercka
melihat  sedikit keuntungan dalam melakukan
perbaikan sanitasi dalam kaitan dengan PMK,
mengingat biava vang terkait dengan pengumpulan
ternak dalam jumlah besar untuk vaksinasi reguler
lebih besar daripada potensi kerugian dari wabah
PMK.

b} Upava pemberantasan PMK tahap awal tidak efektif
karena pengaruh gejolak sosial dan politik, dan
kesulitan ekonomi vang terkait seperti inflasi dan
pasar kredit yang tidak berfungsi dengan baik.

Progress Pemberantasan PMK

Pada tahun 2018, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH)
menvatakan Brazil bebas dari penvakit mulut dan kuku (PMK)
dengan vaksinasi,. WOAH sudah menvatakan sebagian besar
wilayah di Brazil bebas dari PMK dengan vaksinasi, Pada tahun
2021, Sidang Umum ke-88 WOAH menyatakan perkebunan
Acre, Parana, Rio Grande do Sul, dan Rondonia bebas dari PMK
tanpa vaksinasi, Sertifikasi juga diperluas ke 14 kota di
Amazonas dan lima kota di Mato Grosso pada tahun 2022,
Hingga saat ini, Brazil secara konsisten berupaya untuk
mempertahankan statusnya sebagal negara bebas PMK tanpa
vaksimnasi.

Kesimpulan

Brazil merupakan negara yang pernah terkena wabah PMK pada
tahun 2005 dan 2006 kemudian mengatasinya dengan baik.
Dampak PMK bagi Brazil dirasakan sangal merugikan sector
agro-ternak maupun ekspor preduk komoditas peternakan ke
negara-negara WTO akibat adanva pelarangan ekspor dari
negara yvang terpapar PMK. Brazil membutuhkan waktu 12
tahun untuk mendapatkan pengakuan WOAH sebagai negara
bebas PMK dengan wvaksinasi, dan 15 tahun untuk
mendapatkan pengakuan sebagai negara bebas PMK tanpa
vaksinasi, Brazil menjalankan 2 (dua) strategi utama dalam
membebaskan diri dari PMK, vaitu melaksanakan rencana aksi
PHEFA dan melaksanakan sistem surveilans pasif secara
konsisten dan berkesinambungan.

6. RKarakhstan

Rondisi Umum PMK

Kazakhstan adalah negara besar di Asia Tengah, berbatasan
dengan Federasi Rusia di utara dan barat, Cina di timur, dan
Ryrgyzstan,Uzbckistan, dan Turkmenistan di selatan. Menurut
Layanan Informasi Statistik Kazakhstan, pada tahun 2020, ada
sekitar B,1 juta ekor sapi dan 71,7 juta ekor domba diternakkan
di padang rumput yang luas di negeri itu. Sclama tahun 1955-
2013, Kazakhstan melaporkan kejadian PMK di wilayahnya,
Wabah tersebut terkait dengan serotipe O dan A dari virus PMK
dan hewan yang paling banyak terjangkit adalah sapi. Beberapa
strategi pemberantasan PMK vang diterapkan di Kazakhstan
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berujung pada pengakuan World Organization for Animal Health
(WOAH) yang menyatakan Kazakhstan schagai negara vang
bebas PMK dengan vaksinasi parsial pada tahun 2015. 2 tahun
berikutniya vaitu pada tahun 2017, Republik Kazakhstan
menerima  pengakuan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia
(WOAH] atas statusnya sebagai bebas PMK dengan vaksinasi,
hingga pada tahun 2018 beberapa zona di Kazakhstan
mendapat status zona bebas PMEK dimana vaksinasi tidak
dilakukan atau zona bebas PMK tanpa vaksinasi.

Dampak PMK

Sama halnya dengan Brazil, terdapat 2 (dua] dampak utama

PMK bag: Kazakhstan, yaitu;

1] PMK merupakan penyakit sangat menular di antara hewan
dan menyvebabkan kerugian yvang signifikan pada sektor
agro-ternak.

2) Kazakhstan mengalami kesulitan dalam mengekspor
produk asal hewan ke negara-negara anggota WTO,
dikarenakan adanya larangan ekspor untuk negara yang
belum bebas PMK.

Strateg Pemberantasan PMK

Strategi Kazakhstan adalah melakukan pencegahan dan
mematuhi  strategi  pemberantasan PMK  sesual  dengan
persyaratan internasional secara ketat serta melakukan
perubahan sistemik dalam layanan veteriner (veterinary
services]. Struktur VS Kazalkhstan dapat dilihat pada gambar
berikut ini;

Gambar 20. Struktur VS Kazakhstan

Pada gambar diatas dapat dilihat bagaimana kolaborasi
antara lembaga pemerintahan dan non pemerintahan dalam
menjalankan fungsi veteriner di Kazakhstan, Kementerian
Pertanian sebagai otoritas veteriner pusat berkolaborasi dengan
H'EE'E.!"EEI'J‘H:H Veteriner dan Keamanan Fitosanitari den Lembaga
Kajian dan Penelitian Kehewanan. Kazakhstan memiliki Komite
l-:mlleI dan Pengawasan Kehewanan vang membawahi Pusat
Reiﬁ:renm Kehewanan Nasional, Laboratorium Kehewanan
Nasional, serta Komunitas Antiepizootik vang masing-masing



memiliki kantor cabang, Selengkapnya dapat dilthat pada
gambar 21. Revitalisasi VS wvanpg dilakukan EKazakhstan
merupakan stratcgli pertama yang dilakukan dalam rangka
pengendalian PMEK disana, Adapun milestone dari penguatan VS
Kazakhstan dapat diuraikan sebagal berikut:
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11)

Pembentukan Komite Kontrol dan Pengawasan Kehewanan
(201 1).

Misi1 PVS pertama di Kazalkhstan (2011).

Kesepakatan Program HKerjasama diantara Pemerintah
Republik Kazakstan dan WOAH ditandatangani (2012).
Badan eksekutil regional membentuk badan kehewanan
daerah (2012).

Melakukan identifikasi hewan ternak dan pembangunan
basis data peternakan (2012},

Pembentukan Kantor koordinasi WOAH subregional (2013).
Pembelian bahan dan  teknis peralatan bagl pusat
kehewanan dan dokter hewan (2013).

Pembangunan laboratorium kehewanan di 11 wilavah dan
103 kota atau kabupaten (2014,

Pembangunan Processing Center for identification tags
distribution (2014).

Program pengendahan PMEK (Official Contol Programme
Fﬂ-ﬂth and Mouth Disease — OCP-FMD] disetujui oleh WOAH
2016).

Melakukan follow-up terhadap misi PVS (2018},

Stratcg  kedua yang  dilakukan Kazakhstan adalah

surveilans terhadap virus PMK di negaranya, meliputi:

1]

2)

3)

Menyurun perencanaan untuk pengendalian, pencegahan,
dan penghapusan PMK.
Organisasi veteriner telah dibentuk di tingkat regional
Organisasi tersebut berfungsi untuk melakukan tindakan
veteriner terhadap PMK, termasuk pengambilan sampel
bahan, vaksinasi dan identifikasi ternak.
Tindakan veteriner berdasarkan prinsip analisis, penilaian
risiko dan manajemen.  Tindakan  dilaksanakan
berdasarkan hasil:
a) Studi pemantauan pada prowein  nonstruktural
penyakit kaki dan mulut
b Zonasi wilayah oleh PMK menurut hasil penelitian
ilmiah dan laborarorium dan dengan
mempertimbangkan rekomendasi dari WOAH
¢l  Sistem pengawasan cpizootik diterapkan melalui pasif
dan aktif kontrol
d] ldentifikasi hewan ternak yvang baru lahir
e] Imunisasi khusus PMK digunakan sesuai kerangka
strategi yang dipilih, berdasarkan pada: '
(1) =zomasi wilavah
(2) Frekuensi vaksinasi dan waktu nya
(3] Hubungan diagnostik penelitian dengan jenis
vaksin vang digunakan.
(4) Emergency Veterinary Response Plan
Strategi  ketiga yang dilakukan Kazakhstan dalam

mengendalikan PMEK adalah Pelaksanaan Vaksinasi i
Vaksinasi, meliputi: inasi di Zona

1]

Prnggunaun_ vaksir_l impor terus menjadi taktik utamsa
untuk melindungi hewan dan membatas potenst
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penvebaran PMK dan negara-negara tetangga ke selatan

dan timur Kazakhstan di mana strain virus PME vang

berbeda muncul.

2] Sapi muda dumumsas: dan usia 4 bulan sementara domba
dan kambing divaksinasi dari usia 3 bulan dan kedua
spesies divaksinasi ulang setiap 3 bulan hingga mencapai
usia 18 bulan.

3] Hewan dewasa divaksinasi setiap 6 bulan.

Strategi keempat yang dilakukan Kazakhstan dalam
mengendalikan PMK adalah Pelaksanaan Training Simulasi.
Tujuan dilaksanakannva pelatihan ini adalah:

1]  Untuk melakukan penilaian yang komprehensif terhadap
respond dari veternary Service | lavanan kehewanan jika
terjadi wabah PMK dan untuk mengidentifikasi potensi
Kekurangan untuk meningkatkan kualitas layanan
kehewanan. Taehun 2016, pelatihan simulasi dilakukan di
distrik Nunnsky di Wilayah Karaganda dengan partisipasi
pakar internasional dari WOAH, Dr. Mariano Ramos.

2) Meningkatkan analisis risiko dalam merencanakan
program pengendalian penyakit dan sistem peringatan dini
(early warning system). Tahun 2018 diadakan pelatihan di
distrik Akzhaiksky di wilayah Kazakhstan Barat dengan
partisipasi perwakilan dari kantor sub-regional WOAH,
Peserta; dokter hewan negeri dan swasta, dokter hewan,
stal laboratorium, perwakilan departemen urusan dalam
negerl, layanan sanitasi-epidemiologi dacrah dan propinsi,
asosiasi kehewanan dan petani,

Strategi kelima vang dilakukan Kazakhstan dalam
mengendalikan  PMK  adalah pembagian  2zona.  Tujuan
dilaksanakannya pembagian zona pemisahan ini adalah:

1] Memperkuat tanggung jawab unit teritorial administratif

2] Kondisi iklim masing-masing wilavah tidak sama, sehingga
zonasi dapat dilakukan berdasarkan kesamaan kondisi
iklim.

3) Pergerakan hewan di masing-masing dacrah tidak sama,
sehingga =zonasi dapat dikelompokkan berdasarkan
pergerakan hewan,

4) Memastikan penilaian vang lebih rinci dari risiko masing-
masing dacrah dan tanggung jawab pejabat ditetapkan

3) Meningkatkan efisiensi dalam mengelola digitalisasi,
dukungan keuangan program dan tingkat dukungan
daerah yvang disediakan

6} Dalam kasus manifestasi penyakit, prosedur pembatasan
harus diambil schubungan dengan wilayah, dengan
mempertimbangkan regionalisasi,

Progress Pemberantasan PMK

I"-:'I-En}'usl.l.l pemberitahuan langsung yvang diterima dari Delegasi
kazakhstan kepada Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH)
tentang wabah penvakit mulut dan kuku (PMK) di Shetskiy,
Qaraghandy, status 'zona bebas PMK di mana vaksinasi tidak
1%1iakukafn di Zona 5 Kazskhstan termasuk bagian tengah dan
tmur wilayah Karaganda dan bagian selatan wilavah Akmola
dan F:a‘v[udﬂr ditangguhkan mulai 3 Januari 2022, Kazakhstan
saat ini melakukan vaksinasi PMK di wilavah zona bebas PMK d;
mana vaksinasi tidak dilakukan.
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Kesimpulan

Kazakhstan mengalami wabah PMK seclama tahun 1955
hingga tahun 2013. Namun Kazakhstan hanya membutuhkan
waktu 2 tahun untuk mendapatkan pengakuan sebagal negara
vang bebas PMK dengan vaksinasi parsial pada tahun 2015,
dilanjutkan 2 tahun berikutnva mendapatkan pengakuan
sebagai negara bebas PMK dengan vaksinasi pada tahun 2017,
Kazakhstan akhirnya mendapatkan pengesahan scbagai zona
bebas PMK dimana vaksinasi tidak dilakukan pada tahun 2018,
Secara keseluruhan, Kazakhstan hanya membutuhkan waktu
kurang lebih 4 tahun untuk berada pada tahap 4 PCP-FMD
dengan status negara bebas PMK dengan Vaksinasi.

Cepatnya Kazakhstan dalam memperoleh status bebas PMEK
terscbut tidak terlepas dari 5 (lima) upaya stratcgis yang
dilakukan Kazakhstan, wvaitu revitalisasi VS, menjalankan
program pemantauan PMK [(OCP-FMD) sesual standar WOAH,
pelaksanaan vaksinasi pada zona vaksinasi vang ditentukan,
pelaksanaan pelatihan simulasi serta pembagian =zona
permisahan,

7. Jepang

H.

Kondisi Umum PMK

Negara jepang merupakan salah satu negara vang bebas
dari virus PMK. Scjak tahun 2011 hingga saat ini WOAH
menyvatakan jepang sebagai negara bebas PMK dengan status
tanpan vaksinasi. Wabah PMK pertama kali muncul pada tahun
1902, kemudian tahun 2000, dan terkahir pada tahun 2010,
Virus PMK yang terdeteksi tahun 2010 merupakan virus dengan
scrotype O pada peternakan di Kawasan (prefektur) Mivazaki,
Pandemi PMK berlangsung selama 2,5 bulan, vaitu mula
tanggal 20 April 2010 hingga 4 Juli 2010, Selama kurun waktu
tersebut, terjadi 292 outhreak wvang berdampak pada
pemusnahan sekitar 297 808 hewan ternak (sapi dan babi).

Setelah konfirmasi kasus pertama, pemerintahan jepang
langsung mcnerapkan prosedur pengendalian wabah, vaitu
pembatasan pergerakan hewan, terutama pada wilavah yvang
lerjangkit  wabah. Disamping penerapan  pembatasan
pergerakan, pemerintah juga melakukan pemusnahan terhadap
hewan terjangkit/dicurigai terjangkit (stamping out), dan
penyemprotan disinfektan. Ketika seluruh prosedur tersebut
dilaksanakan dan penyebaren semakin luas (hingga ke Ebino
yang berjarak V2 Km), maka pemerintahan segera pemberian
vaksin darurat pada wilayah peternakan yang terdampalk untuk
mencegah penularan.

Berdasarkan hasil investigasi Epidemiologi, dicurigai
penyakit mulut dan kuku teriah berada di kawasan Mivazaki
satu bulan sebelum terdeteksi, Keterlambatan dalam deteksi
dini tersebut menvebabkan penvebaran wabah tidak terkendali
pada awal pandemi. Pengendalian wabah semakin  sulit
dilaklulcan karena kawasan Miyazaki merupakan kawasan yang
meruliki populasi sapi dan babi vang tinggi. Penvebaran virus
yang sangat cepal di wilayah yang padat dengan populasi ternak
menyebabkan petugas kesulitan dalam menentukan lokasi
penguburan ternak.



Dampak PMK

Pandemi wabah PMK di jepang berlangsung culkup singkat vaitu
hanya selama 2,5 bulan dan berhasil dilokalisasi di wilayah
Mivazaki saja. Namun, dampak yang ditmbulkan cukup
signifikan bagi industri peternakan. Selama kurun waktu 2,5
bulan, pemernntah jepang sudah memusnahkan hewan ternak
sebanyak 297 808 dan memberi vaksin 126.000 hewan ternak
dar 1.066 peternakan. Dari program pemusnahan (stamping
out) dan vaksinasi ternak, pemerintah jepang mengeluarkan
total biaya mencapai $550 juta sebagai kompensasi penuh bagi
peternak vang terdampak. Disamping itu, pemerintah jepang
juga memberikan bantuan finansial untuk membangun kembali
industn peternakan. Pemusnahan terhadap hewan ternak vang
terjangkit dan divaksin berdampak pada berkurangnya
ketersediaan produk peternakan.

Strategi Pemberantasan PMK
Terdapat tiga strategi utama jepang dalam menghadapi wabah
PMEK, waitu Strategi terkait pencegahan, strateg terkait
kesiapsiagaan, dan strategi Ketika terjadi wabah PME. Ketiga
strategl utama tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
1} Strategi pencegahan PMK
Strategi  yang dilakukan pemerintah Jepang dalam
mencegah masuknyva PMK kedalam wilavah Jepang adalah:
a] Melaksanakan pemeriksaan di wilayah perbatasan dan
karantina untuk hewan hidup/daging/ produk hewan.
b) Sedap ternak/daging/produk hewan yang diimpor
harus memiliki sertifikat kesehatan vang dikeluarkan
oleh otoritas vang berwenang dari negara pengekspor.
c) Memberlakukan pelarangan impor terhadap komoditas
ternak dari negara atau zona yang terinfeksi PME
d} Memberlakukan prosedur karantina selama 15 hari
seterlah kedatangan terhadap hewan hidup.
€] Memperketat pemeriksaan terhadap penumpang/

wisatawan;
(1) Petugas karantina akan mewawancarai
penumpang, memeriksa s/ koper/barang

bawaan, dan memusnahkan produk hewan di
bandara/Pelabuhan (jika diperiukan).
(2) Menaruh anjing pelacak di Pelabuhan/bandara
internasional, dan kantor pos
(3) Memperketat pemeriksaan terhadap pakel vang
dikirim melalui pos atau kurir
(4] Menaruh matras Kkhusus yang menganduk
disinfektan (Shoe sole disinfection mats) di
Pelabuhan /bandara internasional.
(3) Meningkatkan jumlah denda terhadap
pelanggaran hingga $25.000
2] Strategi kesiapsiagaan PME
Strategi Kesiapsiagaan PMK dilakukan Permerintah Jepang
dalam mengantisipasi masuknva wabah PMK kedalam
negaranya. Strategt kunci  kesiapsi .
dilakukan Pemerintah Jepang EdEi_]HhP; VS SRR
1) Fcn?rapaﬂ sistem deteksi ding (segera melapor kepada
otoritas setempat jika menemukan gejalan PMK)



.

2) Jika dicurigal adanyva PMK, otoritas setempat langsung
mendatangi untuk melakukan pengecelkan

3] Melakukan pengujian sampel olech National Institute of
Animal Health (NIAH).

3) Strategi Ketika terjadi wabah PMK

Strategi kunci vang dilakukan pemerintah Jepang jika

terjadi wabah PMK adalah:

1) Diberlakukan pembatasan bergerakan hewan di
wilavah terkonfirmas:

2) Dilakukan pemusnahan terhadap hewan terinfeksi
(stamping out) dan Mengubur seluruh karkas (dalam
waktu 72 jam) dan menvemprotkan disinfektan

3} Vaksinasi

4| Menerapkan prosedur pengawasan (surveillance) ketat

Pembatasan pergeraran dan pemusnahan hewan ternak
merupakan strategi utama dalam penanggulangan PMK di
jepang. Ketika terdapat kasus terkonfirmasi, maka prosedur
pembatasan pergerakan hewan ternak segera diterpakan dalam
radius 10 Km. Di dalam zona ini, segala jenis hewan ternak atau
hewan berkuku terbelah, karkas, kotoran, peralatan di
peternakan, dan segala benda vang berpotensi memindahkan
virus dilarang untuk keluar zona tersebut. Disamping
menerapkan pembatasan pergerakan secara ketat, seluruh
hewan ternak yang terjangkit dan dicurigai terjangkit di
kandang yang terinfeks: segera dimusnahkan (stemping out)
Kontaminan seperti karkas, kotoran, sisa makanan, dan
kompos harus segera dikubur atau disemprot disinfektan.

Ketika  tindakan pencegahan, seperti  pembatasan
pergerakan dan stemping out, terbukti tidak cukup dan masih
kurang untuk mencegah penyebaran wabah PMK maka
diberlakukan program wvaksinasi darurat. Program vaksinasi
dilakukan pada zona dengan radius 10 KM terhadap hewan
berkuku belah, terutama sapi dan babi yang berusia di atas 14
hari. Vaksin yang digunakan adalah vaksin tipe ), vaitu O1-
Manisa. Program vaksinasi dilaksanakan selama lima hari vaitu
dari 22-26 Mei terhadap total 126.000 hewan dari 1.066
peternakan. Hewan yang telah divaksin tidak boleh dipindahkan
dan kemudian dimusnahkan, Pada tanggal 30 Juni, ketika
sudah tidak ada kasus baru terkonfirmasi, semua hewan yang
divaksinasi dimusnahkan dan dikubur dan susu mentah dari
hewan yang divaksinasi dibuang di fasilitas pengomposan, dan
feses dinonaktifkan dengan proses pengomposan,

Strategi  terakhir vang diterapkan adalah melalkukan
pengawasan  (surveillance) secara ketar. Penhawasan klinis
(pengawasan serologis) secara ketat dilakukan terhadap hewan
ternak vang tersisa di peternalkan vang berada pada zona
pelarangan pergerakan. Pengawasan klinis ditcrapkan pada
peternakan sapi dan babi yang berada pada radius 3 Km dengan
peternakan  yang terinfeksi  pengawasan klinis  tersebut
dilakukan dengan menggunakan iquid-phase blocking ELISA
(LPBE] di NIAH. Seteleh 21 harn sejak dilakukannya
pemusnahan dan penguburan ternak dan tidak ada kasus baru
yang terkonfirmasi melalui program pengawasan, maka program
pembatasan  pergerakan  segera  dihentikan,  Kemudian
pengawasan klinis dilaksanakan pada seluruh peternakan sapi
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dan babi di Kawasan Miyazaki untuk memastikan tidak ada lagi
PMK di Kawasan tersebut.

Setelah memastikan tdak ada lagi PMK di Kawasan
Mivazaki, maka pemerintah segera menjalankan program
kompensasi. Kompensasi penuh diberikan pemerintah kepada
peternak yang hewan ternaknya mati dan dimusnahkan dan
kepada peternak yvang hewannyva divaksin. Nilai dari kompensasi
dihitung berdasarkan market value dari hewan tersebut. Total
biava wang dikeluarkan oleh pemerintah untuk program
kompensasi bernilai $550 juta. Selain memberikan kompensasi,
pemerintah juga mendukung rekonstruksi industri peternakan
vang terdampak secara ekonomi akibat terjadinya wabah PMK
melalui berbagai bantuan ekonomi.

Kesimpulan

Keberhasilan pemerintah jepang dalam penanggulangan
pandemi PMK merupakan hasil dari respon cepat pemerintah di
tahap awal terjadinva wabah. Ketika rerjadi outbreak,
pemerintah  segera  memberlakukan program  pembatasan
pergerakan secara ketat dan pemusnahan hewan ternak vang
terinfeksi dan hewan ternak yang dicurigal terinfeksi (stemping
out]. Ketika usaha tersebut dirasa masih kurang efektif,
pemerintah segera memberlakukan program vaksinasi. Program
vaksinasi terbukti berhasil menghambat penyebaran virus, hal
ini ditunjukkan dengan menurunnya angka penvebaran wabah
dua minggu setelah pelaksanaan program vaksinasi.

Walaupun pemerintahan jepang dapat dikatakan sangat
sukses dalam penanggulangan wabah PMK, namun program
deteksi dini terhadap wabah PMK masih perlu ditingkatkan,
Berdasarkan hasil investigasi epidemioclogi, dicurigai bahwa
penyakit PMK sudah berada di jepang selama satu bulan
sebelum munculnva kasus terkonfirmasi, Dengan demikian
pemutusan mata rantai | penyebaran  virus  terlambat
dilaksanakan.

8. Uni Eropa [regional)

a.

Kondisi Umum PMK

Sejak perang dunia ke dua, vaksinasi diperkenalkan di
negara Eropa dan terbukti efektif, Pada akhir 1980an. PMK
telah menghilang dari Eropa dan strategi tanpa vaksinasi telah
disepakati {The Belgian EU Residency, 2001), Sejak dinyvatakan
menghilang dari Eropa, terjadi 3 itiga) kali wabah di tahun 2001
dan 2007 di Ingeris dan Belanda. Pada tashun 2011 PMK terjadi
di Bulgaria.

Wabah PMK pertama di Inggris diumumkan pada 21
Februari 2001. Wabah menyvebar dengan cepat diantara hewan
ternak, terutama domba dan sapi hingega mencapai 1,461 ekor
pada 20 April 2001. Pada bulan Maret, Belanda mengkonfirmasi
wabah PMK di negara tersebut. PMK vang tendentifikasi di
Eropa pada tahun 2001 dikaitkan dengan masuknya serotipe O
Pan ASIA yang belum pernah terjadi sebelumnya (Knowles et al..
2001). Virus tersebut terdeteksi pertama Kali pada tahun 1990
di India dan menyvebar dengan cepat ke timur maupun ke barat
(Sobrino, dkk, 2001}, Dugaan penyebaran dikarenakan
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dorongan ekonomi global dengan pasar terbuka dan seringnya
pertukaran ternak jarak jauh yang tidak terlindungi.

Wabah PMK kedus di Inggris di pada tahun 2007. Pertama
kali terkonfirmasi pada 3 Agustus 2007 di peternakan sapi
dekat GuildFord, Surrev., Berdasarkan Council Directive
2003/85/EC, dilakukan pemusnahan terhadap ternak, serta
zona perlindungan radius 3 kilometer dan zona pengawasan
seluas 10 kilometer. Selain itu, pergerakan ternak pada Britania
Raya bagi semua ruminansia dan babi telah diberlakukan. Pada
tanggal 7 Agustus 2007, kasus kedua dikonfirmasi di zona
perlindungan yang ditetapkan di sekitar wabah pertama. Pada
tanggal 12 September 2007 kembali terkonfirmasi wabah PMK
di Surrev sehingga dilskukan pemusnahan hewan pada tanggal
13 September. Secara total Inggris mengonfirmasi 8 (delapan)
wabah tambahan PMK sejak Agustus 2007,

Wabah PMK selanjutnya di Uni Eropa terjadi pada 5
Januari 2011 di Bulgana, tepatmyva di daerah Makevtei, desa
Kasti, Malke Tarvono - Burgas, sekitar 2 kilometer dari
perbatasan Turki. Bulgaria menetapkan langkah-lanpgkah yang
diatur dalam Council Directive 2003/85/EC tentang Langkah-
langkah Komunitas untuk Pengendalian PMK. Arahan spesifik
vang dilaksanakan Bulgaria dalam penanggulangan PMK adalah
penangguhan perburuan dan larangan memberi makan hewan
liar, menempatkan hewan dari spesies rentan ke bawah
pengawasan resmi, mnspeksi oleh dokter hewan resmi dari
semua hewan liar yang ditembak atau ditemukan mati, serta
program pengawasan dan pencegahan. Jika diperlukan,
transportasi dan pergerakan hewan dari spesies rentan dari dan
ke daerah tersebut, akan dibatasi. Secara total, Bulgaria
mengalami 11 wabah PMK hingga bulan April 2011 (European
Commission, 2020),

Dampak PMK

Wabah PMK di Britania Rayva pada tahun 2007 berbeda
dengan tahun 2001. Walaupun hanya terjadi pada 8 wilayah
geografis yang relatifl kecil, namun dampaknya terasa di seluruh
Britania Rava [Anderson, lain, 2008). Kerugian vang dimaksud
memicu Uni Eropa mengeluarkan larangan impor daging segar,
hewan hidup dan produk susu dari Inggris. Larangan it
merugikan industri ekspor daging senilai US$ 1| miliar per
tahun. Kerugian tersecbut cenderung lebih  kecil jika
dibandingkan dengan kerugian pada tahun 2001 sebesar US$
17,3 miliar. Perbedaan pada tahun 2001 adalah pencegahan
dan tindakan dini dilakukan untuk menghentikan penyebaran
wabah dibanding tahun 2007 (Fallon, 2007). Hasil pertanian
menyumbang sekitar 1% dari PDB Inggris,

Dampak lain dari PMK adalah naiknya harga daging dan
meningkatkan inflasi secara keseluruhan diatas target Bank of
England. Ada pula kekhawatiran dari kelompok tani bahwa
harga turun jika masyarakat berhenti makan daging Pada
akhirnya, hal tersebut akan berdampak pada pendapatan petani
dan terganggunya rantai pasok.

Wabah PMK yang menyebar di Bulgaria membawa dampak
terhadap perekonomian Bulgaria (Boshnakova, 2011). Pertama
terkait perdagangan luar negeri, dimana hanya Ukraina dan
Moldova, vang bukan mitra dagang utama ternak/daging
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Bulgana, vang melarang impor dari Bulgaria, D1 pasar domestik
sendiri terjad: gejolak industri makanan menyusul pembatasan
perdagangan olch Uni Eropa pada 7 distrik di Bulgaria.
Kerugian terjadi pada tempat pengolahan 64 pengolahan susu
dan 92 pengolahan daging di 7 distrik tersebut karena tidak
dapat memperdagangkan produknyva ke distrik lain meskipun
bahan baku yvang digunakan tidak berasal dari wilayah wabah.

Dampak domestik lainnva di Bulgaria terhadap pengolah
daging dari wilayah terbatas yang hanyva dapal memproscs
daging asal Uni Eropa (bukan daging lokal] dan tidak dapat
menjualnva ke pembeli di distrik vang tidak diawasi. Hal
tersebut mendorong pelanggaran besar-besaran terhadap
kontrak pemasok. Rantai pasok bagi supermarket menjadi panik
karena tidak bisa mendapatkan produk lokal vang cukup.
Asosiasi Pengolah Daging memperkirakan 23% kapasitas
industri berada di daerah terlarang. Perusahaan mulai
menderita kerugian dan kehilangan pasar. Dikhawatirkan,
perusahaan atau petani akan bangkrut.

Strategi Pemberantasan PMK

Sirategi penanganan PMK yang terjadi di dua wilayah vaitu

Hritania Raya dan Bulgaria mengikuti Council Directive

2003/85/EC. Dari 3 (tiga) wabah PMK vang terjadi di Britania

Raya (2001 dan 2007) dan Bulgaria (2011), terbagi menjadi 3

[tiga):

1] Pemusnahan ternak yang sudah terkena wabah

2] Penetapan sistem zonasi untuk mencegah penularan
dimana terdapat 2 (dua) zona vaitu Zona perlindungan
dengan radius 3 kilometer dan Zona Pengawasan dengan
radius 10 kilometer

3) Pembatasan pergerakan dari dan ke wilayah yvang terpapar
wabah PMK.

The Global FMD Conrtrol Strategy [WOAH)

The Global FMD Control Strategy merupakan strategi vang
dikeluarkan oleh WOAH sebagai panduan dalam mengendalikan
penyebaran PMK di dunia. Tujuan utama the global FMD control
strategy adalah berkeontribusi dalam menurunkan kemiskinan
dan meningkatkan taral hidup masyarakat pada negara
berkembang serta melindungi dan memajukan perdagangan
hewan (ternak| serta produk pangan asal hewan sccara global
maupun regional. Tujuan khusus the global FMD control
strategy adalah meningkatkan pengendalian Penvakit Mulut dan
Kuku (PMK) di wilayah endemik PMK, dengan demilkian maka
akan melindungi status pengendalian penvakit hewan di negara
lain di dunia. The global FMD control strategy tidak hanya
bertujuan mengurangi dampak PMK pada produk asal hewan di
;;IEETE berkembang saja, namun juga pada negara terbebas

Berdasarkan The Global FMD Control Strategy, strategi
pengendalian PMK secara umum dibagi menjadi 3 (tiga)
kompenen, yaitu (i) Komponen 1 Meningkatkan pengendalian
PMK_ secara global; (i) Komponen 2: Memperkuat lavanan
veleriner  (velerinary services - VS); (i) Meningkatkan
pencegahan dan pengendalian atas penyakit ternak lainnya.
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Adapun target yang ingin dicapai melalui The Global FMD

Control Strategy ini adalah:

1) Dalam waktu 15 tahun, negara vang masih berada pada
tahap 1 dan 2 PCP akan meningkal paling tidak 2 tahap
dalam PCP. Hal ini berarti bahwa pada akhlir periode The
Global FMD Control Strategy ini maka seluruh negara
sudah mencapai paling tidak tahap 2 PCP.

2]  Negara vang berada pada tahap 2 atau 3 PCP seharusnya
juga dapat meningkat 2 tahap, walaupun tujuan akhirnya
akan sangal bergantung kepada keputusan negara tersebut
berdasarkan berdasarkan studi efektifitas biava vang
dilakukan.

3] Negara atau wilayah/zona yang sudah mendapatkan
pengesahan bebas PMK dari WOAH akan mempertahankan
statusnya atau dapat meningkatkan statusnya (misal dari
bebas PME dengan vaksinasi menjadi bebas PMK tanpa
vaksinasi)

Progressive Control Pathway Footh and Mouth Disease (PCP-

FMD).

Progressive Control Pathway Footh and Mouth Disease [PCP-

FMD) merupakan tools yang digunakan dalam mengendalikan

PMK. PCP-FMD didedsain sebagai panduan negara-negara

untuk  merencanakan dan  mengelola upava dalam

meningkatkan tingkat pengendalian PMK dari mulai tahap awal

hingga ke titik dimana negara tersebut mengajukan pengesahan

ke WOAH untuk ditetapkan sebagai negara bebas PMK (dengan

atau tanpa vaksinasi). PCP-FMD dilaksanakan melalui 5 tahap

pengendalian PMK (PCP-FMD stagej, vaitu:

1)  Tahap 1 (Stage 1): Fokus dalam memahami epidemiologi
dan penilaian risiko

2) Tahap 2 (stage 2|: Fokus dalam [mplementasi strategi
pengendalian yang dipilih yvang mungkin menargetkan
provinst atau Kab/Kota maupun sektor atau sub sektor
pembangunan . Tahap ini biasanya melibatkan vaksinasi.

3) Tahap 3 (stage 3): Menerapkan mekanisme tanggap darurat
di seluruh wilayah negara sebagai perluasan upava
pengendalian ke zona maupun seluruh wilayah negara
serta melibatkan seluruh spesies domestik yang rentan
PMK = Pada tahap ini program pengendalian PMK nasional
dapat diajukan ke WOAH untuk mendapatkan pengesahan
sehingga dapat menambah kreadibilitas internasional.,

3| Tahap 4 (stage 4): Aktivitas pengendalian berlanjut dengan
fokus utama pada pencegahan/preventilf < Pada tahap ini
WOAH akan melakukan asesmen untuk menetapkan
negara atau zona terbebas PMK dengan vaksinasi

2]  Tahap 5 (stage 5): Siruasi sudah meningkat ke level dimana
negara sudah dapal mengajukan penetapan WOAH sebagai
negara bebas PMK dengan vaksinasi & Pada tahap ini
WOAH akan melakukan asesmen untuk menetapkan
negara atau zona terbebas PMK dengan atau tanpa
vaksinasi.

Secara umum, tahapan PCP-FMD dalam pengendalian PMK

dapat digambarkan scbagai berikut:
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Cambar 21, Tahapar dalam PCP-FMD

Sasaran vang ingin dicapai atas setiap tahapan PCP-FMD
adalah:

1
2]

3

4

5|

Sasaran tahap 1: Dilaksanakannava studi komprehensif

terhadap perencanaan epidemiologi PMK

Sasaran tahap 2: Tersedianya rencana pengendalian PMK

berbasis risiko

Sasaran tahap 3:

a) Tersedianya strategi agresif untuk mengeliminasi PMK

b Mengajukan program pengendalian PMK nasional ke
WOAH untuk disahkan

Sasaran tahap 4 Siap untuk mengajukan pengesahan

sebagai "negara bebas PMK dengan vaksinasi®

Sasaran tahap 5 Siap untuk mengsjukan pengesahan

sebagai “negara bebas PMK tanpa vaksinasi”

Serligp tahap dalam PCP-FMD memiliki fokus, kebutuhan
minimal serta oulcomes kunci/utama yang harus dicapai,

scperti ditunjukkan pada tabel berikut ini;
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Negara perlu melakukan asesmen untuk mengetahui berada
pada posisi/tahapan berapa, sehingga dalam mementukan
program pengendalian PMK nasional menjadi lebih terarah dan
fokus, Asesmen dapat dilakukan secara mandiri, meminta
kelompok kerja PMK global untuk melakukan asesmen terkait
menyatakan pada tahap PCP mana negara tersebut berada
maupun bisa melalui penilaian melalui General Framework [or
the Progressive Contorl of Transhoundary Animal Diseases [GF-
TADs].

Performance of Veterinary Services {PVS)
The OIE PVS pathway merupakan tools dasar yang komponen 2,
akan digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan layanan
veteriner (VS8), memonitor peningkatan/kemajuan layvanan
veteriner (VS), Mengidentifikasi dan menilai tingkat investasi
vang dibutuhkan untuk mengeliminasi kesenjangan dengan
standar OIE, maupun digunakan sebagai panduan dalam
aktivitas capacity building, Prinsip dasar dari kualitas lavanan
veteriner (VS) dapat dideskripsikan dan diklasifikasikan
kedalam 4 komponen fundamental, yaitu:

1] Sumberdaya manusia, fisik dan keuangan untuk menarik
dan mempertahanken profesional dengan kemampuan
teknis dan kepemimpinan untuk melaksenakan peran
mereka pada sektor peternakan.

<) Kewenangan teknis dan kemampuan untuk menangani isu-
isu terkini maupun isu baru termasuk pencegahan dan
pengendalian bencana biologis berdasarkan prinsip-prinsip
ilmiah.

3) Interaksi yang berkelanjutan dengan sektor privat dalam
mengembangkan dan mengimplementasikan program dan
layvanan Bersama.

4) kemampuan untuk memfasilitasi akses pasar melalui
kepatuhan terhadap standar vang ade dan penerapan
disiplin baru seperti harmonisasi standar, kesetaraan dan
ZONASL.

Terdapat beberapa kompetensi kritis pada PVS berhubungan

dengan tahapan dalam PCP-FMD sehingga pelaksanaan PVS

akan dapat mendukung terwujudnya tahapan dalam PCP-FMD
tersebut, Keterkaitan antara kompetlensi kritis PVS denga
tahapan dalam PCP-FMD dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Critical Competencies (CCs| yang relevan Lffufl CC yang
dengan PCP-FMD ataplkan
. [berdasarkan OIE PVS tools seventh edition, | Pda tahapan
T 2019) PCP FMD
123|415

Prafessional and technical staffing

I.1.A. |of veterinarians and other 2133
| professionals |university qualified)

1.1.g. | Prolessional and technical staffing

ol veterinary para-professionals 2138
Competencies and educati ' =~ 1
| 12A ‘-'ﬂ-:nl'}rf e nd education of 2|3 E
| [.2.B. | Competencies and education of [T
| veterinary para-professionals f12]3
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dengan PCP- FMD pada taképan
[hﬂdlmhnﬂml’vﬁmhmﬂﬂ:ﬂﬂh "PCP FMD
2019) L D
112(3|4|5
|13 [ Continuing Education 2/313] | |
1.4 | Technical independence BIFAE: .
' Planning, sustainability and
1.5 management of policies and fl12|3
| programmes M-
Internal coordination (chain  of '
LGA | command) of the veterinarv services {|3]3 -
L7 | Physical resources and capital a9l
" | investment =
1.8 | Operational funding [ 13[4
Hi' | Emergency funding [1t13
¥ onn |§FQE'&E _to wveterinary laboratory 2122
IAENOSis -
nig | Suitability of national laboratory ilala
| system
n1.c Laboratory quality man.agtmrnt ilil2
wR system [QMS) |
.2 Risk analysis and epidemiology 2/3|2
[1.3  Quarantine and border security < L
Passive surveillance, early detection |
I1.4A | and epidemiological cutbreak | 2 | 2 | 3
investigation
IL.4.B | Active surveillance and monitoring 12 _3;_
5 Emergency preparedness and AVAE: '
response p
Disease prevention, control and
116 | cradication /|38 _
CAnte- and pest-mortem  inspection
IL7.B | at slaughter facilities and associated | / [ 13 ‘
| premises N |

Tabel 10. Pemilthan kompetensi kritis PVS (CCs)
yang terkait dengan PCP-FMD (1)

Critical Competencies {CCs) yang relevan l_'-""ﬂm EC]THHE

dengan PCP-FMD
(berdasarkan OTE PVS tools sixth edition, | P2da tahapan
: 2013)
1]2]3[4]5
LB | Veterinary medicines and biologicals /133
_ML1T  Animal feed safety [12.3
Premises, herd, batch and animal
I1.12.A | identification, tracing and {32 | 3
movement contro]
Identification, traceability and
__H_'_]_%'E control of products of animal arigin ALAL
| .1 Communication 213 [4] |
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Critical Competencies (CCs) yang relevan | 'S €C yang
_ dengan PCP-FMD m'tl ml E'Fi e
(berdasarkan OIE PVS tools sixth edition, PCP FMD
% i R
- ll.2 | Consultation with stakeholders 31833 .
Official representation and ’
b international collaboration i e
L5 ' Regulation of the profession by the /123 '
) Veterinary Statutory Body (VSB) ’
Participation of producers and other
lL.e | ek 7|23
stakeholders in joint programs
V. LA chall quality Iam:i coverage of 2|g|a
veterinary legisiation
Implementation and compliance of
i veterinary legislation | / | =
IV.5 | Transparency 233
_IV.6. | Zoning 11213

Tabel 10. Pemilihan kompetensi kritis PVS (CCs)
yang terkait dengan PCP-FMD (2]

g. Asesmen mandiri kondisi PMK di Indonesia berdasarkan
tahapan dalam PCP-FMD dan kompetensi kritis PVS

1)

Asesmen mandiri berdasarkan tahapan PCP-FMD
Asesmen mandiri dilakukan untuk mengetahui kondisi

Indonesia saat ini terhadap tahapan PCP-FMD. Hal i

dilakukan agar formulasi strategi vang diformulasikan

dapat lebih fokus dan terarah serta dapat menentukan
priofitas kegiatan Pemberantasan PMK menuju Indonesia
bebas PMK. Asesmen dilakukan dengan metode Focus

Group Discussion [FGD) secara daring dan luring (paralel)

untuk mendapatkan expert judgement atas kondisi

Indonesia dalam tahapan PCP-FMD,

Berdasarkan FGD Vvang telah dilakukan
terhadapiokus, kebutuhan minimal dan key outcomes pada
setiap tahapan PCP-FMD, maka didapatkan hasil bahwa
Indonesia saat imi dominan berada pada tahap 1 PCP-FMD,
walaupun beberapa outcomes utama tahap 2 telah
dilaksanakan sebagian. Penjelasan hasil asesmen tersebut
dapat dijabarkan scbagai berikut:

a) Outcome utama 1 pada PCP tahap 1, vaitu “Semua
sistern peternakan, jaringan pemasaran ternak dan
pengeerak sosio-ckonomi terkait untuk spesies vang
rentan PMK telah dijelaskan dan dipehami dengan
baik (analisis rantai nilai)" sebagian besar telah
tercapai. Rantai nilai peternakan sudah diidentifikasi,
namun masih perlu disempurnakan dan diformalkan.
Analisis risiko sudah dilakukan namun masih perlu
disempurnakan dan dilakukan pendalaman lebih
lanjut. Hasil analisis risiko maupun analisis rantai
nilai belum dituangkan kedalam dokumen yang
dipersyaratkan pada tahap 1 PCP, vaitu  risk
assessmen! plan dan Risk-Based Strategic Planning
(RBSP). Sedangkan outcome utama 2 pada PCP tahap
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2 vaitu pemantauan berkelanjutan atas risiko PMK
dalam =sistern peternakan vyang berbeda, (elah
dilaksanakan. Namun proses dan hasil pemantavan
tersebut masih perlu dituangkan dalam dokumen
tertulis sebagai bukti. Sehingga berdasarkan analisis
putcome 1 ini, Indonesia masih dominan berada pada
PCP tahap 1.

Chiteome utama 2 pada PCP tahap 1, yvaitu “Distribusi
PMK dapat dielaskan dan dipahami dengan baik”,
telah tercapai. Karakterisasi virus di scbagian besar
daerah tertular PMK sudah dilskukan serta
didokumentasikan dan dalam proses publikasi.
Sedangkan Outcome utama 2 pada PCP tahap 2, yaitu
"Pemantauan berkelanjutan dari strain virus yang
bersirkulasi” sudah dilakukan Sebagian dan harus
terus dilakukan secara periodic, baik seccara wakiu
dan kewilayahan, serta berkelanjutan. Sehingga
berdasarkan analisis outcome 2 ini, Indonesia masih
deminan berada pada PCP tahap 1.

Outcome utama 3 pada PCP tahap 1, yaitu “Dampak
sogio-ekonomi PMK pada stakeholder vang berbeda
telah diperkirakan® telah tercapai. Namun Indonesia
belum mencapai Outcome Wtama 3 pada PCP tahap 2,
vaitu "Langkah-langkah pengendalian berbasis nisiko
diterapkan untuk sektor atau zona sasaran,
berdasarkan rencana strategis berbasis risiko vang
dikembangkan pada Tahap 17 belum sepenuhnya
tercapal. Dokumen rencana strategis belum disahkan
sechingga belum  bisa menjadi dasar dalam
pengendalian PMEK  berbasis risiko. Sehingga
berdasarkan analisis outcome 3 ini, Indonesia masih
dominan berada pada PCP tahap 1.

Outcome utama 4 pada PCP tahap 1, vaitu “Strain
sirkulasi virus PMK yang paling umum telah
diidentifikasi” belum sepenuhnya tercapai. Strain virus
PMK telah berhasil didentifikasi melalui keglatan
surveilans, namun pengiriman sampel secara teratur
ke Laboratorium  Referensi OIE/FAO  untuk
karakterisasi virus belum dilaksanakan. Namun,
beberapa kegiatan dalam mencapai outcome utama 4
pada PCP tahap 2, vaitu “Telah dilakukan penetapan
bahwa dampak PMK sedang dikurangi dengan
tindakan pengendalian di setidaknya beberapa seltor
peternakan” telah dilakukan sebagian, seperti kegiatan
momitoring  pasca  vaksinasi  (PVM), kegiatan
pengendalian serta evaluasi  atas  Tindakan
pengendalian yang dilakukan. Sehingga berdasarkan
analisis outcome 4 ini, Indenesia masih dominan
berada pada PCP tahap 1.

Outeome utama 5 pada PCP tahap 1, vaitu “Telah ada
kemajuan menuju pengembangan lingkungan yang
memungkinkan untuk kegiatan pengendalian. Kinerja
OIE dari Veterinary Services Pathway [OIE-PVS)
menggambarkan kapasitas dan  kompetensi yvang
dibutuhkan oleh  Layanan  Veteriner untuk
mengendalikkan PMK secara efektif” Maupun Outcome
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utama 3 pada PCP tahap 2, vaitu *Terdapat
pengembangan lebih lanjut dar lingkungan yang
memungkinkan untuk  kegiatan  pengendalian”
Sebagian besar telah tercapai. Namun terdapat
beberapa hal vang masih membutuhkan peningkatan
untuk menyempurnakan tahap 1 dan 2 untuk
putcome utama 5 inl. Penandaan untuk identifikasi
ternak belum dilakukan untuk seluruh wilayvah NKRI
Hingga saat ini, penandaan sudah berjalan di 23
provinsi untuk ternak Sapi dan kerbau, baik yang
belum, sudah maupun tidak divaksin, Sehingga
berdasarkan analisis outcome 5 ini, Indonesia masih
dominan berada pada PCP tahap 2.

Outcome utama & pada PCP tahap 1, vaitu “Negara
menunjukkan transparansi dan komitmen untuk
berpartisipasi dalam inisiatif pengendalian PMK
regional” maupun Outcome utama & pada PCP tahap
2, waitu “Beberapa aktivitas pengendalian PMK
digabungkan dengan aktivitas pengendalian penyakit
hewan lintas batas lainnya” Sebagian besar telah
tercapal. Pengendalian PMK di beberapa wilayvah
belum dilbarengi dengan pengendalian PHMS lainnya
vang relevan. Pengendalian PMK dengan PHMS lain
belum menjadi kegiatan yang massif hingga saat ini.
Terkait penanganan PMK dengan PHMS lain, masih
perlu dilakukan studi kecil untuk melihat efektifitas
kegiatan ini. Pengendalian PMK Bersama dengan
PHMS lain masih dilakukan secara sporadic dan
kasuistik, belum menjadi kebijakan vang dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan, Idealnya,
penanganan PMK di suatu wilayah dapat dilakukan
bersamaan dengan PHMS lain vang terdapat pada
wilayah tersebut, sehingga pengendalian PMK maupun
PHMS lain yang berada di wilavah yang sama akan
lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Schingga
berdasarkan analisis outcome 6 ini, Indonesia masih
dominan berada pada PCP tahap 2.

QOutcome utama 7 pada PCP tahap 1, vaitu “Titk
rawan risiko penularan PMK dan dampak PMK
teridentifikasi dan ‘hipotesis kerja’ tentang bagaimana
virus PMK bersirkulasi di negara tersebut telah
dikembangkan” telah tercapai, walaupun belum
sepenuhnya berbentuk dokumen risk-assessment plan
maupun rsk-based strategic plan. Kedua dokumen
tersebut masih dalam proses penyelesaian, Schingga
berdasarkan analisis outcome 7 ini, Indonesia masih
dominan berada pada PCP tahsap 1,

Outcome utama & pada PCP tahap 1, yaitu
“Identifikasi  potensi  sinergi  dengan  inisiatf
pengendalian  penvakit hewan lintas batas lainnya”
telah lercapai  dan  dilaksanakan, Sehingga
berdasarkan analisis outcome 8 ini, Indonesia dominan
berada pada PCP tahap 1.

Outcome utama 9 pada PCP tahap 1, vaitu “Menvusun
Rencana Strategis Berhasis Risiko (RBSP)| tertulis yang
bertujuan  untuk mengurangi dampak PMK di
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setidaknya satu zona atau sektor peternalan vang
sedang dikembanglkan” telah dilakukan, namun belum
berbentuk dokumen Rencana Strategis Berbasis Risiko
(RBSP) wvang disahkan melalui Peraturan Menteri.
Sehingga berdasarkan analisis outcome 9  ini,
Indonesia masih dominan berada pada PCP tahap 1.

Asesmen mandiri berdasarkan kompetensi kritis PVS

Asesmen im1 dilahukan untuk mengetahui capaian

terkait kompetensi kritis PVS Indonesia, khususnya yang
terkaitl dengan tahapan PCP-FMD seperti disajikan pada
table 10. Hasil Asesmen menunjukkan Scbagian besar
kompetensi kritis PVS Indonesia berada pada kompetensi
kritis level 2 dan cenderung fit dengan tahap 1 PCP-FMD.
Hasil asesmen kompetensi kritis PVS vang terkait dengan
tahapan PCP-FMD dapat dijabarkan sebagai berikut:

a

5]

d]

RKompetensi krtisis  [.1.A, yaitlu “Susunan staf
profesional dan teknis veteriner dan profesional
lainnya (kualifikasi universitas)”, Indonesia dominan
masih berada pada level 2, dimana mayoritas posisi
vang membutuhkan keterampilan dokter hewan atau
profesional lainnya ditempati oleh profesional vang
memenuhi syarat di ungkat pusat dan nepara
bagian, provinsi. Level kompetensi kritis PVS level 2 ini
linier dengan tahap 1 PCP-FMD, sehingga kompetensi
krius PVS perlu ditingkatkan ke level 3.

Kompetensi krtisis [.1.B, wvaitu “Susunan staf
profesional dan teknis untuk para profesional
veteriner”, Indonesia dominan sudah berada di level 3,
dimana mayoritas posisi  vang  membutuhkan
keterampilan paraprofesional veteriner ditempati oleh
pecrsonel  vang memiliki | kualifikasi vang  sesuai.
Terdapat variabel tingkat pengawasan veteriner. Level
kompetensi kritis PVS level 3 ini linier dengan tahap 2
dan tahap 3 PCP-FMD, sehingga sudah sesuai dengan
level minimum yang harus dicapai.

Kompetensi krtisis 12.A, vaitu “Kompetensi dan
pendidikan  dokter  hewan/veteriner”, Indonesia
dominan masih berada di  level 3, dimana
pengetahuan, keterampilan, dan praktik dokter hewan
cukup untuk semua kegiatan profesional/tcknis VS
(misalnva surveilans, pengobatan dan pengendalian
penyakit hewan, termasuk kondisi kesehatan
masyarakat yang signifikan). Level kompetensi kritis
PVS level 3 ini linier dengan tahap 2 PCP-FMD,
sehingga kompetensi kritis PVS perlu ditingkatkan ke
leve] 4,

Rompetensi  krtisis 1.2.B, vait "Kompetensi dan
pendidikan  paraprofesional veteriner”, Indenesia
dominan masih berada di level 2, dimana pelatihan
dan kualifikasi untuk pekerjaan dengan keterampilan
paraprofesional  veteriner memiliki  standar yang
bervariasi dan hanya memungkinkan untuk dilakukan
pengembangan kompetensi dasar. Catatan nvang perlu
diperhatikan pada kompetensikritis ini adalah belum
adanya penilaian kompetensi untuk paraprofessional
veteriner  Schingga perlu  dilakukan  penilaian
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kompetensi berdasarkan standar kompetensi masing-
masing pekerjaan paraprofessional veteriner, Level
kompetensi kritis PVS level 2 ini tidak linier dengan
tahap | atau 2 PCP-FMD, sehingga kompetensi kritis
PVS perlu ditingkatkan ke level 3.

Kompetensi krtisis 1.3, wvaitu “Pendidikan Lanjutan
ICE)", Indonesia masth dominan berada di level 2,
dimana V8 memiliki akses ke pendidikan lanjutan
(pelatihan intecrnal dan/atau eksternal) secara tidak
teratur tetapl tanpa memperhitungkan kebutuhan,
atau informasi atau pemahaman baru. Level
kompetensi kritis PVS level 2 ini linier dengan tahap 1
PCP-FMD, sehingga kompetensi kritis PVS perlu
ditingkatkan ke level 3.

Kompetensi kritis [.4, vaitu “Kemandirian Teknis",
Indonesia masih dominan berada di level 2, dimana
keputusan teknis mempertimbangkan bukti ilmiah,
namun secara  rutin dimodifikasi berdasarkan
pertimbangan non ilmiah, Level kompetensi kritis PVS
level 2 ini tidak linier dengan tahap 1 atau 2 PCP-FMD,
sehingga kompetensi kritis PVS perlu ditingkatkan ke
leve] 3.

Kompeiensi  kritis L5, vwaitu  “Perencanaan,
keberlanjutan dan pengelolaan  kebijakan dan
program”, Indonesia masih dominan berada di level 2,
dimana beberapa pengembangan dan dokumentasi
kebijjakan dan program dasar ada, dengan beberapa
pelaporan  tentang implementasinva.  Keberlanjutan
kebijakan dan program dipengaruhi secara negatif olch
perubahan kepemimpinan politik atau perubahan lain
yang mempengaruhi struktur dan kepemimpinan VS,
Level kompetensi kritis PVS level 2 ini linier dengan
tahap 2 PCP-FMD, schingga kompetensi kritis PVS
perlu ditinglkeatkan ke level 3.

Kompetensi kritis 1.6.A, yaitu “Koordinasi internal
[rantai komando) dari VS®, Indonesia masih dominan
berada di level 2, dimana terdapat meckanisme
koordinasi internal untuk beberapa aktivitas, namun
rantai komando tidak jelas. Level kompetensi kritis
PVS level 2 ini tidak linier dengan tahapan manapun
dari PCP-FMD, sehingga kompetensi kritis PVS perlu
ditingkatkan ke level 3,

Kompetensi kritis .7, vaitu “Sumberdava fisik dan
investasi modal®, Indonesia sudah dominan berada di
level 3, dimana VS memiliki sumber daya fisik Vang
sesual di tingkat nasional, negara bagian / provinsi dan
beberapa  tingkat lokal (kabupaten/kota) tetapi
pemeliharaan, serta penggantian barang usang
dilakukan secara tidak teratur. Level kompetensi kritis
PVE level 3 ini sudah linier dengan tahap 3 PCP-FMD,
sehingega sudah scsuai dengan level minimum yang
harus dicapai,

Kompetensi  kritis 1.8, vaitu “Dana Operasional”,
Indonesia masih dominan berada di level 2, dimana
pendanaan operasional untuk VS didefinisikan dengan
jelas dan teratur, tetapi tidak memadal unLuk
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melaksanakan operasional dasar vang diperlukan
(misalnya surveillans penyakit dasar, pengendalian
penyakit dan/atau kesehatan masyarakat veteriner).
Level kompetensi kntis PVE level 2 mni tidak linier
dengan tahapan manapun dari PCP-FMD, sehingga
kompetensi kritis PVS perlu ditingkatkan ke level 3
dan level 4.

Kompetensi kritis 1.9, vaitu "Dana Darurat®, Indonesia
sudah dominan berada di level 3, dimana pengaturan
pendanaan dararat dengan sumber daya yang terbatas
telah ditetapkan, sumber dava tambahan dapat
disetujui tetapi persetujuan dapat dilakukan melalui
proses politik. Level kompetensi kritis PVS level 3 ini
sudah linier dengan tshap 3 PCP-FMD, sehingga
sudah sesuai dengan level minimum yang harus
dicapail.

Kompetensi krits IL1.A, yaitu “Akses Ke diagnosis
laboratonum veteriner’, Indonesia sudah dominan
berada di level 3, dimana untuk penyvakit hewan dan
zoonosis yvang ada di negara tersebut serta untuk
keamanan pakan ternak dan surveilans AMR veteriner,
V3 memiliki akses dan dapat menggunakan
laboratorium  untuk mendapatkan diagnosis vang
benar. Level kompetensi kritis PVS level 3 ini sudah
melebihi kebutuhan minimal tahap 1,2 dan 3 PCP-
FMD, sehingga sudah sesuai dengan level minimum
vang harus dicapat.

Kompetensi knitis [L1.B, yaitu “Kesesuaian sistem
laboratorium nasional®, Indonesia sudah dominan
berada di level 3, dimana sistem laboratorium nasional
umumnya memenuhi kebutuhan VS, Sumber daya
dan organisasi dikelola secara efektil dan efisien, tetapi
pendanaan tidak cukup untuk sistem  yang
berkelanjutan, dan membatasi keluaran. Beberapa
tindakan biosafety dan biosecurity laboratorium telah
diterapkan. Level kompetensi krnitis PVS level 3 ini
sudah linier dengan tahap 3 PCP-FMD, sehingga
sudah sesuai dengan level minimum yang harus
dicapai,

Kompetensi kritis [1L1.C, yaitu “Sistem Manajemen
Mutu Laboratorium (Quality Management
System/QMS]", Indonesia sudah dominan berada di
level 3, dimana sebagian besar laboratorium besar
yang melayani sektor publik V8 menggunakan Sistem
Manajemen Mutu (SMM)/OMS formal. Kadang-kadang
ada penggunaan program  uji  profisiensi  mult-
laboratorium. Level kompetensi kritis PVS level 3 ini
sudah melebihi kebutuhan minimal tahap 3 PCP-FMD,
sehingga sudah sesuai dengan level minimum vang
harus dicapai.

Kompetensi kritis [1.2, yaitu *“Analisis risiko dan
epidemiolog”, Indonesia masih deminan berada di
level 2, dimana V8 mengkompilasi dan memelihara
data tetapi  tidak memiliki  kemampuan  untuk
melakukan analisis risiko. Beberapa tindakan
manajemen risiko dan komunikasi risiko didasarkan
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pada penilaian  risiko dan  beberapa  prinsip
epidemialogi. Level kompetensi kritis PVS level 2 imi
limier dengan tahap 1 PCP-FMD, sehinpga kompetensi
kritis PVS perlu ditingkatkan ke level 3.

kKompetensi  kritis 1.3, waitu “"Karantina dan
kemananan perbatasan” Indonesia sudah dominan
berada di level 3, dimana V8 dapat menetapkan dan
menerapkan prosedur karantina dan  keamanan
perbatasan berdasarkan protokel impor dan standar
internasional di semua titik masuk resmi melalui pos
perbatasan, tetapi prosedur tersebut tidak secars
sistematis menangani kegiatan ilegal vang berkaitan
dengan impor hewan, produk hewan, dan produk
veteriner. Level kompetensi kritis PVS level 2 ini sudah
linier dengan tahap 3 PCP-FMD, schingga sudah
scsuai dengan level minimum yang harus dicapai.
Rompetensi  kritis [1.4.A, yaitu “Surveilans pasif,
deteksi dini dan investigasi wabah epidemiologis”,
Indonesia masih dominan berada di level 2, dimana VS
memiliki otoritas dan kapasitas surveilans pasif dasar,
Ada daftar penyakit formal dengan beberapa
pelatihan/ kesadaran dan beberapa cakupan nasional,
Kecepatan deteksi dan tingkat penyelidikan bervariasi.
Laporan wabah penyakit tersedia untuk beberapa
spesies dan penyakit. Level kompetensi kritis PVS level
2 i linier dengan tahap 1 dan tehap 2 PCP-FMD,
sehingga kompetensi kritis PVS perlu ditingkatkan ke
level 3.

Rompetensl kritis [1.4.B, vaitu “Surveilans aktif dan
monitoring”, Indonesia masih dominan berada di level
2 dengan catatan, dimana VS melakukan surveilans
aktf untuk satu atau beberapa penyvakit, infeksi atau
bahaya (kepentingan ekonomi atau zoonosis), tetapi
surveilans tidak mewakili populasi dan metodologi
surveilans tdak direvisi secara teratur. Hasilnya
dilaporkan dengan analisis terbatas. Catatan kondisi
saat ini pada kompetensi kritis ini adalash data
populasi vang tersedia tidak valid sesuai kebutuhan
epidemiologl, dimana terdapat perbedaan perhitungan
sehubungan dengan cara mendapatkan data populasi.
Hal ini terkait aspek kebutuhan epidemiologi, sehingga
data populasi tersebut belum memenuhi kebutuhan
epidemiologi. Fakta di lapangan membuktikan bahwa
tidak memungkinkan untuk mendapatkan data
populasi yang 100% akurat, olch karena itu digunakan
pendekatan epidemiologi agar data populasi mendekati
akurat. Level kompetensi kritis PVS level 2 ini linier
dengan tahap 2 PCP-FMD, schingga kompetensi kritis
PVS perlu ditingkatkan ke level 3.

Kompetensi kritis [L5, wvaitu “Kesiapsiagaan dan
tanggap darurat”, Indonesia masih dominan berada di
level 2 dengan catalan, dimana VS memiliki jaringan
lapangan dan prosedur vang ditetapkan untuk
menentukan apakah ada ancaman darurat sanitasi,
tetapi tidak memiliki dukungan hukum dan keuangan
untuk merespons secara efektif. V8 mungkin memiliki
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perencanasan manajemen darurat dasar, tetapi imi
biasanya menargetkan satu atau beberapa penyakit
dan mungkin tidak mencerminkan kapasitas nasional
uniuk merespons. Catatan kondisi saat ini pada
kompetensi kritis ini adalah produk hukum telah
tersedia, namun pendanaan masih sangat kurang dan
prosedur untuk mendapatkan pendanaan cenderung
sulit sehinggas pendanaan tidak dapat tersedia tepat
waktu, Selain itu, hingga saat ini Indonesia belum
memiliki kemampuan untuk merespon cepat terhadap
keadaan darurat penvakit hewan. Detcksi dini hisa
dilakukan, namun respon terhadap masuknva wabah
masih belum cepat. Hal ini disebabkan oleh pelaporan
yvang disajikan kurang cepat, schingga lambat dalam
melakukan respon keadaan darurat tersebut.  Level
kompetensi kritis PVS level 2 ini tidak linier dengan
tahapan manapun dari PCP-FMD, sehingga
kompetensi kritis PVS perlu ditingkatkan ke level 3,
Kompetensi  kritis 1.6, wvaitu  *Pencegahan,
pengendalian dan pemberantasan penyakit”, Indonesia
masih dominan berada di level 2, dimana V8
mencrapkan program pencegahan, pengendalian atau
pemberantasan untuk beberapa penvakit dan/atan di
beberapa area atau populasi, tetapi dengan sedikit
atau tanpa perencanaan cpidemiologis, berbasis risiko
atau evaluasi kemanjuran dan efisiensinya. Level
kompetensi kritis PVS level 2 ini tidak linier dengan
tahapan manapun dari PCP-FMD, sehingpa
kompetensi kritis PV8 perlu ditingkatkan ke level 3.
Kompetensi kritis 11.7.B, yaitu “Inspeksi ante-dan post-
mortem di fasilitas pemotongan dan tempat terkait”,
Indonesia masih dominan berada di level 2, dimana
Pemeriksaan ante dan post mortem dengan
pengumpulan informasi penyakit dilakukan sesuai
dengan standar internasional hanya di tempat tertentu
(misalnya tempat ckspor). Level kompetensi kritis PVS
level 2 ini tidak linier dengan tahapan manapun dari
PCP-FMD, sehingga kompetensi kritis PVS perlu
ditingkatkan ke level 3.

Kompetensi kritis 1.8, vaitu “Obat-obatan hewan dan
biologi®, Indonesia masih dominan berada di level 2,
dimana V8 memiliki beberapa kemampuan untuk
melakukan kontrol regulasi dan administratif atas
impor, pembuatan dan otorisasi pasar (registrasi) obat-
obatan dan biologi veteriner untuk memastikan
keamanan dan kualitasnya, tetapi tidak dapat
memastikan  penggunaannya secara  bertanggung
jawab dan berhati-hati di lapangan. Level kompelensi
kritis FVS level 2 ini tidak linier dengan tahapan
manapun dari PCP-FMD, sehingga kompetensi kritis
PVS perlu ditingkatkan ke level 3.

Kompetensi kritis 11.11, vaitu *Keamanan pakan
hewan/ternak”, Indonesia masih dominan berada dj
level 2, dimana VS memiliki beberapa kemampuan
untuk melakukan kontrol regulasi dan administratf
atas keamanan pakan ternak. Level kompetensi kritis
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PVS level 2 imi linier dengan tahap 2 PCP-FMD,
sehinpga kompetensi kritis PVS perlu ditingkatkan ke
level 3.

Kompetensi krits 11.12.A, yaitu "Tempat, kawanan,
identifikas: kelompok dan hewan, pelacakan dan
kontrol pergerakan”, Indonesia masith dominan berada
di level 2, dimana V5 dapat mengidentifikasi beberapa
hewan  berdasarkan tempat atau lokasi dan
mengendalikan  beberapa gerakan, menggunakan
metode  tradisional, dan dapat menunjukkan
kemampuan untuk menangani masalah tertentu
(misalnya melacak sampel atau hewan vang
divaksinasi untuk ditindaklanjuti, atau untuk
mencegah pencurian). Level kompetensi kritis PVS
level 2 ini linier dengan tahap 2 PCP-FMD, sehingga
kompetensi kritis PVS perlu ditingkatkan ke level 3,
Kompetensi  kritis  [L12.B, vaitu “ldentifikasi,
ketertelusuran dan pengendalian produk asal hewan”,
Indonesia sudah dominan berada di level 2, dimana VS
dapat mengidentifikasi dan melacak beberapa produk
asal hewan, dengan koordinasi antara Otoritas yang
Berwenang, untuk menangani masalah tertentu
(misalnya produk berisiko tinggi ditelusuri kembali ke
ternpat asal). Level kompetensi kritis PVS level 2 ini
sudah linier dengan tahap 3 PCP-FMD, schingga
sudah sesuai dengan level minimum yang harus
dicapal.

Kompetensi kritis 1111, yaitu *Komunikasi”, Indonesia
masih dominan berada di level 3, dimana VS
mempertahankan fungsi komunikasi khusus wvang
membanguin komunikasi dengan pemangku
kepentingan sesckali, tetapi tidak sclalu up-to-date
atau proaktif dalam memberikan informasi. Level
kompetensi kritis PVS level 3 ini linier dengan tahap 2
PCP-FMD, sehingga kompetensi kritis PVS perlu
ditingkatkan ke level 4

Kompetensi kritis [1L2, wvaitu “Konsultasi dengan
stakcholder”, Indonesia sudah dominan berada di level
3, dimana V5 mengadakan konsultasi [ormal dengan
pemangku  kepentingsn non pemerintah, biasanya
diwakili olch kelompok atau asosiasi industr. Level
kompetensi kritis PVS level 3 ini sudah linier dengan
tahap 1, 2 dan 3 PCP-FMD, schingga sudah sesuai
dengan level minimum yang harus dicapai,

Kompetensi Kritis [1.3, vaitu “Perwakilan resmu dan
kerjasama internasional®’, Indonesia sudah dominan
berada di level 3, dimana V8 secara aktif berpartisipasi
dalam sebapgian besar pertemuan dan kegiatan yang
relevan, dan memberikan beberapa umpan  balik
kepada rekan-rekan nasional. Level kompetensi kritis
PV35 level 3 ini sudah linier dengan tahap 2 dan tahap
3 PCP-FMD, sehingga sudah sesuai dengan level
minimum yang harus dicapai.

RKompetensi kritis 1115, yaitu “Regulasi profesi oleh
Badan Hukum WVeteriner (VSB)®, Indonesia masih
dominan berada di level |, dimans tidak ada VSB.
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Catatan kondisi saat ini pada kompetensi kritis ini
adalah secara hukum VSB belum ada dikatenakan
regulasi pembentukannya belum ada. Namun sebagian
peran dan fungsi V3B telah dijalankan oleh Persatuan
Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Dircktorat
Jenderak Petermakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen
PKH], Kementerian Pertanian. Level kompetensi kritis
PVE level 2 imi tidak linier dengan tahapan manapun
dari PCP-FMD, schingga kompetensi kritis PVS perlu
ditingkatkan ke level 2 dan level 3.

Kompetensi kritis 116, yaitu “Partisipasi produsen dan
pemangku kepentingan lainnya dalam program
bersama”, Indonesia masih dominan berada di level 2
dengan cataten, dimana Produsen dan pemangku
kepentingan non-pemerintah lainnya  diberitahu
tentang program oleh VS dan secara informal
membantu VS dalam penvampaian program di
lapangan (misalnya kelompok industrdi membantu
mengkomunikasikan program dengan keanggotaan
mercka). Catatan kondisi saat ini pada kompetensi
kritis ini adalah partisipesi resmi sudah mulai
berjalan, namun masih banvak potensi partisipasi
stakeholder wyang bisa dikembangkan, Peran dan
partisipasi organisasi non pemerintah dapat lebih
dioptimalkan dalam pelaksanaan program bersama.
Level kompetensi Kritis PVS level 2 ini linier dengan
tahap 2 PCP-FMD, schingga kompetensi kritis PVS
perlu ditingkatkan ke level 3.

Kompetensi kritis [V.1.A, vaitu *Kualitas hukum dan
cakupan legislasi veteriner”, Indonesia masih dominan
berada di level 2 dengan catatan, dimana perundang-
undangan veteriner sudah mencakup beberapa bidang
domain veteriner. VS, kadang-kadang bekerja dengan
perancang hukum ahli dan pengacara, memiliki
beberapa wewenang dan kemampuan untuk
mengembangkan dan memperbarui undang-undang
veteriner. Catatan kondisi saat ini pada kompetensi
kritis ini adalah Peraturan perundang-undangan
cukup lengkap, namun masih terdapat peraturan
perundang-undangan yvang tumpang tindih.Selain itu,
beberapa  peraturan  perundang-undangan  vang
penting tentang bidang domain veteriner belum ada,
contohnya adalah peraturan perundang-undangan
terkait VSB. Level kompetensi kritis PVS level 2 ini
linier dengan tahap 1 dan tahap 2 PCP-FMD, sehingga
kompetens) kritis PV'S perlu ditingkatkan ke level 3.
Kompelensi kritis 1IV.1.B, vaitu “Implementasi dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
vetenner', Indonesia masih dominan berada di level 2
dengan catatan, dimana peraturan perundang-
undangan veteriner dilaksanakan melalui beberapa
kegiatan komunikasi dan peningkatan kesadaran
tentang kewajiban hukum pemangku kepentingan,
tetapt hanya sedikit kegiatan kepatuhan dan inspeksi
vang dilakukan. Catatan kondisi saat ini pada
kompetensi kritis  ini  adalah  beberapa  proses
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penegakan hukum sudah mulal dilakukan, sepert
penegakan hukum di bidang obat-obatan hewan dan
penegakan hukum terkait karantina. Kementerian
Pertanian telah memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS] terkait peraturan perundang-undangan
veteriner yang tersebar di Digen PKH, Badan
Karantina Pertanian maupun di daerah. Namun PPNS
vang dimiliki lebih mengedepankan aspek pembinaan
dan belum sepenuhnya masuk ke ranah penegakan
hukum. Level kompetensi kritis PVS level 2 ini linier
dengan tahap 2 PCP-FMD, sehingga kompetensi kritis
PVS perlu ditingkatkan ke level 3.
gg] Kompetensi Kritis [V.5, vaitu “Transparansi™, Indonesia
masih dominan berada di level 2, dimana VS8
terkadang memberi tahu OIE, WTO, mitra dagang dan
organisasi terkait lainnya tentang status penvakil,
peraturan dan tindakan dan sistemm sanitasi, sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan, sebagaimana
berlaku wuntuk perdagangan internasional. Level
kompetensi kritis PVS level 2 ini linier dengan tahap 1
PCP-FMD, sehingga kompetens: kritis PVS  perlu
ditingkatkan ke level 3.
hh) Kompetensi kritis V.5, yaitu “Zonasi”, Indonesia masih
dominan berada di level 3 dengan catatan, dimana V3
menerapkan langkah-langkah biosekuriti dan sanitasi
dengan tujuan membentuk zona bebas penyakit untuk
hewan dan produk hewan tertentu. Catatan kondisi
saal ini pada kompetensi kritis ini adalah penelapan
zonz bebas penvakit sudah dilakukan, namun
efektifitas terkait bisocecurity dan sanitasi belum
optimal untuk dapat dipertahankan. Selain i,
Penetapan zona bebas penyakit yvang dilakukan tidak
seluruhnya dapat diakui WOAH karena tidak terdapat
mekanisme pengakuan untuk penyvakil tersebut di
WOAH. Level kompetensi kritis PVS level 3 1m sudah
limer dengan twhap 3 PCP-FMD, sehingga sudah
sesuai dengan level minimum yvang harus dicapai.
Berdasarkan hasil asesmen mandiri vang telah
dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 11 dari 34
kompetensi kritis PVS telah sesual dengan kebutuhan
minimum dalam tahapan PCP-FMD, sedangkan 23
kompetensi kritis lainnya masih perlu ditingkatkan ke level
berikutnya.
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BAB IV
STRATEGI PEMBERANTASAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU

Kerangka Strategi Pemberantasan PMK

Kerangka strategi merepresentasikan  konstruksi  logis strategi
Pemberantasan PMK dalam mencapai tujuan jangka panjang. Kerangka
strategi dihasilkan berdasarkan FGD, wawancara mendalam maupun
expert judgement atas wabah PMK vang terjadi di Indonesia. Data
sekunder juga digunakan dalam formulasi strategi Pemberantasan PMK
nasional. Kerangka strategi Pemberantasan PMK nasional ditunjukkan
pada gambar herikut ini.

A
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I.'-.':r_|-|:'|:-5in Db PR i i Al minang
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Cambar 22. Keranghka Strategi Pemberantasan PMK

Pada gambar diatas dapat dillhat bahwa fujuan  akhir
pemberantasan PMK adalah Indonesia bebas PMK pada tahun 2035
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka sebelumnya Indonesia harus
dapat dinyatakan bebas PMK tanpa vaksinasi dan sebelumnya Indonesia
dinyatakan bebas PMK dengan vaksinasi. Agar dapat merealisasikan
Indonesia sebagai negara bebas PMK dengan atau tanpa vaksinasi, maks
target antara yailu zona/wilavah di Indonesia bebas PMK harus dapat
diwujudkan terlebih dahulu.

Delapan pilar strategis dibutuhkan untuk dapat berdiri dalam
mewujudkan Indonesia sebagai negara bebas PMK, dimans 1 dari 8 piiar
tersebut merekatkan keseluruhan pilar agar dapat tetap berdiri. Pilar
strategis dalam kerangka strategi diatas menggambarkan upava yvang
dilakukan dalam mewujudkan tujuan antara maupun tujuan akhir dari
pemberantasan PMK. Kedelapan pilar strategi tersebut dapat dijabarkan
sebagal berikur:

1. Pilar 1: Vaksin dan Vaksinasi PMK
Pilar pertama adalah vaksin dan vaksinasi PMK dan penyakit hewan
menular lintas batas lainnya, dimana pemberantasan PME dilakukan
dengan memastikan ketersediaan dan distribusi vaksin terhadap
populasi ternak yang rentan maupun terdampak PMK dan penvakit
hewan menular lintas batas lainnva, Vaksinasi vang dilakukan
diharapkan dapat menekan laju penularan virus PMK maupun
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penyakit hewan menular lintas batas lainnya, baik pada satu wilayah
vang sama, antar wilayah maupun ke negara lain.

Pilar 2: Pcmantauan secara terus menerus terhadap PMK (surveilans)
Filar kedua adalah pemantauan secara Lerus menerus terhadap PMK
dan penyakit hewan menular lintas batas Iasinnva, dimana
pemberantasan dilakukan melalui serangksian kegiatan surveilans,
baik surveilans aktif maupun surveilans pasif. Pemantauan secara
terus menerus dilakukan untuk mengetahui virus, penyebarannya
hingga kemajuan pemberantasan PMK dan dan penyvakit hewan
menular lintas batas lainnya.

Pilar 3: Biosecurity dan pembatasan pergerakan hewan rentan PMK
Pilar ketiga adalah pencrapan biosecurity maupun pembatasan
pergerakan hewan rentan PMK maupun penvakit hewan menular
lintas batas lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah meluasnva
penularan virus PMK antar peternakan, wilavah maupun potensi
penularan ke negars lain.

Pilar 4: Kesiapsiagaan dan tanggap darurat PMEK

Pilar keempat adalah kesiapsiagaan dan tanggap darurat PMK,
dimana kesiapsiagaan dan tanggap darurat PMK dilakukan dalam
mengantisipasi jika terjadi wabah PMK. Kesiapsiagaan dan tanggap
darurat PMK juga dilakukan untuk mengendalikan penvebaran PMK
selama wabah terjadi.

Pilar 5: Pemulihan produksi dan produktivitas ternak pasca terkena
PMK

Pilar kelima adalah pemulihan produksi dan produktivitas ternak
pasca terkena PMEK. Pemulihan produksi dilakukan untuk
mengembalikan produksi ternak pasca terkena PMK, sehingga dapat
meminimalisir kerugian bagi peternak,

Pilar 6: Penanganan dampak sosio-ekonomi PMK khususnya bagi
peternak rakvat

Pilar keenam adalah penanganan dampak sosio-ekonomi PMEK
khususnya bagi peternak rakyat. PMK vang terjadi di dunia,
khususnya di Indonesia, tidak hanya berdampak terhadap ternak
saja, namun juga memberikan dampak secara peikologis, sosial dan
ekonomi bagi peternak maupun masyarakat Indenesia. Pilar ini
dilakukan dalam rangka meminimalisir dampak tersebut sehingga
tidak menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi vang baru.

Pilar 7: Koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder, dalam dan
luar negeri

Pilar ketujuh adalah koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder,
dalam dan luar negeri. Penanggulangan PMK tidak bisa dilakukan
sendiri oleh Kementerian Pertaman. koordinasi dan kelaborasi, baik
dengan K/L/D, stakecholder non pemerintah maupun dengan
organisasi internasional sangat dibutuhkan dalam mempercepat
penanganan dan pemberantasan PMK di Indonesia,

Pilar 8  Meningkatnva  awareness  stakeholder tentang
pemberantasan FMK

Pilar kedelapan adalah meningkatnyva awareness stakeholder tentang
pemberantasan PMK. Pilar ini sekaligus menjadi perekat ketujuh
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pilar sebelumnya. Membangun awareness vang baik dan cepat
terkait PMK dan pengendaliannya akan mempermudah pelaksanaan
ketujuh pilar strategis lainnva.

Kedelapan pilar strategis tersebut ditopang oleh pondasi yvang

merepresentasikan supporting systern dalam mendukung pemberantasan
PMK. Supporting system ini berfungsi sebagai enabler dan akan sangat
menentukan keberhasilan pelaksanaan 8 pilar strategis vang telah
dijabarkan sebelumnya. Pondasi strategis vang merepresentasikan
supporting system terscbut meliputi:

1.

Official Control Program — Foot and Mouth Diseases (OCP-FMD)
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian perlu
menetapkan program pemberantasan resmi PMK secara nasional.
Penetapan program pemberantasan resmi sckaligus memenuhi salah
satil porsyaratan dalam tahapan PCP-FMD, dimana negara akan
mengajukan program pemberantasan PMK vang sudah ditetapkan
melalui  peraturan  perundang-undangan sebagai Official Control
Frogram - Foat and Mouth Diseases (OCP-FMD) ke WOAH.

Risk Assessment Plan dan Risk based strategic planning

Pelaksanaan pemberantasan PMK  yang dilakukan Indonesia
berorientasi kepada risiko, dimana skala prioriotas ditentukan
berdasarkan profil risiko yang sudah diidentifikasi sebelumnva.
Untuk i1tu, maka perlu adanya rencana penilaian risiko (risk-
assessmen! plan) yang memaparkan tentang pilihan risiko PMK serta
percncanaan strategis berbasis risiko (risk-bused strategic planning)
vang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemberantasan PMK di
Indonesia.

Sistem Kesehatan Hewan Nasional dalam rangka memperkuat
Veterinary Services {VS).

Memperkuat layanan veteriner (VS] merupakan hal penting vang
perlu dilakukan seiring pelaksanaan tahapan pemberantasan PMK
berdasarkan tahapan PCP-FMD. Upava vang dilakukan dalam
penguatan VS tersebut adalah melalui penguatan Sistern Kesehatan
Hewan Nasional [Siskeswannas) dari berbagai aspek.

Penguatan SDM Tenaga Keschatan Hewan dan paraprofesional
Veteriner

sumber Dava Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan kritis
dalam pemberantasan PMK maupun dalam penguatan V8 melalui
penguatan Sistem Kesehatan Hewan Nasional [Siskeswannas).
Penguatan  8DM  meliputi  jumlah, kompetensi, peran hingga
kesejahteraan dari tenaga Kesehatan hewan dan paraprofesional
Kesehatan hewan di Indonesia.

Penelitian dan pengembangan terapan (applied research) terkait
pemberantasan PMEK.

Penelitian dan pengembangan terapan (applied research] sangat
dibutuhkan dalam menemukan teknologi maupun pendekatan baru
untuk digunakan dalam pemberantasan PMK di Indonesia. Hasil
Penelitian dan pengembangan terapan (applied research] ini dapat
dimanfaatkan dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelaksanaan scluruh pilar strategis pemberantasan PMEK,
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6. Regulasi pemberantasan PMK

Payung hukum sangat dibutuhkan dalam melaksanakan
pemberantasan PMK. Pavung hukum memastikan pelaksanaan
pemberantasan PMK dapat sesuai denga koridor yang sudah
ditentukan. Sclain  ketersediaan dan  tata  Kelola regulasi,
implementasi dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi juga
perlu terus ditingkatkan dalam pelaksanaan pemberantasan PMK
ind.

7. Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung digitalisasi
pemberantasan PME.
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat dimanfaatkan dalam
rangka digitalisasi pemberantasan PMK di Indonesia. Transformasi
digital yang saal ini sedang dilakukan oleh Pemerintah Republik
Indonesia dapat dijadikan momentum dalam optimalisiasi TIK terkini
untuk mendukung pelaksanaan pemberantasan PMK di Indonesia.

8. Anggaran pemberantasan PMK dan penguatan VS,
Anggaran sirategis (Strategic Expenditure) sangat dibutuhkan dalam
memastikan seluruh pilar strategis dapat dilaksanakan dalam
mewigudkan Indonesia Bebas PMK. Selain ketersediaan anggaran,
akses terhadap anggaran juga penting untuk dipastikan dalam
pelaksanaan pemberantasan PMK.

Kedelapan pilar strategis pemberantasan PMK didukung oleh 8
komponen pondasi wvang merepresentasikan  supporting  system
merupakan upaya strategis vang harus dilakukan dalam mengendalikan
FMK hingga tahun 2035 menuju Indonesia bebas PMK. Kerangka
strategis pemberantasan PMK  yang telah dijabarkan sebelumnya
kemudian diterjemahkan menjadi Visi, Tujuan Strategis, Strateg,
Kegiatan, Rencana Aksi hingga peta jalan pemberantasan PMK hingea
tahun 2035,

Visi Pemberantasan PMK

Berdasarkan FGD yang dilakukan serta mempertimbangkan kondisi
penanganan PMR saat ini maupun best proctices pemberantasan PMK
dari negara lain, maka Visi Pemberantasan PMK Indonesia tahun 2035
adalah:

“Indonesia menjadi negara bebas PMK~™

Visi ini mengandung makna bahwa Indonesia mendapat penctapan
dari WOAH sebagai negara bebas PMK berdasarkan Progressive Control
Pathway Foor and Mouth Disease (PCP-FMD). Penetapan Indonesia
sebagal negara bebas PMK diberikan melalui serangkaian penilaian vang
dilakukan WOAH atas tahapan pemberantasan PMK vang telah dilakukan
Indonesia berdasarkan program pemberantasan PMK resmi vang telah
ditetapkan pemerintah (OCP-FMD), Visi ini sekaligus menjadi tujuan
akhir pemberantasan PMK Indonesia yvang ditargetkan akan tercapai pada
tahun 2035, Visi ini sekaligus scbagal bentuk dukungan dalam
mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

Dalam mewujudkan Visi Pemberantasan PMK Indonesia tahun 2035,
maka dirumuskan tujuan strategis (strategic goals) pemberantasan PMK
sebagai panduan dalam melaksanakan pemberantasan PMK seclama
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mmhun 2023-2035. Tujuan strategis (strategic goals) pemberantasan PME
tahun 2023 - 2035 tersebut adalah:
1. Tidak ada sirkulasi virus dan masuknya virus PME, baik serotype
baru maupun pada wilavah bar virus PMK di wilavah NKRI.
Tujuan ini mempakan ukuran keberhasilan capaian
strategis atas pelaksanaan pemberantasan PMK di seluruh

wilayah Indonesia. Indikator untuk tujuan strategis i adalah:
a. Jumlah sirkulasi virus PMK di wilayah NKRI, dengan target O
b.  Jumlah masuknva virus PMK, baik serotype baru maupun pada

wilayah barvirus PMK di wilavah NKRI, dengan target 0
. Jumlah zona/wilayah yang ditetapkan sebagai zona/wilayvah

bebas PMK

Strategl yang diterapkan dalam mencapal tujuan strategis ini
adalah Strategi 1: Mengendalikan penyebaran PMK berbasis risika
secara bertahap pada seluruh wilavah NKRIL Strategi ini merupakan
pelaksanaan atas B pilar strategis pemberantasan PMK seperti
ditunjukkan pada gambar 23 sebelumnya. Strategi ini kemudian
dijabarkan menjadi 9 kegiatan beserta rencana aksinya vang akan
dibahas pada bab V.

2, Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas) berstandar
internasional.

Tujuan im merupakan ukuran keberhasilan capaian strategis
atas penguatan V8§ melalui penguatan Siskcswannas, Indikator
untuk tujuan strategis ini adalah pemenuhan level kritis PVS vang
relevan dengan PCP-FMD dengan target 100% (34 level kompetens:
kritis PVS terkait PCP-FMD tercapai).

Strategl yang diterapkan dalam mewujudkan tujuan strategis ini
adalah Strategi 2: Memperkuat Sistem Keschatan Hewan Nasional
|Siskeswannas) dalam mendukung pemberantasan PMK di Indonesia,
Strategi ini kemudian dijabarkan menjadi & kegiatan beserta rencana
aksinya vang akan dibahas pada Bab V.

Peta Jalan Pemberantasan PMEK

Peta jalan menggambarkan tehapan capaian yang harus diperoleh
hingga dapat mewujudkan Visi. Peta jalan juga menggambarkan
destination statement (D8] untuk satuan waktu tertentu sebagai milestone
sebelum visi tercapai pada tahun 2035, Peta jalan Pemberantasan PMK
ditunjukkan pada gambar berikut ini;

Indonasin
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Gambar 23. Kerangka Strategi Pemberantasan PMK
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DS pertama pada tahun 2023, Indonesia ditargetkan mencapai PCP

tahap 2. Indikator keberhasilan capaian untuk tahun 2023 adalah;

L

2.

n

10

11.

12,

13.

14,

16,

Indikator Keberhasilan {IK) 1: Penurunan jumlah kasus PMK pada

beberapa wilayah di Indenesia.

Indikator Keberhasilan (IK) 2: Jumlah Kab/Kota yvang ditctapkan

sebagai wilayah bebas PMK tanpa vaksinasi (untuk wilavah-wilayah

vang belum pernah tertular),

Indikator Keberhasilan (IK) 3: Jumlah dokumen pemberantasan PMK

berbasis risiko yang disahkan melalui Keputusan Menteri Pertanian,

terdiri dar 3 dokumen vaitu:

a. Risk assessment plan PMK.

b.  FRisk based strategic planning PMK

c. Peta Jalan (roadmap) pengendalian PMK schagai OCP-FMD
Indonesia.

Indikator Keberhasilan (IK} 4: Capaian 7 kev outcomes PCP-FMD

tahap 2 tercapai (tabel 9|,

DS kedua pada tahun 2023 - 2026 pada prinsipnya adalah

mempertabankan capaian DS pertama dan berupava untuk

mencapal PCP tahap 3. Indikator keberhasilan capaian untuk tahun

2023 - 2026 adalah;

Indikator Keberhasilan (IK) 5: Jumlah Kab/Kota vang ditetapkan

sebagai wilayvah bebas PMK dengan vaksinasi.

Indikator Keberhasilan (IK] & Jumlah Kab/Kota yang baru

ditetapkan scbagai wilayah bebas PMK tanpa vaksinasi - capaian

IK.2 dipertahankan.

Indikator Keberhasilan ([K] 7. Penurunan jumiah masuknva virus

PMK, baik serotvpe baru maupun pada wilayah baru

[ndikator Keberhasilan (IK] 8: Penurunan jumlah sirkulasi virus PMK

vang terjadi

Indikator Keberhasilan (IK) % Capaian 8 key outcomes PCP-FMD

tahap 3 tercapai (tabel 9).

DS ketiga pada tahun 2026 - 2030 pada prinsipnva adalah

mempertahankan capaian DS pertama dan kedua serta berupaya

untuk mencapai PCP tahap 4, Indikator keberhasilan capaian untuk

tahun 2026 - 2030 adalah:

indikator Keberhasilan (IK) 10: Persentase Kab/Kota vang ditetapkan

sebagai wilayah bebas PMK dengan vaksinasi terhadap total

kab/kota di Indonesia.

Indikator Keberhasilan (IK] 11: Persentase Kab/Kota vang ditetapkan

sebagai wilayah bebas PMK tanpa vaksinasi terhadap total kab/kota

di Indonesia

indikator Keberhasilan (IK} 12: Jumlah Kab/Kota yang baruy

ditetapkan sebagai wilavah bebas PMK tanpa vaksinasi 2 Capaian

IK.2 dan IK.6 dipertahankan.

Indikator Keberhasilan (IK) 13: Jumilah masuknya virus PMK, baik

serotype baru maupun pada wilayah baru (target: 0)

Indikator Keberhasilan (IK) 14: Jumlah sirkulasi virus PMK vang

terjadi (target: 0} .

Indikator Keberhasilan (IK) 15: Status penetapan Indonesia sebagai

negara bebas PMK dengan vaksinasi 2 target: 1 atau Indonesia

sudah ditetapkan oleh WOAH sehagal negara bebas PMK dengan

vaksinasi.

DS keempat pada tahun 2030 - 2035 pada prinsipnya adalah

mempertahankan capaian DS pertama, kedua dan ketigan  serta
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berupaya untuk mencapai PCP tahap 5. Indikator kcberhasilan
capalan untuk tahun 2030 - 2035 adalah:

Indikator Keberhasilan (IK) 16: Persentase kab/kota vang ditetapkan
sebagai wilayah bebas PMK dengan veksinasi terhadap total
Kab/Kota di Indonesia.

Indikator Keberhasilan (IK) 17: Persentase Kab/Kota vang ditetapkan
sebagai wilayah bebas PMK tanpa vaksinasi terhadap total Kab/Kota
di Indonesia.

[ndikator Keberhasilan (1K) 18: Status penetapan Indonesia sebagai
negara bebas PMK tanpa vaksinasi.

Sehingge dengan tercapainya DS pertama, kedua, ketiga dan
keempat maka Visi Pemberantasan PMK  tahun 2035 vaitu
“Indonesia menjadi negara bebas PMK" dapat tercapai. Sehubungan
dengan peta jalan tersebutl, maka ditentukan guick wins tahun 2023
vang merupakan target kinerja prioritas yang harus dicapai pada
tahun 2023, Quick wins tahun 2023 tersebut adalah:

Draft final dokumen risk-assessment plan PMK, risk-based strategic
planning PMK dan rencana pengendalian PMK resmi (OCP-FMD)
selesai dan disahkan,

Draft peraturan perundang-undangan terkait VSB dan pembentukan
V5B telah selesai disusun,

26 Juta dosis vaksin (2 kali vaksin) untuk populasi Sapi dan Kerbau
yang rentan terpapar PMK di Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Nusa
Tenggara Barat dan Pulau Sulawesi.

1 Juta dosis vaksin produkei dalam negeri [vaksin nasional],
Penandaan pada 18 juta ckor Sapi dan Kerbau,

Bantuan sosial bagi peternak rakyat vang terdampak PMK,
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BAB V
KEGIATAN DAN RENCANA AKS] PEMBERANTASAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU

Kematan dan Rencana Aksi

Kegiatan merupakan penjabaran atas strategt  vang telah
diformulasikan pada bab IV dalam mewujudkan twuan strategis 1
maupun tujuan strategis 2. Setiap kegiatan vang discpakati pada setiap
strategl kemudian dijabarkan kembali menjadi rencana aksi sebagai
gambaran atas apa vang akan dilakukan, Sama halnya dengan strategi,
kepiatan dan rencana aksi akan terus dilaksanakan secara
berkesinambungan dari tahun 2023 hingga tahun 2035 untuk mencapai
DS yang telah dijabarkan pada bab IV, Kegiatan dan rencana aksi
pemberantasan PMK dapat dijabarkan schaga! berikut:

1. Strategi 1: Mengendalikan penyebaran PME berbasis risiko secara
bertahap pada seluruh wilayah NKRI

a. Kegiatan 1: Optimalisasi wvaksin dan wvaksinasi untuk
seluruh hewan yang rentan terkena PMK,

Kegiatan vaksinasi dilakukan guna meningkatkan kekebalan

kelompok (herd immunify) sehingga dapat mencegah penularan

virus PMK maupun penvakit hewan lintas batas lainnya.

Rencana aksi yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah:

1] Rencana Aksi 1.1: Memastkan ketersediaan vaksin
nasional sesuai serotype virus PMK yang berkembang.
Rencana aksi vang pertama dari kegiatan 1 adalah
memastikan ketersediaan vaksin nasional sesuai serotvpe
virus PMK vang berkembang. Rencana sksi ini dilakukan
melalui pengadaan vaksin baik dari dalam maupun luar
negeri.

2] Rencana Alesi 1.2: Produksi vaksin nasional.

Rencana aksi vang kedua dari kegiatan | adalah Produksi
vaksin nasional, dimana pemerintah melalui  Pusat
Veteriner Farma (Pusverma) Ditjen PKH, Kementerian
Pertanian melakukan produksi vaksin PMK maupun vaksin
penyakit hewan lintas batas lainnya sesuai kebutuhan dan
prioritas.

3]  Rencana Aksi 1.3: Distribusi serta pemberian vaksin dan
vaksinasi PMK bertahap secars aman, merata, cepat dan
tepal berbasis risiko untuk mencapai kekebalan kelompok
fherd immunity).

Rencana aksi vang ketiga dari kegiatan | adalah Distribusi
serta pemberian vaksin dan vaksinasi PMK bertahap secara
aman, merata, cepat dan tepat berbasis risike untuk
mencapai kekebalan kelompok fherd immunity). Vaksinasi
dilaksanakan secara aman bermakna bahwa vaksinasi
dilakukan dengan rantai dingin (cold chain) dan
memperhatikan kondisi ternak. Vaksinasi dilakukan secara
merata, dimana seluruh ternak yang berpotensi terpapar
PMK harus mendapatkan vaksin. D%s:'rrihlzlusj vaks;jr? _i'fga
dilakukan secara cepat untulk mengantisipasi cepatnva
penularan PMK pada ternak. Vaksinasi diberikan seears
tepat  kepada ternak  sesuai target vang ditentukan
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berbasiskan  risiko.  Keterbatasan  vaksin  maupun
vaksinator dan luasnya wilayah vang harus dijangkau
mecnycbabkan vaksin tidak dapat dilakukan serentak untuk
seluruh populasi ternak. Untuk itu, maka vaksinasi perlu
dilakukan secara bertahap sesual penentuan prioritas
berdasarkan unit  epidemiologi terkecil. Vaksinasi juga
dilakukan bersamaan dengan penvakit hewan menular
lintas batas lainnva sesuai kondisi masing-masing wilavah
dan dengan mempertimbangkan kondisi Kesehatan ternak.
Rencana Aksi 1.4: Menjamin mutu vaksin vang beredar di
Indonesia.

Rencana aksi keempat dari kegiatan | adalah menjamin
mutu vaksin yang beredar di Indonesia. Penjaminan muty
vaksin dilakukan guna memastikan efikasi dan efektifitas
vaksin yvang diberikan. Selain itu, dilakukan juga studi
lapang untuk memastikan sinergisitas dan kecocokan
vaksin PMK dengan vaksin penvakit hewan lintas batas
lainnya saat akan diberikan pada ternak dalam waktu yang
bersamaan.

Rencana Aksi 1.5: Pemantauan kondisi ternak pasca
vaksinasi (Post Vaccination Monitoring - PVM)

Rencana aksi kelima dari kegiatan 1 adalah pemantauan
kondisi ternak pasca vaksinasi. Hal ini dilakukan untuk
melihat kondisi ternak maupun cfck samping pasca
dilakukannya vaksinasi. PVM dilakukan sesuai dengan
standar dan ketentuan dari WOAH terkait vaksinasi,

Kegiatan 2: Pengamatan secara terus menerus terhadap PMK
[surverlans)

Pemantauan secara terus menerus terhadap PMK yang terjadi di
Indonesia penting dilakukan dalam mempelajari karakteristik
virus dan epidemiclogi PMK. Rencana aksi vang dilakukan
dalam kegiatan ini adalah:

1)

)

Rencana Aksi 2.1: Melaksanakan surveilans pasif dan
surveilans aktif PMK

Rencana aksi pertama dari keglatan 2 adalah melakukan
surveilans pasif dan surveilans aktif PMK. Kedua surveilans
ini penting dilakukan untuk memastikan keberlanjutan
pemantauan terhadap PMK yang terjadi di Indonesia,
Keterlibatan masyarakat, dalam hal ini peternak dan
pemelihara ternak, sangat penting untuk memastikan
keberhasilan surveilans pasif melalui pelaporan sindrom
PMK. Surveilans PMK, baik pasif maupun aktif, akan
dilakukan juga bersamaan dengan surveilans penvakil
hewan menular lintas batas lainnya, sehingga diharapkan
akan didapatkan data yang komprehensif tentang
penularan penyakit hewan lintas batas di suatu wilavah
fertentu.

Rencana Aksi 2.2: Mengirimkan sampel secara teratur ke
E..Iabnramrium Referensi WOAH/FAQ untuk karakterisasi
VIS,

Rencana aksi kedua dari kegiatan 2 adalah mengirimkan
sampel  secara teratur ke Laboratorium Referensi
WOAH/FAO untuk karakterisasi virus, Pengiriman sampel
dlilalmkﬂ.n agar WOAH /FAO dapat mengetahui karakteristilk
virus yang ada di Indonesia, sehingga dapat menerapkan
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strategi pengendalian yang elbih efektf di tingkat regional
maupun internasional.

3] Rencana Aksi 2.3: Menetapkan dan memelihdra
zona/wilayah bebas PMK
Rencana aksu ketiga dari kegiatan 2 adalah menetapkan
dan mermelihara zona/wilayah bebas PMK. Penetapan
status wilayah yang saat ini dilakukan oleh crisis center
PMK Ditjen PKH, Kementerian Pertanian ditujukan untuk
mengetahui  kemajuan  pengendalian  PMK  menuju
zona/wilayah bebas PMK. Zonasi juga dilakukan untuk
menjaga agar dacrah bebas PMK tidak kembali tertular oleh
daerah terpapar PMK melalui berbagai media pembawa
(carriers],

Kegiatan 3: Pelaksanaan biosecurily dan pembatasan

pergerakan hewan dalam meminimalisir penyebaran PMK

Penerapan biosecurity dan pembatasan pergerakan hewan

menjadi salah satu upaya strategis pencegahan penularan virus

PMK secara efektil. Kesadaran biosecurmiy yvang tinggi serta

disiplin  dalam mencrapkan prinsip  biosecurity  akan

memperkecil kemungkinan penularan virus PMK ke ternak

Selain  itu, pembatasan pergerakan hewan, baik antar

peternakan, antar daerash maupun antar negara dapat

mencegah penularan virus PMK secara masil. Rencana aksi
vang dilakukan dalam kegiatan ini adalah:

1] Rencana Aksi 3.1: Menerapkan biosecurity pada
peternakan, fasilitas pemotongan hewan dan pasar ternak.
Rencana aksi pertama untuk kegiatan 3 ini adalah
penerapan biosecurity yang dilakuken pada tempat vang
rentan penularan virus PMK maupun penyakit hewan
lintas batas lainnya. Tempat tersebut adalah peternakan,
fasilitas pemotongan hewan (tempat potong hewan, rumah
potong hewan maupun fasilitas pemotongan hewan lainnya)
scrta pasar ternalk.

2} Rencana Aksi 3.2: Menerapkan biosecurity dan biosafety
pada fasilitas laboratorium PMK sesuai standar WOAH,
Rencana aksi kedua untuk kegiatan 3 ini adalah penerapan
biosecurity maupun biosafety pada fasilitas laboratorium
vang dimiliki sesuai standar yvang sudah ditetapkan WOAH.
Biosecurity dilakukan untuk mencegah virus PMK maupun
virus penyakit hewan lintas batas lainnva keluar
laboratorium  sehingga dapat menular pada ternak.
Sedangkan biosafety dilakukan untuk memastikan
keselamatan manusia vang bekeria didalam laboratorium
tersebut,

3) Rencana Alesi 3.3: Melakulan identifikasi ternak, registrasi

peternakan,  penclusuran  ternak  dan  pengendalian
pergerakan termak dan produknya berbasis risiko.
Rencana aksi ketiga untuk kegiatan 2 ini adalah
melakukan identifikasi ternak, registrasi peternakan,
penelusuran ternak dan pengendalian pergerakan ternak
dan produknya berbasis risike. Hal ini dilakukan untuk
memonitor  pergerakan  ternak  secars  realtime  serta
memonitor pergerakan virus PMK yang dibawa oleh ternak
yang terpapar PMK. Selain itu, rencana aksi ini dilakukan
untuk  mempermudah pembatasan pergerakan ternak
dalam mencegak meluasnyva penularan PME,
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Rencana Aksi 3.4: Karantina dan pengamanan wilavah
perbatazan dari potensi masuknya virus PMK dari negara
lain dan /atau antar wilayah

Rencana aksi keempat untuk kegiatan 3 in1 adalah
melakukan karantina dan pengamanan wilayah perbatasan
dari potensi masuknya virus PMK dari negara lain
dan/atau antar wilavah. Langkah ini dilakukan untuk
memastikan tidak adanva penularan virus PMK maupun
penyalat hewan lintas batas lamnnyva vang berasal dar
negara lain danfatau antar wilayah, baik melalu lalu lintas
hewan vang resmi maupun lalu lintas hewan ilegal, Untuk
itu, peran berbagai Kementerian/Lembaga/Pemda dan
TNI/Polri sangat penting dalam memastikan tidak adanva
virus PMK yang masuk dan berlalu lintas di wilayah
Indonesia.

Rencana Aksi 3.5: Pengamanan wilayah didalam pulau
melzlui optimalisasi checkpoint di daerah,

Rencana aksi kelima untuk Kkegiatan 3 ini adalah
melakukan pengamanan wilayvah didalam pulau melalui
optimalisasi checkpoint di daerah. Hal ini juga dilakukan
untuk memastikan tidak adanya penularan virus PMK dari
lalu lintas hewan antar wilayah dalam satu pulau.
Schingga potensi penularan virus PMK maupun penvakit
hewan lintas batas lainnya dapat ditekan semaksimal
mungkin.

Rencana Aksi 3.6: Menerapkan kompartemen bebas PMK
Rencena aksi keenam untuk kegiatan 3 ini adalah
menerapkan  kompartemen  bebas  PMK.  Penerapan
kompartemen dilakukan untuk menjaga dan
mempertahankan status wilavah yang masih bebas PMK
maupun penvakit hewan lintas batas lainnya. Hal ini juga
dilakukan untuk meminimalisir penyebaran PMK sehingga
penvebaran virus dapat lebih terkendali pada wilayah
tertentu saja,

Kegiatan 4. Implementasi kesiagsiagaan dan tanggap darurat
PMK

i{csiapsiagam_'l dan tanggap darurat PMK merupakan Tindakan
yang harus dilakukan sebelum dan saat wabsh terjadi., Rencana
aksi yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah:

L
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Rencana  Aksi  4.1: Menyusun rencana kontijensi
penanganan wabah PMK,

Rencana aksi pertama untuk kegiatan 4 adalah menyusun
rencana kontijensi penanganan wabah PMK dan penvakit
hewan lintas batas lainnya. Rencana kontijensi digunakan
saat _keadaan darurat sclama wabah PMK terjadi. Rencana
kontijensi dibangun berdasarkan analisis risiko maupun
potensi risiko yang mungkin terjadi selama wabah.

Rencana Aksi 4.2: Melaksanakan kegiatan mekanisme
tangegap darurat yang efektif (early waming system dan
guick response|.

Rencana aksi kedua untuk kegiatan 4 ini  adalsh
mela?:aanakan kegiatan mekanisme tanggap darurat yvang
clektil. Mekanisme dan penerapan sistem deteksi dini PMK
perlu dibangun untuk meminimalisir meluasnyva dampak
wabah PMK. Sistem deteksi dini terscbut dapat dilakukan
melalui  surveilans  sindromik  aleh masyarakat luas,
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khususnya peternak dan pemelihara ternak. Selain itu,
respon cepat atas wabah yang terjadi juga penting untuk
dilakukan agar penvebaran virus PMK tidak meluas dan
berdampak signifikan, khususnva pada perekonomian
peternak maupun perckonomian negara.

Rencana Aksi 4.3: Mengakses dan menggunakan dana
darurat selama kondisi darurat PMK terjadi,

Fencana aksi ketiga dalam kegiatan 4 ini adalah
mengakses dan menggunakan dana darurat selama kondisi
darurat PMK terjadi. Kecepatan respon atas masuknva
virus PMK di awal wabah sangat ditentukan oleh akses dan
ketersediaan dana darurat dalam menjalankan rencana
kontijensi, Kesuliten akses dan/atau ketersediaan dana
darurat akan memperlambat penanganan wabah di awal
dan berpotensi menimbulkan kerugian yvang lebih besar.
Rencana Aksi 4.4: Melaksanakan manajemen FMD crisis
center.

Rencana aksi keempat untuk kegiatan 4 i adalah
melaksanakan manajemen FMD cnisis center, meliputi
manajemen SDM, Norma, Standar Prosedur dan Kriteria
(NSPK), manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) hingga manajemen program dan anggaran.

Rencana Aksi 4.5 Menyusun rencana penilaian risiko (risk
assessment plan) dan studi epidemiclogi PMK,

Rencana aksi kelima untuk kegiatan 4 ini adalah
menyusun rencana penilaian risiko (risk assessment plan)
dan studi epidemiologi PMK. Risk assessment plan PMK ini
disusun berdasarkan standar WOAH dan kemudian
ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian,
Rencana Aksi 4.6: Analisis rantai nilai (value chain
analysis) penyebaran PMK pada rantai nilai peternakan.
Rencana aksi keenam untuk kegiatan 4 ini adalah analisis
rantai nilai (value chain analysis) penyebaran PMK pada
rantai nilai peternakan. Analisis rantai nilai dilakukan
untuk mengidentifikasi penularan PMK melalui rantai nilai
peternakan. Hasil analisis rantai nilai ini kemudian
dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan strategis
berbasis risiko (RBSP| pengendalian PMK vang dijelaskan
dalam sub bab berikutnya.

Rencana Aksi 4.7: Menvusun perencanaan strategis
herbasis risikoe (RBSP) pengendalian PMK.

Rencana aksi ketwjuh untuk kegiatan 4 ini adalah
menyusun perencanaan strategis berbasis risiko (RBSP)
pengendalian  PMK. RBSP disusun berdasarkan pada
analisis risiko yang telah dituangkan dalam dokumen risk
assessment plan maupun berdasarkan analisis rantai nilai
peternakan. Dokumen RBSP ini akan ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Pertanian dan dyjadikan acuan dalam
pelaksanaan tahap 2 PCP-FMD.

Rencana Aksi 4.8 Menyusun program pengendalian PMK
resmi (OCP-FMD) untuk diajukan ke OIE/WOAH

Rencana aksi kedelapan untuk kegiatan 4 ini adalah
menyusun program pengendalian PMK resmi (OCP-FMD)
untuk diajukan ke OIE/;WOAH, OCP disusun berdasarkan
dokumen peta jalan |readmap) pemberantasan PMK ini.
OCP FMD kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri
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dan diajukan untuk pengesahan secara internasional
melalun WOAH.

Regiatan 50 Pemulihan produksi dan produktivitas ternak pasca
terkena PMK
Pasca terkena PMK, ternak masih akan mengalami penurunan
produksi maupun produktivitas, Untuk itu, maka perlu
dilakukan berbagai upava dalam mengembalikan produksi dan
produktivitas ternak pasca  terkena PMEK, baik melalui
pemeliharaan yang sesuai best practices, pemberian pakan vang
schat hingga penggunaan obat-obatan. Rencana aksi yang
dilakukan dalam kegiatan ini adalah:

1) Rencana Aksi 5.1: Pendampingan penerapan pemeliharaan

ternak vang baik bagi peternak rakvat.
Rencana aksi pertama untuk kegiatan 1 ini adalah
pendampingan penerapan pemeliharaan ternak yang baik
bagi peternak rakyat. Pendampingan dilakukan oleh SDM
Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memastikan
peternak dapat menerapkan good farming practices maupun
good breeding practices. Pendampingan penerapan
pemeliharagn ternak dilakukan khususnya untuk ternak
sapl perah,

2) Rencana Aksi 5.2: Restocking ternak vang terdampak PMK

berdasarkan prioritas.
Rencana aksi kedua untuk kegiatan 5 ini adalah restocking
ternak wyang terdampak PMK berdasarkan prioritas.
Memasukkan ternak baru pada populasi ternak terdampak
PMEK akan mengembalikan jumlah populasi ternak tersebut
sehingga produksi dan produktivitas akan Kembali normal.
Eestocking dilakukan berdasarkan prioritas untuk peternak
rakyat vang paling rerdampak PMK.

3]  Rencana Aksi 5.3: Perlindungan Sumber Daya Genetik

(BDG) ternak terdampak PMK,
Rencana aksi ketiga untuk kegiatan 5 ini adalah
perlindungan  Sumber Daya Genetik (SDG) ternak
terdampak PMK. Perlindungan SDG penting dilakukan
untuk memastikan keberlangsungan genetic ternak di
masa depan, terutama ternak yang terdampak PME dan
berpotensi kehilangan 1 generasi. Kegiatan perlindungan
SDG yang dilakukan seperti penetapan kawasan wilayah
bibit, import ternak fresh blood vang masih murni
genetiknya, import semen, produksi semen, produksi
embrio, dan lain sebagainyva.

4] Rencana Alsi 5.4 Memberikan suplemen, vitamin dan

obat-obatan dalam memulihkan produksi dan produktivitas
ternak terdampak PMK,
Renecana aksi keempalt untuk kegiatan 5 ini adalah
memberikan suplemen, vitamin dan obat-obatan dalam
memulihkan produksi dan produktivitas ternak terdampak
PMK. Pemberian suplemen, vitamin dan obat-obatan vang
tepat bagi ternak vang terpapar PMK akan dapat
membantu memulihkan produlesi dan produktivitas ternak
tersebur,

5] Rencana Aksi 5.5 Penyedinan pakan dalam memenuhi
kecukupan nutrisi ternak saar pemulihan,

Rencana  aksi  kelima untuk kegiatan 5 ini  adalah
penyediaan pakan dalam memenuhi kecukupan nutrisi
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ternak saat pemulihan, Selain suplemen, vitamin dan obat-
obatan, kecukupan nutrisi ternak juga harus dipenuhi oleh
pakan yvang schat. Penycdiaan pakan bagi ternak pasca
terkena PMK diharapkan dapat mengembalikan produksi
dan produktivitas ternak.

Kegiatan 6: Penanganan dampak sosio-ekonomi PMK khususnya
bagi peternak rakvat

PMK yang melanda Indonesia tidak hanya memberikan dampak
bagi ternak maupun subsektor peternakan saja, namun juga
memberikan dampak secara politik, sosial, ekonomi maupun
budaya. Untuk itu, maka perlu dilakukan penanganan dampak
sosio-ekonomi PMK khususnya bagi peternak rakyvat. Rencana
aksi vang dilakukan dalam kegiatan ini adalah:

1)

2}

4

Rencana Aksi 6.1: Analisis dampak politik, sosial, ekonomi
dan budaya PMK bagi stakeholder.

Rencana aksi pertama untuk Kegiatan 6 ini adalah analisis
dampak politik, secsial, ekonomi dan budava PMK bagi
stakeholder. Analisis ini dilakukan unmuk mengetahui
sejauh mana dampak politik, sosial, ekonomi dan budaya
vang ditimbulkan akibat PMK, khususnya bagi peternak
rakyat.

Rencana Aksi 6,2: Penetapan produk asal ternak terpapar
PMK sebagai produk aman dan halal (bukan zoonosis).
Rencana aksi kedua untuk kegiatan 6 ini adalah Penetapan
produk asal ternak terpapar PMK sebagai produk aman dan
halal. PMK bukan zoonosis, dimana PMK tidak menular dan
menyebabkan manusia menjadi sakit. Namun perdebatan
terjadi ditengah masyarakat terkait keamanan dan halal
atau tidaknya ternak vang terpapar PMK. Untuk im,
Kementerian Agama melalui MUI perlu membuat penetapan
status halal untuk ternak yang terpapar PMK.

Rencana Aksl 6.3: Mengantisipesi penurunan produksi
ternak dan produk asal ternak terdampak PMEK terhadap
perekonomian nasional.

Rencana aksi Lketiga untuk kegiatan 6 ini adalah
mengantisipasi penurunan produksi ternak dan produk
asal ternak terdampak PMK terhadap perekonomian
nasional. Kasus PMK vang terjadi di berbagai negara di
duria memberikan  dampak ekonomi vang cukup
signifiken, baik bagi peternak maupun bagi negara, Untuk
itu, perlu dilakukan langkah antisipatif dalam
mengantisipasi  menurunnya  produksi  ternak yang
berdampak terhadap ketersedisan ternak dalam memenuhi
kebutuhan pangan asal ternak. Dampak signifikan di
Indonesia akibat PMK vang perlu diantisipasi adalah
kerugian petani secara ekonomi, pelarangan ekspor produk
ternak rawan PMK (akibat status negara yvang tidak bebas
PMK], peningkatan impor ternak dalam memenuhi
kebutuhan dalam negeri hingga penurunan PDB jika PMK
terjadi dalam jangka waktu vang Pa njang.

Rencana Aksi 6.4 Pendampingan dan fasilitasi UMKM
terdampak PMEK, khususnva bagi usaha mikro.

Rencana aksi keempat untuk kegiatan 6 im adalash
pecndampingan dan fasilitasi UMKM terdampak PMK,
khususnya bagi usaha mikro. Penurunan produksi dan
preduktivitas ternak akibat PMK, khususnya pada ternak
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sapl perah dan sapi potong, dapat menyebabkan beberapa
usaha mikro sub sektor peternakan gulung tikar. Untuk ity
maka diperlukan adanya pendampingan kepada usaha
mikro agar dapat bertahan selama wabah dan masa
pemberantasan PMK dilakukan. Selain itu, fasilitasi usaha
mikro sub sektor peternakan juga penting diberikan kepada
peternak mikro agar tidak terlilit hutang dan dapat terus
menjalankan usahanya ditengah gempuran PME  di
Indonesia.

Rencana Aksi 6.5 Optimasi peran koperasi dalam
membantu peternak terdampak PMK,

Rencana aksi kelima untuk kegiatan 6 ini adalah optimasi
peran koperasi dalam membantu peternak terdampak PME.
Koperasi usaha peternakan menjadi “rumah” khususnya
bagi peternak kecil dalam menjalankan usaha peternakan
mereka, Peran koperasi perlu dioptimalkan sebagai backup
dan membantu peternak selama PMK terjadi.

Rencana Aksi 6.6: Mengantisipasi dampak PMK bagi citra
pariwisata Indonesia.

Rencana aksi keenam untuk kegiatan 6 ini adalah
mengantsipasi dampak PMK bagl citra pariwisata
Indonesia. Beberapa destinasi pariwisata prioritas seperti
Bali sedikit terdampak akibat wabah PMK vang melanda
Indonesia, Wisatawan Mancanegara (Wisman) maupun
Wisatawan Nusantara (Wisnus) cenderung menahan diri
untuk mengunjungi destinas: dengan kasus PMK yang
terjadi. Untuk itu, perlu dibangun komunikasi pemasaran
vang efektil dalam memberikan informasi dan edukasi
calon Wisman dan Wisnus tentang PMK, khususnya terkait
PMK vang bukan zoonosis.

Rencana Aksi 6.7. Pendampingan bagi peternak rakyat
terdampak PMK: Psikolog/psikiater, tokoh agama dan
motivator.

Rencana aksi ketujuh unmk kegiatan 6 ini adalah
Pendampingan bagi peternak rakvat terdampak PMK:
Psikolog/psikiater, tokoh agama dan motivator. Dampak
FMK vang dirasakan oleh peternak cukup signifikan, mulai
dari peternak merasa tertekan, konflik rumah tangga
hingga ada peternak yang sampai bunuh diri. Untuk itu
maka perlu dilakukan pendampingan dari sisi psikologis
maupun religi terhadap peternak yang terdampak PME,
khususnya secara psikologis dan religi. Pendampingan oleh
psikolog/psikiater dan motivator dilakukan  untuk
memastikan  kesehatan  jiwa peternak, sedangkan
pendampingan  oleh tokoh agama dilakukan untuk
meningkatkan iman dan tagwa serta kesabaran peternak
dalam menghadapi musibah PMK,

Rencana Aksi 6.8: Pendampingan mendapatkan akses
Embia}-aan dan asuransi kepada peternak terdampak
Rencana aksi kedelapan untuk kegiatan & ini adalah
pendampingan mendapatkan akses pembiayaan  dan
asuransi kepada peternak terdampak PMK. Hingga saat ini,
PMK mcrupakan jenis penyakit yang belum masuk dalam
item perlindungan asuransi, sehingga peternak tidak hisa
melakukan klaim atas ternak mereka vang terkena PMEK,
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Beberapa peternak juga mulai kesulitan modal usaha
akibat tcrnaknva mati atau terkena PMK. Untuk 1itu maka
diperlukan pendampingan bagi peternak terdampak PMK
dalam mendapatkan akses pembiayaan dan asurans
untuk ternak dan usaha peternakannva.

Rencana Aksi 6.9 Memberikan bantuan sosial bagi
peternak rakyat yang terdampak PMEK.

Rencana aksi kesembilan untuk kegiatan 6 ini adalah
memberikan bantuan sosial bagi peternak rakyat vang
terdampak PMK. Bantuan sosial vang diberikan kepada
peternak terdampak PMEK, terutama bag peternak yvang
kehilangan ternaknva akibat mati terkena PMEK, akan
sangat berarti dalam meringankan beban peternak.
Pemberian  bantuan sosial harus mempertimbangkan
kondisi perekonomian peternak dan dampak PMK bag
usaha peternakannva.

Kegiatan 7: Koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder,
dalam dan luar negeri, dalam mengendalikan PMK
Pemberantasan PMK di Indonesia tidak bisa dilakukan secara
sektoral, dimana dampak vang ditimbulkan akibat PMK yang
luas hingga pada perekonomian nasional. Untuk itu dibutuhkan
koordinasi dan kolaborasi antar K/L/D terkait maupun dengan
stakeholder non pemerintah, baik dalam maupun luar necgeri.
Rencana aksi vang dilakukan dalam kegiatan ini adalah:

L

2]

3)

Kencana Aksi 7.1: Membenkan informasi kepada WOAH
terkait wabah PMK tepat waktu, termasuk perkembangan
koneisi terkini pengendalian PMK.

Rencana aksi pertama untuk kegiatan 7 ini adalah
memberikan informasi kepada WOAH terkait wabah PMK
tepat waktu, termasuk perkembangan kondisi terkini
pengendalian PMK. Keterbukasn dalam informasi terkait
PMK di Indonesia akan membanmu dalam mencegah
penyebaran PMK di regional maupun di dunia. Selain itu,
pembenan informasi kepada WOAH terkait PMK dan
penanganannya di  Indonesia menjadi salah satu
persyaratan dalam PCP-FMD.

Rencana Aksi 7.2: Memberikan informasi dan konsultansi
dengan stakeholder non pemerintah terkait perkembangan
pengendalian PME.

Rencana aksi kedua wuntuk kegiatan 7 ini adalah
memberikan informasi dan konsultansi dengan stakeholder
non pemerintah terkait perkembangan pengendalian PMEK,
Selain pemberian informasi kepada WOAH, informasi dan
konsultansi terkail perkembangan pengendalian PMK juga
perlu dilakukan kepada stakeholder non pemerintah,
khususnya vang terkait dengan peternakan dan kesehatan
hewan.

Rencana Aksi 7.3: Berpartisipasi aktif dalam berbagai
I{cg}amn PCP-FMD dan forum pengendalian PMK di tingkar
regional (WOAH, SEAC-FMD, dan lain-lain),

Rencana aksi  ketiga untuk kegiatan 7 ini adalah
berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan PCP-FMD dan
f::-ngm pengendalian PMK di tingkat regional. Partisipasi
E.ktlf Indonesia dalam berbagai forum pengendalian PMK dj
regional akan memperkuat kerangka pengendalian PMK di
wilayah regional, dalam hal ini adalah Asia Tenggara,
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Kontribusi Indonesia dan negara lain dalam berbagi
pengalaman pengendalian PMK di negara masing-masing
dapat menjadi lesson leamed dan mempercepat
penanganan PMK di regional.

Rencana Aksi 7.4: Membangun sinergl dengan K/L/Pemda
untuk melaksanakan roadmap pengendalian PMK (kegiatan
1,2,3.4,6,9 beserta rencana aksinya).

Rencana aksi keempat untuk kegiatan 7 ini adalah
membangun  sinergi dengan  K/L/Pemda untuk
melaksanakan roadmap pengendalian PMK. K/L/D secara
spesifik dapat berperan dalam pemberantasan PMK terkait
dengan kegiatan 1,2,3.4,6.9 beserta rencana aksinya. Peran
tersebut dapat dijabarkan pada tabel berilout ini;
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Tabel 11, Matriks peran K/L/D dalam pemberantasan PMK

Rencana Aksi 7.5: Meningkatkan Kerjasama Pemerintah-
Badan Usaha (KPBU)] dalam pengendalian PMK,
Rencana &sksi kelima untuk kegiatan 7 ini  adalah
meningkatkan kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU)
dalam pengendalian PMK. Semakin tinggi tshapan PCP-
FMD wvang dicapai, maka ketergantungan terhadap
pemerintah dalam hal pendanaan harusnya semakin
berkurang. Tahap 3 PCP-FMD Keatas merupakan tahapan
dimana keterlibatan stakeholder non pemerintah, dalam
hal ini adalah badan usaha, akan semakin tinggi.
Rencana Aksi 7.6: Membangun kerjasama dengan mitra
internasional dalam pengendalian PMEK
Rencana aksi keenam untuk kegiatan 7 ini adalah
membangun kerjasama dengan mitra internasional dalam
pengendalian PMK. Kerjasama dapat dilakukan dalam
berbagai aspek, dari mulai kajian, penelitian dan
pengembangan, hingga penggunaan laboratorium referensi.
Beberapa kerjasama yang telah dibangun diantaranyva
adalah kerjasama dengan Brazil, New Zealand, Australia,
FAD dan lain-lain,
Rencana Aksi 7.7: Mendorong VS untuk berkalaborasi
dengan pemangku kepentingan non pemerintah dalam
pengendalian PMK.
Rencana aksi ketujuh untuk kegiatan 7 ini adalah
Mendorong VS5 untuk berkeolaborasi dengan pemangku
kepentingan non pemerintah. Kolaborasi dilakukan dalam
rangka menyusun dan melaksanakan program bersama
terkait pengendalian PMK. Kolaborasi VS dengan lembaga
non pemerintah juga didorong untuk dapat memberi saran
tentang perubahan dan peningkatan vang diperlukan,
Rencana Aksi 7.8: Meningkatkan peran serta masyarakal
dalam pemberantasan PMK, 1
Rencana aksi kedelapan untuk kegiatan 7 ini adalah
meningkatkan peran serta masyarakat dalam
pemberantasan PMK. Peran serta masyarakat VAng
diharapkan dalam pemberantasan PMK adalah: ‘
a) Membantu meningkatkan kesadaran pentingnva
vaksinasi, )
b] Melakukan vaksin mandiri bagi YVang mampu.
¢) Melakukan surveilans sindromik dengan memberikan
laporan secara periodik.
d] Mematuhi protokol biosceurity dan lalu lintas hewan
secara disiplin dan konsisten,
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el  Mendukung pelaksanaan identifikasi ternak dan
pendaftaran peternakan.

f} Mengikuti prosedur kesiapsiagaen dan tanggap
darurat PMK ketika terjadi wabah sesual araban
pemerintah.

gl Melaksanakan good farming practices dan good
breeding practices sesuai pedoman dan arahan
pemerintah,

h] Bergotong royong dan saling menguatkan dalam
menghadapi wabah maupun endemik PMK di
Indonesia.

i) Memberikan informasi tentang PMK di peternakan
masing-masing.

il Melaksanakan Kerjasama dalam pemberantasan PMK.

kj Berperan akuf dalam mengikuti KIE maupun advokasi
terkait PMEK.

) Memanfaatkan hasil Litbang maupun Teknologi
Informasi dan Kemunikasi (TIK) dalam pemberantasan
PMK d: tempat masing-masing.

Kegiatan B: Meningkatnya awareness dan advokasi kepada
stakeholder tentang pengendalian PMK

Kegiatan 8 merupakan kegiatan dasar vang memungkinkan
mempermudah pelaksanaan kegiatan 1 hingga kegiatan 8. Hal
penting dalam kegiatan 8 ini adalah membangun awareness
terkait PMK dan penanggulangannya. Selain itu, pada kegiatan
ini juga dilakukan advokasi kepada stakeholder tentang
pengendalian  PMK. Rencana aksi vang dilakukan dalam
kegiatan ini adalah:

1) Rencana Aksi B.1: Kampanye pengenalan dan pengendalian

PMK sccara masif kepada seluruh stakeholder.

Rencana aksi pertama untuk kegiatan 8 ini adalah

kampanye pengenalan dan pengendalian PMK secara masif

kepada seluruh stakeholder. Kampanye pengendalian PMK
dilakukan dengan menggunakan berbapai media, baik
cetak, elektronik maupun digital dengan menggunakan
konten yang mudah dipahami masvarakat luas.

2] Rencana Aksi 8.2: Melakukan KIE terkait PMK beserta
risiko dan pengendaliannya.

Rencana aksi kedua untuk kegiatan B ini adalah

melakukan KIE terkait PMK  beserta risikae dan

pengendaliannya. KIE dilaksanakan dengan berbagai
metode dan pendekatan untuk memberikan pemahaman
tentang PMK beserta risikonya, termasuk pemahaman
tentang vaksin dan vaksinasi, surveilans, biosecurity,
biosafety, karanting dan pengendalian pergerakan hewan
serta  penanganan  dampak PMK  bagi  sosio-ekonomi
masyarakat,

3] Rencana Aksi 8.3: Menumbuhkan biosecurity awareness
secara konsisien dan berkesinambungan.

Rencana aksi ketiga untuk kegiatan & ini adalah

mtnun_xbujmﬂ biosecurity mwareness secara kansister dan

berkesinambungan. Kesadaran akan pentingnya biosecurity
penting dilakukan dalam meminimalisir resistensi peternak
terkait ]‘_'I-El_HJEHE.ﬂEHI'I bfﬂﬁﬂ'mrﬂy_ FEmﬂhEIIlH_I"I dan
kesadaran biosecurity ini akan membaniu mempermudsah
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pelaksanaan biosecurity dala mencegah penyebaran virus
PME.

4]  Rencana Aksi 8.4: Melaksanakan advokasi pengendalian

PMK dengan stakeholder.
Rencana aksi keempat untuk kegiatan 8 ini adalah
melaksanakan advokasi pengendalian PMK dengan
stakeholder. Advokasi sangat dibutuhkan dalam membantu
pelaksanaan pengendalian PMKm baik di pusat maupun di
daerah.

Kegiatan 9: Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

serta Teknologl Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam

pengendalian PMK

Pengendalian PMEK dilakukan berbasis ilmiah, dimana

pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang),

khususnya Litbang terapan, akan membantu meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pengendalian PMK. Selain itu,
pengendalian PMK berbasis digital juga perlu diterapkan dalam
mendukung  transformasi  digital nasional  maupun
meningkatkan kualitas pengendalian PMK di Indonesia.

Pemanfaatan TIK dalam pengendalian TIK dapat meningkatkan

efisiensi proses bisnis, lebih mudah dilaksanakan, terintegrasi

dari hulu ke hilir serta otomasi proses vang masih dikerjakan
manual., Sehingga pemanfaatan TIK dapat meningkatkan
kecepatan  dan  akurasi  pelaksanaan pengendalian PMK.

Rencana aksi vang dilakukan dalam kegiatan ini adalah:

1} Rencana Aksi 9.1: Melakukan penelitian  dan

pengembangan  terapan  (applied  research)  dan
memaniaatkan hasilnya dalam mendukung pengendalian
PMEK.
FRencana aksi pertama untuk kegiatan 9 ini adalah
melakukan penelitian dan pengembangan terapan (applied
research) dan memanfaatkan hasilnva dalam mendukung
pengendalian  PMK.  Pengendalian  PMK  tentunya
membutuhkan metode, fools, prosedur maupun teknolog
hasil Litbang terapan dalam pengendalian PMK. Untuk itu
maka Kementerian Pertanian dapat mengajukan Lithang
terapan tertentu untuk dilakukan oleh Badan Riset dan
Inovasi Nasional (BRIN) dan kemudian memanfaatkan
hasilnya dalam pengendalian PMEK.

2] Rencana Aksi 9.2: Pemanfaatan ieknologi big data dan

kecerdasan buatan (artificial mtelligence] khususnya dalam
melaksanakan surveilans dan pengendalian pergerakan
ternak berbasis digital.
Rencana aksi kedua untuk kegiatan 9 ini adalah
pemanfaatan teknologi big data dan kecerdasan buatan
lartificial  intelligence) xhususnva dalam melaksanakan
surveilans dan pengendalian pergerakan ternak berbasis
digital. Hingga saat ini, Ditjen PKH Rementerian Pertanian
telah menuliki Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional
{[-SIKHNAS), namun perlu dilakukan pengembangan lebih
Ig.njut I-:husuanya terkait integrasi [-SIKHNAS dengan
sistem  informasi  lain & lingkungan Dltjen PKH.
Perkembangan lebih lanjut adalah melakukan upgrading
terhadap 1-SIKHNAS untuk memanfaatkan teknologi  big
data maupun reknologi  kecerdasan buatan (artificial
intelligence],
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2, Strategi 2¢ Memperkuat Sistem  Keschatan Hewan Nasional
iSiskeswannas) dalam mendukung pengendalian PMK di Indonesia.

.

Kegiatan 10: Optimasi kewenangan dan kemampuan V3 dalam
menjalankan peran dan fungsi veteriner.

Penguatan VS perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas VS
dan Sistem Keschatan Hewan Nasional, dimana penguatan VS
dilakukan melalui perluasan kewenangan dan kemampuan
maupun pelaksanaan peran VS yvang dijabarkan dalam rencana
aksi 10,1 dan rencana aksi 10.2. Penjabaran pelaksanaan
penguatan VS tersebut meliputi:

1) Rencana Aksi 10.1: Memperluas kewenangan dan

kemampuan VS terkait pengendalian PME dalam:

a) Melaksanakan kesiapsiagaan dan tanggap darurat
PMK

b Melaksanakan program pencegahan, pengendalian
atau pemberantasan PMK serta beberapa penvakit
prioritas di beberapa wilayah atau populasi

¢) Melakukan surveilans aktif menggunakan prinsip-
prinsip ilmiah dan standar OIE

d) Melakukan surveilans pasif dengan beberapa
pengumpulan sampel dan pengujian laboratorium

¢} Melakukan  pemeriksaan ante-dan  post-mortem
dengan pengumpulan informasi penvakit dilakukan
sesuai dengan standar internasional untuk tempat
ekspor dan rumah potong hewan utama

f) Menerapkan langkah-langkah biosekuriti dan sanitasi
dengan tujuan membentuk zona bebas penyakit untuk
hewan dan produk hewan tertentu

g Mengidentifikasi dan melacak beberapa produk asal
hewan, dalam menangani masalah tertentu

h)  Menerapkan  sistem  untuk  identifikasi  hewan,
keterlacakan dan  kontrol pergeraskan untuk sub
populasi hewan tertentu sesuai standar internasional

i) Menjalankan kontrol regulasi dan administratif pada
sebagian besar aspek keamanan pakan ternak

J Menjalankan kontrol regulasi dan administratif vang
elektif pada otorisasi pasar obat-obatan dan biclogi
hewan termasuk penggunaan obat-sbhatan pada hewan

2) Rencana Aksi 10.2: Memberikan penugasan kepada V3
terkait pengendalian PMK untuk:

a) Berparusipasi dalam sebagian besar pertemuan dan
kegiatan vang relevan, dan memberikan beberapa
umpan balik kepada rekan-rekan nasional

b} Memberitahu OIE, WTO, mitra dagang dan organisasi
terkait lainnva tentang status penyakit, peraturan dan
tindakan dan sistem sanitasi, sesuai dengan prosedur
yang ditetapkan, sebagaimana berlaku untuk
perdagangan internasional

¢} Mendiseminasikan informasi terkini kepada scbagian
besar pemangku kepentingan yvang relevan, baik
secara daring maupun luring

d) Mengml;iakan konsultasi formal dengan pemangku
kepentingan non pemerintah
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e} Terlibat dalam mmplementas: dan penegakan hukum
undang-undang vetenner nasional dan  aturan
turunannya.

[} Terlibat dalam mengembangkan dan memperbanu
undang-undang veteriner nasional dan  aturan
turunannya

Kegiatan 11: Meningkatkan ketersediaan, kompetens: dan

distribusi SDM Kesehatan Hewan (Tenaga Kesehatan Hewan

dan Para-Profesional Kesehatan Hewan)

Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan kritis

dalam meningkatkan kualtas V3 untuk mendukung

pelaksanaan pengendalian PMK. Pengelolaan SDM kesehatan
hewan yang terdin dan tenaga kesehatan hewan dan
paraprofesional keschatan hewan merupakan upaya untuk
meningkatkan  ketersediaan maupun  kompeltensi  SDM

Kesehatan Nasional. Pengelolaan SDM kesehatan hewan

tersebut dilalkcukan melalui rencana aksi 11.1 hingga 11.7,

yvait:

1) Rencana Aksi 11.1: Kolaborasi dengan K/L maupun
lembaga non pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan
dokter hewan nasional, termasuk memberdayvakan dan
memanfaatkan dokter hewan swasta ([privat] dalam
memenuhi kebutuhan dokter hewan.

2] Rencana Aksi 11.2: Menvempurnakan dan menetapkan
standar kompetensi VS (SDM tenaga kesehatan hewan dan
paraprofessional kesehatan hewan).

3] Rencana Aksi 11.3: Perulaian |asesmen| kompetensi VS
SDM tenaga Keschatan hewan dan paraprofessional
Kesehatan hewan.

4 Rencana Aksi 11.4: Melaksanakan pengembangan
kompetensi SDM  tenaga Kesehatan hewan  dan
paraprofessional Kesehatan hewan (umum dan khusus)
melalui  Pendidikan dan Pelatihan, internal coaching
maupun reward and punishment.

5) Rencana Aksi 11.5: Penempatan stal V38 sesuai kebutuhan
dan pricritas.

6) Rencana Aksi 11.6: Memastikan kesesuaian antara
pekerjaan dan kompetensi VS5 [SDM tenapga Kesehatan
hewan dan paraprofessional Kesehatan hewan).

7} Rencana Aksi 11.7: Membangun budava organisasi V3
sesuai sistem nilal vang discpakati.

Kegiatan 12: Penataan dan/atau penyusunan peraturan

perundang-undangan terkait Sistem Kesehatan Hewan Nasional

Peraturan Perundang-Undangan merupakan payung hukum

vang mutlak dibutuhkan sebagai dasar dalam pelaksanaan

selurubh  kegiatan pemberantasan PMK. Rencana aksi yang
dilakukan dalam kegiatan ini adalah:

1) Rencana Aksi 12.1: Menyelesaikan pengesahan Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistemn Kesehatan
Hewan Nasional,

Rencana aksi ini menckankan percepatan pemyelesaian

TENCANZANn  peraturan perundang-undangan  terkairt

pengendalian PME, melipuri:

a) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP tentang
Perubahan PP 3 Tahun 2017 tentang Otoritas
Veteriner
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b) Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata
Cara Pengawasan Lalu Lintds Hewan, Produlk Hewan,
dan Media Pembawa Penvakit Hewan Lainnya di dalam
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

c) Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang
Pengendalian Resistansi Antimikrcba di Subsekror
Peternakan dan Kesehatan Hewan

d)] Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Tehun 2022
entang Pengamatan dan Pengidentifikasi Penvakit
Hewan

Rencana Aksi 12.2:. Pemetaan (mapping) peraturan

perundang-undangan terkait Sistem Kesehatan Hewan

Nasional dan turunannya.

Rencana aksi ini menckankan pemetaan terhadap

peraturan perundang-undangan terkait Sistem Kesehatan

Hewan Nasional dan turunannya vang masih tumpang

tindih. Pemetaan dilakukan terhadap substansi maupun

administrasi atas peraturan perundang-undangan tersebut.

Rencana Aksi 12.3: Regulasi dan deregulasi peraturan

perundang-undangan terkait Sistem Kesehatan Hewan

Nasional dan turunannya.

Rencana aksi ini merupakan upava dalam melakukan

penataan peraturan perundang-undangan baru dengan

melakukan deregulasi peraturan  perundang-undangan
yang dianggap tumpang tindih. Selain itu juga dilakukan
regulasi atau penyusunan peraturan perundang-undangan
baru sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan peraturan
perundang-undangan vang mendesak dan prioritas terkait

Kesehatan masyarakat adalah:

a] Rancangan Undang-Undang tentang Veteriner.

b) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan
Konsil Kedokteran Hewan Indonesia (VSB).

¢} Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan
Pemberantasan PMK pada Ternak Ruminansia
Berkuku Belah.

d) Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang
Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Pemberantasan PMK pada Ternak Ruminansia
Berkuku Belah,

¢) Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang
Kompartementalisasi.

Rencana Aksi 12.4: Memperbaharui peraturan perundang-

undangan terkait Sistem Kesehatan Hewan Nasional dan

turunannya sesuai kebutuhan,

Rencana aksi ini menekankan pada pembaharuan

peraturan perundang-undangan yvang sudah disahkan lebih

dari 2 tahu. Pembaharuan dimulai dengan melakukan

Feviu peraturan perundang-undangan yvang ada saat ini

terkait relevansinya dengarn perkembangan lingkungan

B‘Errate-gias peternakan dan Kesehatan hewan, Setelah itu

dilaksanakan  pembaharuan peraturan  perundang-

undangan dengan mengajukan rancangan peraturan
perundang-undangan perubahan,
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Kegiatan 13: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi

veteriner

Salah satu upava penting dalam penguesten layanan veteriner

dan Sistem Keschatan Hewan Nasional adalah melalui

peningkatan eclektivitas dan efisiensi organisasi  veteriner.

Penguatan organisasi veteriner tersebut dilaksanakan melalui

rencana aksi 13.1 hingga 13.4, vairu:

1} Rencana Aksi 13.1: Membentuk badan hukum wveteriner
(VBB), dalam hal ini adalah Konsil Kedokteran Hewan
Indonesia (KKHI).

2) Rencana Aksi 13.2: Menyusun struktur organisasi maupun
kewenangan, tugas dan funegsi VSB.

3] Rencana Aksi 13.3: Memberikan kewenangan dan
kemampuan VSB dalam mengatur dokter hewan di semua
sektor profesi  dokter hewan, menetapkan standar
pendidikan serta menerapkan tindakan disipliner.

4) Rencana Aksi 13.4; Memastikan ketersediaan pendanaan
operasional VSB.

Kegiatan 14: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Sarana

dan Prasarana (Sarpras) pelayanan kesehatan hewan

Eetersediaan maupun Kkualitas Sarpras pelayanan kesehatan

hewan perlu dipertahanken dan ditingkatkan agar dapat

mendukung pelaksanaan pemberantasan PMK di Indonesia,

Rencana aksi vang dilakukan dalam meningkatkan ketersediaan

dan kualitas Sarana dan Prasarana (Sarpras) pelavenan

kesehatan hewan ini adalah:

1) Rencana Aks: 14.1: Membangun dan mengoperasikan 1
Puskeswan untuk setiap 3 kecamatan atau menvesuaikan
dengan kondisi populast vang ada
Rencana aksi mi menekankan pada pembangunan dan
pengoperasian Pusat Keschatan Hewan (Puskeswan), baik
di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/Kota.
Ketersediaan Puskeswan vyang beroperasi dibutuhkan
sebanyak minimal 1 Puskeswan untuk setiap Kecamatan,
alau menyesuaikan dengan kondisi populasi yang ada,
fdalam hal ini adalah sentra peternakan.

2] Rencana Aksi 14.2: Mempertahankan dan meningkatkan
mutu  laboratorium  kesehatan  hewan  berstandar
internasional
Rencana  aksi  ini menekankan upaya  dalam
mempertahankan mutu laboratorium keschatan hewan
yvang telah berstandar internasional serta meningkatkan
mutu  faboratorium kesehatan hewan vyang belum
berstandar internasional. Laboratorium Kesehatan hewan
yang dimaksud disini adalah laboratorium veteriner dan
laboratorium karantina.

3] Rencana Aksi 14.3: Memberikan akses penggunaan
laboratorium  diagnosis kepada VS dalam rangka
pengendalian PMK
Rencana aksi ini menekankan pada pemberian akses
kepada VS dalam menggunakan laboratorium diagnosis
dalam rangka pengendalian PMK. Pemberian akses ini
lentunya mempertimbangkan persyaratan tertentu dari Va
yang harus dipenuhi agar dapat mengakses laboratorium,
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4} Rencana Aksi 14.4: Optimalisasi fasilitas Rumah Potong
Hewan
Rencana aksi ini menckankan pada peningkatan kualitas
Rumah Potong Hewan [RPH) melalui peningkatan fasilitas
RPH vang ada maupun upgrading Tempat Potong Hewan
(TPH) menjadi RPH.

f.  Kegiatan 15: Perencanaan, implementasi serta monitoring dan
evaluasi pelaksanaan program pemberantasan PMK (OCP-FMD)
Kegiatan ini merupakan pelaksanaan siklus manajemen strategi
pemberantasan PMK vang meliput prinsip perencanaan (plan),
implementas: (do], monitoring dan evaluasi (check] serta
perbaikan  (act). Pelaksanaan manajemen strategi dan
penganggaran pemberantasan PMEK dilakukan secara rutin
scliap tahun melalui rencana aksi 15.1 hingga 15.5 sebagai
berikut:

1} Rencana Aksi 15.1: Memperbaharui roadmap
pemberantasan PMK secara periodik sesuai perkembangan
lingkungan strategis.

2) Rencana Aksi 15.2: Menyusun perencanaan tahunan
pelaksanaan roadmap pemberantasan PMK.

3} Rencana Aksi 15.3: Memastikan perencanaan tahunan
pemberantasan PMK masuk dalam Renstra, Renja dan RKA
K/L, baik di Ditjen PKH Kementerian Pertanian maupun di
K/L/Pemda

4] Rencana Aksi 15.4: Implementasi program pemberantasan
PMK secara berkesinambungan.

3] Rencana Aksi 15.5: Monitoring, pengukuran dan evaluasi
pelaksanaan program pemberantasan PMK secara periodik.

Pohon Kinerja Pemberantasan PMK

PMK merupakan penyakit hewan menular lintas batas vang
memberikan  dampak  signifiken bagi pembangunan nasional,
Pemberantasan PMK yang dilakukan hingga tahun 2033 sangat erat
kaitannya dengan pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung
tercapdinya Indonesia Emas  tahun 2045,  Keterkaitan kinerja
pemberantasan PMK dengan pembangunan nasional dapat digambarkan
ﬁdi pj;r]{?n kinerja menggunakan prinsip legic model sepertl pada gambar

"KL 11

Memda fopmmd B Ta FOH | Pesaaae

Gambar 24. Pohon Kinerja terkait Pemberantasan F-MK
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Gambar 25 menunjukkan bagaimana salah satu kinerja nasional,
yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya PDB Pertanian, akan
sangat dipengaruhi aleh 3 faktor vang dominan. Ketiga faktor tersebut
adalah konsumsi rumah tangea sektor pertanian (termasuk sub seklor
peternakan), impor dan ekspor sekior pertanian. Sebenarnya ada 2 lagi
faktor pembentuk dari PDB, yaitu investasi (dalam dan luar negeri) serta
belanja pemerintah. Namun kedua faktor tersebut tidak dimasukkan
pada gambar 25 diatas karena dianggap tidak terlalu terkait dengan PMK.
PDB beserta komponen pembentuknya vaitu konsumsi, ekspor dan impor
dikategorikan scbagai kinerja nasional dan menjadi outcome akhir atau
Sinal/ultimate outcome yang akan dicapai pada pohon kinerja ini.

Konsumsi akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan
strategis nasional dan juga stabilitas harga. Kenaikan harpa (inflasi)
pangan strategis nasional yang terlalu tinggi akan menyebabkan
penurunan konsumsi. Sedangkan di sisi lain, tingginva permintaan
daripada ketersediaan dapat menyebabkan kenaikan harga. Ketersediaan
pangan strategis nasional akan sangat dipengaruhi oleh produksi pangan
strategis nasional dan impor, Jika produksi dalam negeri tidak dapat
memenuhl permintaan konsumsi pangan strategis nasional, untuk
memastikan stabilitas harga maka dilakukan impor atas produk pangan
strategis nasional tersebut. Daging (sapi, kambing, domba dan kerbau)
maupun susu merupakan salah satu dan pangan strategis nasional,
schingga jika dilihat berdasarkan produksi vang dihasilkan saat normal
(sebelum PMEK), produksi daging dan susu belum mampu memenuhi
kebutuhan nasional schingga untuk memenuhi ketersediaan maka
dilakukan impor atas daging dan susu.

Penyebaran virus PMK yang terjadi memberikan dampak yang
signifikan terhadap produksi daging dan susu, dimana ternak vang
terkena PMK akan mengalami kematian atau penurunan produksi secara
drastis. Penuruna produksi daging dan susu tersebut tentunva akan
mempengaruhi ketersediaan daging dan susu, sehingga untuk memenuhi
permintaan daging dan susu maka volume impor harus ditambah, Hal ini
berarti bahwa secara tidak langsung, penyebaran FPMK vang terjadi
berdampak terhadap komponen PDB, vaitu konsumsi dan impor. Untuk
mempertahankan konsumsi, maka volume impor harus ditingkatkan
dalam memenuhi permintaan daging dan susu dan memastikan siabilitas
khususnva pada daging dan susu.

Selain itu, terjadinva wabah PMK di Indonesia semenjak bulan April
tahun 2022 lalu menyebabkan Indonesia tidak dapat melakukan ckspor
terhadap ruminansia berkuku belah, baik ternak maupun produk pangan
asal ternaknya. Dalam jangka waktu pendek, hal ini mungkin tidak
menjadi masalah mengingat ketergantungan Indonesia ierhadap impor
pangan asal ternak ruminansia berkuku belah ini masih cukup tinggi.
Namun dalam jangka panjang, maka terdapat potensi kerugian jika
Indonesia tidak segera mendapatkan pengekuan schagal negara bebas
PMK. Potensi ekspor ternak ruminansia berkuku belah dan produknva
akan hilang dan ketergantungan terhadap impor akan terus berlangsung,
Hal .mi tentunya akan berdampak terhadap PDB pertanian dalam jangka
parjang,

FMEnumnn}ra penyebaran PMK (jumlah serangan dan sirkulasi virus
PME)} maupun status bebaz PME (tanpa atau dengan vaksinasi] akan
herplelngamh langsung terhadap kinerja Kementerian (ketersediaan dan
stabilitas harga) dan dampak berpengaruh secara langsung terhadap
pembangunan nasional, khususnya di sector pertanian (impor dan
“kﬁ?‘:‘r} » Penyebaran PMK vang terjadi melalui udara (airbone) menambah
pelic.  permasalahan pengendalian PMK dj Indonesia, dimana
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meminimalisir penvebaran relatil lebih sulit disbanding penyakit hewan
lintas batas lainnya.

Untuk dapat mencegah penyebaran PMK yang lebih luas serta
mengembalikan status Indonesia sebagal negara bebas PMK |immediate
outcome], maka 8 pilar strategi pemberantasan PMK dilaksanakan sebagai
kinerja operasional (output). Pemberantasan PMK tentunya diiringi dengan
pengendalian penyakit hewan lintas batas lainnya sesuai dengan standar
yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
capaian pemberantasan PMK melalui peta jalan pemberantasan PMK ini
merupakan kinerja strategis yang harus dilaksanakan dan berdampak
terhadap Kinerja pembangunan pertanian nasional, baik kinerja sector
(kementerian) maupun kineria nasional.

Tim Pelaksana Pemberaniasan PME

Peta jalan pemberantasan PMK ini perlu dilaksanakan secara berjenjang,
baik pada tingkat nasional, tingkat provinsi hingga tingkat
kabupaten/kota. Gambaran struktur tim pelaksana pemberantasan PMEK
dapat dilihat pada gambar berikut ini;

Pambina 2an Pangarsh
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Gambar 25. Tim Pelaksana Pemberantasan PMK

Tim pelaksana Pemberantasan PMK bertujusn untuk melaksanakan
koordinasi pemberantasan PMK di tingkat nasional, Provinsi maupur
kabupaten/kota. Tim Pelaksana Pemberantasan PMK terdiri dari berbagai
K/L/D yang menjalankan peran sesuai tugas dan fungsi K/L/D tersebut.
Tim pelaksana pemberantasan PMK di masing-masing jenjang terdiri dari
9 (Sembilan| fungsi. Setiap fungsi bertugas melaksanakan 1 pilar stratcgis
pemberantasan PMK, ditambah 1 fungsi organisasi, SDM 11K, manajemen
strategis dan kinerja serta administrasi melaksanakan supporting system
atau pondasi dalam rumah strategi. Koordinasi antar fungsi dilakukan
sccara vertikal maupun horizontal. Kooridnasi antar fungsi 1 hingga
fungﬂl ) ldi]&}ml-:an secara vertikal dimana koordinasi dilakukan dalam
xonteks fungsi terscbut. Tim ini dibentuk melalui keputusan Presiden
[K&;‘_}]‘ﬂﬂ]l vang menetapkan ketua tim hingga anggota tim untuk setiap tim
Pokja di setiap tingkatan. Pemetaan K/L/D pada masing-masing fungsi

akan sangat bergantung kepada hasil :
sebelumnya. ¥ il pemetaan pada tabel 11
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BAB VI
PENUTUP

Peta Jalan Pemberantasan Penvakit Mulut dan Kulku [(PMK) Nasional
|Roadmap Pemberantasan PMK Nasional) dokumen perencanaan komprehensif
yvang menggambarkan kerangka strategis pemberantasan PMK nasional
menuju “Indonesia Bebas PMK 2035." Roadmap Pemberantasan PMK Nasional
secara garis besar terbagi menjadi beberapa bagian meliputi: gambaran umum
peternakan di Indonesia, kondisi PMK saat ini, benchmarking penanggulangan
PMK di negara lain; kerangka strategis pemberantasan PMK hingga strategi
pemberantasan PMK Nasional. Oleh karena itu, perumusan Roadmap
Pemberantasan PMK Nasional melibatkan multi stakeholders mulai dari
pelaku wusaha, asosiasi, hingga para pakar di bidang peternakan serta
Keschatan hewan dengan Kementerian Pertanian sebagai leading sector.

Gambaran umum peternakan di Indonesia dirumuskan sebagai dasar
argument, analisis dan urgensi perumusan Roadmap Pemberantasan PMK
Nasional. Kondisi PMK saat ini bertujuan untuk memberikan gambaran
mengenai sebaran PMK dan secara komprehensif serta melihat dampak
politik, sosial hingga ekonomi PMK. Benchmarking penanggulangan PMK
bertujuan untuk mendapatkan insight dari negara-negara vang berhasil
mengendalikan PMK sekaligus mempelajari strategi global dan regional
pemberantasan PMK. Kerangka strategis pemberantasan PMK bertujuan
untuk melihat garis besar strategi penanggulangan PMK yang akan menjadi
dasar dalam perumusan strategi dan turunannya. Strategi pemberantasan
PMEK bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai upaya pemberantasan
PMK dalam rangka mewujudkan visi pemberantasan PMK nasional. Strategi
akan diterjemahkan kedalam bentuk yang lebih operasional meliputi kegiatan
dan inisiatif schingga dapat menjadi dasar pengalokasian sumber daya, baik
SDM maupun anggaran terkait penanggulangan PMEK.

Mewujudkan “Indonesia Bebas PMK 2035" merupakan visi nasional vang
ingin diwujudkan dalam pemberantasan PMK. Bukan merupakan hal vang
mudah, namun bukan hal vang tidak mungkin terwujud. Oleh karena itu,
dibutuhkan kesamaan persepsi, kerja sama yang baik, konsistensi dan
komitmen para pemangku kepentingan, serta ketepatan dalam mengeksekusi
strategi. Adanya Roadmap Pemberantasan PMK Nasional diharapkan dapat
menjadi langkah awal untuk menjawab tantangan pemberantasan PMK serta
menjadi pijakan dalam pemberantasan PMK Nasional.

MENTERI PERTANIAN
EEPUBLIK INDONESIA,

—
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